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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relevansi teori maslahah yang dikemukakan oleh Najmuddin at-Taft
dalam konteks harmonisasi antara hukum Islam klasik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia
(HAM) modern. Dalam pandangan at-Tuf1, maslahah memiliki kedudukan epistemologis yang
tinggi dan dapat didahulukan atas nass dalam perkara-perkara mu‘amalah, selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini memberikan peluang
reinterpretasi terhadap teks-teks syar‘i dalam menjawab tantangan sosial kontemporer, seperti

kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research),
dengan sumber primer berupa karya-karya at-Tufl dan didukung oleh literatur sekunder yang
relevan. Penelitian ini juga menerapkan metode analisis isi untuk mengeksplorasi pemikiran

at-Tuft secara sistematis, khususnya pada penerapan maslahah dalam isu-isu HAM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori maslahah at-Taft dapat menjadi jembatan
metodologis antara hukum Islam klasik dan nilai-nilai HAM modern. Gagasan supremasi
maslahah membuka ruang ijtithad yang lebih responsif dan kontekstual, tanpa melepaskan
prinsip-prinsip magqasid al-syari‘ah. Namun demikian, teori ini tetap memiliki batasan
metodologis yang ketat dan tidak dapat diterapkan pada wilayah ibadah atau hukum-hukum
yang bersifat qat‘l. Dengan demikian, konsep maslahah Najmuddin at-Tuft relevan dalam
upaya merevitalisasi hukum Islam agar tetap berdaya guna dalam masyarakat modern yang

plural dan dinamis.

Kata Kunci: Maslahah, Najmuddin at-Tufi, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, maqgasid al-

syari‘ah.



ABSTRAC

This study examines the relevance of Najmuddin at-Taft’s theory of maslahah in bridging
classical Islamic law and modern principles of human rights (HR). According to at-Tiff,
maslahah holds an elevated epistemological status and may be prioritized over textual evidence
(nass) in matters related to social transactions (mu ‘amalat), as long as it does not contradict the
foundational principles of Sharia. This approach allows for a reinterpretation of religious texts
to address contemporary social challenges such as gender equality, freedom of religion, and

social justice.

This research uses a qualitative approach through library research, relying on primary sources
from at-TufT’s works and supported by relevant secondary literature. It applies content analysis
to explore at-Tuft’s thought systematically, especially the application of maslahah in relation

to human rights issues.

The findings indicate that at-Tuft’s theory of maslahah provides a methodological bridge
between classical Islamic law and modern human rights values. His concept of the supremacy
of maslahah opens space for a more responsive and contextual ijtihdd, while remaining faithful
to the objectives of Sharia (magasid al-shari‘ah). However, the theory is methodologically
restricted and cannot be applied to acts of worship or fixed legal rulings (gat 7). Therefore,
Najmuddin at-Taft’s concept of maslahah remains relevant in revitalizing Islamic law to

remain applicable in a plural and dynamic modern society.

Keywords: Maslahah, Najmuddin at-Tufi, Islamic Law, Human Rights, Maqasid al-Shart ah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap isu Hak Asasi Manusia
(HAM) mengalami peningkatan yang signifikan, baik di tingkat internasional maupun
nasional. Berbagai perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara di seluruh
dunia menunjukkan bahwa HAM semakin diakui sebagai fondasi penting dalam menjaga
keadilan dan perdamaian global. Isu-isu seperti kebebasan berpendapat, hak atas
perlindungan hukum, dan kesetaraan gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
perdebatan hukum di berbagai forum internasional, termasuk di lembaga-lembaga seperti
PBB dan pengadilan internasional.'

Di tingkat nasional, banyak negara telah menerapkan prinsip-prinsip HAM ke
dalam sistem hukumnya, berusaha memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi
oleh hukum tanpa diskriminasi. Ini terlihat dari berbagai reformasi hukum yang bertujuan
untuk memperkuat perlindungan HAM, mulai dari penghapusan hukuman yang kejam
hingga pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok
rentan.’

Dengan meningkatnya perhatian terhadap HAM tersebut, muncul kebutuhan untuk
memastikan bahwa nilai-nilai ini dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam berbagai
sistem hukum yang berbeda. Setiap negara atau masyarakat memiliki kerangka hukum
yang berlandaskan pada tradisi, agama, dan budaya masing-masing, sehingga tantangan
utama adalah bagaimana menyelaraskan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal
dengan sistem hukum yang mungkin memiliki landasan yang berbeda.’

Sistem hukum Islam misalnya, sering kali menghadapi tekanan untuk
merekontekstualisasi ajaran-ajarannya agar lebih sesuai dengan standar HAM yang
diakui secara global. Meskipun prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam memiliki sejumlah

kesamaan, seperti menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan martabat manusia, namun

! Cecillia Maria Margaretha et al., “Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum
Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa” 5624, no. 1 (2985): 176-95,
http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura.

2 Beti Zania, Ismatul Maula, and Siti Tiara Maulia, “Meninjau Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi
Manusia Di Indonesia Dalam Era Global,” Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 4, no. 3 (2024).

3 Ziyad Motala, “Human Rights in Africa: A Cultural, Ideological, and Legal Examination,” Hastings
International and Comparative Law Review 12, no. 2 (1989): 373-410,
https://repository.uchastings.edu/hastings_international comparative law review/voll2/iss2/3.
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terdapat pula perbedaan mendasar dalam beberapa isu. Misalnya, interpretasi tertentu
dalam Hukum Islam mengenai hak-hak perempuan, kebebasan beragama, atau hukuman
bagi pelanggaran moral, yang kerap dipandang tidak sejalan dengan standar HAM
internasional.*

Tantangan ini membuat banyak pihak, baik di kalangan akademisi maupun praktisi
hukum Islam, berusaha mencari titik temu antara hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM.
Ada yang berpendapat bahwa perbedaan ini hanyalah masalah interpretasi dan bisa
diselaraskan melalui pendekatan yang lebih kontekstual terhadap nass.> Namun, ada pula
yang melihat bahwa beberapa aspek hukum Islam perlu direformasi agar dapat
memenuhi tuntutan kesetaraan dan kebebasan sebagaimana diatur dalam standar HAM
internasional.®

Oleh karena itu, upaya untuk menyinkronkan nilai-nilai HAM dengan prinsip-
prinsip Hukum Islam menjadi isu yang sangat penting. Hal ini bukan hanya untuk
merespons tekanan global, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap
relevan dan dapat beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan esensi
ajarannya.” Adapun salah satu bentuk reformasi dalam hukum Islam, yang mungkin
digunakan untuk menjembatani perbedaan ini adalah konsep supremasi maslahah
(maslahah yang mengungguli nass) yang dikemukakan oleh Najmuddin at-Tuff.

Najmuddin Abii al-Rabi‘ Sulaiman ibn ‘Abd al-Qawt ibn Khalaf al-Baghdadi, atau
yang lebih dikenal dengan nama Najmuddin at-Ttfi, lahir pada tahun 657 H di Irak.
Beliau merupakan seorang ulama dan filsuf Islam yang terkenal karena pemikiran-
pemikirannya yang progresif, di antaranya terkait konsep maslahah dalam hukum Islam.
Dalam pengantar salah satu karyanya “at-Ta ‘yin Syarh al-Arba ‘in an-Nawawiyyah”, ia

menulis,

b Y &) ) a gykd I capgllasy w6l 8 5D il cad 01 G Syl

s w2
=

s i GG g8 7 S usty (63055l uxl o (Side 4 Dy (Sl 4l
S50 Iyt

4 Cucu Surahman, “Tafsir Kontekstual JIL : Telaah Atas Konsep Syariat Islam Dan Hudud,” Journal of
Qur’an and Hadith Studies 2, no. 1 (2013): 63-86.

5 E. Saefullah Wiradipradja, “Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam,” Mimbar XIX, no. 2
(2003): 118-34.

¢ Syahrul Sidiq, “Maqasid Asy-Syar’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,”
In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 140-61, https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461.

7 Shaheen Sardar Ali, “Modern Challenges to Islamic Law,” Modern Challenges to Islamic Law, 2016,
https://doi.org/10.1017/cbo9781139519670.



“Aku menasihatimu, wahai pembaca karya ini, yang menelusuri isinya dan
mendalami maknanya, agar tidak tergesa-gesa menolak sesuatu yang berbeda dari
apa yang biasa kau yakini atau yang telah mencakup dalam pengetahuanmu. Akan
tetapi, perbaharuilah pandangan dan pemikiranmu, lalu ulangilah merenunginya.
Maka niscaya ketika itu engkau lebih layak untuk meraih maksud yang dituju.”®

Ia juga menyatakan dalam pengantar kitabnya “A/-Intisarat al-Islamiyyah fi Kashf

Shubuhat al-Nasraniyyah™ yang ia tulis di Baghdad,

g i (J6p Bud Gl 2e &0 Jiagy J18Y1 K 12 1) S5 108 3ol s
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“Aku tidak menyusun kaidah il;i untuk orc;ng yané membeku pada pendapat-

pendapat, dan tunduk kepada setiap orang yang melepaskan lisannya dan

berbicara. Tetapi aku menyusunnya untuk orang yang tidak tertipu oleh hal yang

mustahil, dan yang mengenal kebenaran dengan ukuran kebenaran itu sendiri,

bukan mengenal kebenaran berdasarkan siapa yang mengatakannya.”°

At-Tufl tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk mengejar ilmu,
hingga akhirnya ia dikenal sebagai salah satu pemikir yang berani mempertanyakan ijma °
(konsensus) para ulama pada zamannya. Pendidikan At-Tifi mencakup berbagai bidang
keilmuan, dari fikih hingga filsafat, dan ia memiliki pemahaman mendalam tentang
berbagai mazhab pemikiran dalam Islam. Karya-karyanya tidak hanya dikenal dalam
dunia hukum Islam, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dari keilmuan Islam,
termasuk tasawuf dan filsafat.'°

Sepanjang hidupnya, At-Taff mengalami berbagai tantangan, termasuk
penentangan dari para ulama konservatif yang menolak pandangan-pandangannya,
terutama terkait supremasi maslahah yang sering kali dianggap bertentangan dengan

nass-nass Al-Qur’an dan Hadith. Meski demikian, At-Tuft tetap teguh dengan

8 Abu al-Rabi’ Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi bin Karim Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in
(Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1998), 1:2.

 Najmuddin At-Thufi, Al-Intisharat Al-Islamiyah Fi Kasyfi Syibhi An-Nasraniyyah (Riyad: Maktabah Al-
Obikan, n.d.), 1:73.

19 Hannani Hannani, “Analysis of Najmuddin Al Thufi’s Concept of the Supremacy of Maslahah Against
the Postulates of Islamic Law,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 1 (2021): 75-86,
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3386%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/dik
tum/article/download/3386/1136.



pendiriannya, dan pemikirannya terus memberikan pengaruh signifikan dalam
perkembangan hukum Islam hingga saat ini.!!

Para ulama telah menetapkan sejumlah syarat agar maslahah dapat diterima
sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
penerapan maslahah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu syarat
yang paling mendasar adalah bahwa maslahah tidak boleh bertentangan dengan nass,
baik itu Al-Qur’an maupun Hadith. Para ulama sepakat bahwa nass dan ijma‘ adalah
sumber hukum utama yang harus dijadikan acuan dalam segala bentuk penetapan hukum.
Dengan demikian, para ulama sangat berhati-hati dalam penggunaan maslahah sebagai
dasar hukum agar tidak keluar dari koridor nass dan prinsip-prinsip syariat Islam
lainnya.!?

Namun Najmuddin at-Taf1 ini sering kali dianggap kontroversial dalam kaitannya
dengan maslahah dan nass. la berpendapat bahwa dalam urusan mu ‘Gmalah (hubungan
sosial), maslahah bisa mengungguli nass jika keduanya bertentangan. Menurut At-TafT,
ketika sebuah nass tampak bertentangan dengan kepentingan umum atau kemaslahatan
manusia, maka yang harus didahulukan adalah maslahah, bukan nass."3

Ia berkata,
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! Bakhtiar Bakhtiar and Rana Mazin Al-Salaymeh, “Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning
for Judges’ Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law,” SMART: Journal
of Sharia, Traditon, and Modernity 4, no. 1 (2024): 1, https://doi.org/10.24042/smart.v4i1.21021.

12 Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadha Al-Buthi,” 4l-Maslahah
15, no. 2 (2019): 200-214, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626/2809.

13 Moh Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-
Qaradhawi,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 8, no. 1 (2020): 82-98,
10.30868/am.v8i1.708.



& LGS gy o gkt Wil 57 Gl (B3 58 1aeldad g5al 45 wh bp
Ot 5| 35 (e o alisy Wt 61 ke oS5 Yy 59 E3E W el
gl flel g 5 Wy W s e poplalally e
Sesungguhnya kami hanya mempertimbangkan maslahat dalam urusan muamalah
dan sejenisnya, bukan dalam ibadah dan yang menyerupainya, karena hak ibadah
adalah khusus bagi syariat dan tidak mungkin mengetahui hakikatnya secara
kuantitas, kualitas, waktu, dan tempat kecuali dari pihaknya sendiri. Maka seorang
hamba melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh
Tuhannya. Dan karena seorang budak dari kita tidak dianggap patuh atau sebagai
pelayan kecuali jika ia melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh tuannya, atau
melakukan apa yang ia ketahui dapat menyenangkan tuannya. Begitu juga halnya
di sini.
Oleh karena itu, ketika para filsuf menyembah akal mereka dan menolak syariat,
mereka telah membuat murka Allah Yang Maha Tinggi dan mereka tersesat serta
menyesatkan orang lain. Ini berbeda dengan hak-hak para mukallaf, karena
hukum-hukum mereka bersifat politik dan syar’i yang disusun untuk maslahat
mereka, maka itulah yang menjadi pertimbangan utama dan yang diandalkan
dalam meraih maslahat.
Dan tidaklah benar jika dikatakan: bahwa syariat lebih mengetahui maslahat
mereka sehingga dalil-dalil syariat diambil; karena kami katakan: kami telah
menetapkan bahwa menjaga maslahat adalah bagian dari dalil syariat, dan itu
adalah dalil yang paling kuat dan paling khusus, sehingga kami mendahulukannya
dalam meraih maslahat.
Kemudian hal ini hanya berlaku pada ibadah, karena maslahatnya tersembunyi
dari jangkauan akal dan kebiasaan manusia. Sedangkan maslahat politik bagi
para mukallaf dalam hak-hak mereka adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh
mereka berdasarkan kebiasaan dan akal. Jika kami melihat bahwa dalil syariat
tidak lagi mencukupi untuk menyampaikan maslahat tersebut, maka kami
mengetahui bahwa syariat menyerahkan kepada kami dalam meraih maslahat
tersebut. Demikian juga ketika teks syariat tidak memadai dalam memberi hukum,
kami mengetahui bahwa kami diperbolehkan untuk melengkapinya dengan giyas
(analogi), yaitu menggabungkan hal yang tidak disebutkan dengan hal yang

disebutkan.



Dan Allah Yang Maha Tinggi lebih mengetahui yang benar.'*

Pendapat At-TifT ini bertentangan dengan mayoritas ulama yang menganggap nass
sebagai sumber hukum yang tidak dapat diabaikan. Namun, At-Tafl memberikan alasan
yang mendalam di balik pemikirannya. la berpendapat bahwa tujuan utama dari syariat
Islam adalah membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Jika nass secara literal
dipertahankan tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau kebutuhan zaman, maka
hukum tersebut bisa jadi tidak relevan dan bahkan bisa membawa kerusakan. '3

At-Tufl mencatat tentang pandangannya ini dalam karyanya Syarh Mukhtasar ar-
Raudhah (3/214-217),'¢ kemudian dalam penjelasan hadith ke-32 dari kitabnya at-Ta ‘yin
Syarh al-Arba ‘in an-Nawawiyyah. Buku ini ditulis setelah penulisan Syarh Mukhtasar
ar-Raudhah. Penjelasannya tentang kepentingan dalam Syarh Mukhtasar ar-Raudhah
singkat. Mungkin setelah menulis buku itu, At-Tafi merasa perlu memperluas
pembahasannya. [a memanfaatkan kesempatan saat menjelaskan hadith ke-32 dari at-
Ta'yin Syarh al-Arba‘in an-Nawawiyyah, menuangkan pandangannya tentang
kepentingan, mengulang pembahasan, memperjelas, dan memperpanjangnya secara
signifikan hingga sekitar 50 halaman dari halaman 234 sampai 280.!”

Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang supremasi maslahah dalam hukum Islam
menawarkan perspektif progresif yang relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks
harmonisasi antara prinsip HAM universal dan nilai-nilai syariat. Pendekatannya yang
kontekstual mengajak para ulama dan pemikir hukum Islam untuk tidak terjebak dalam
pemahaman tekstual semata, melainkan mempertimbangkan dinamika sosial dan
kebutuhan zaman. Meskipun kontroversial, gagasannya tentang maslahah sebagai
pertimbangan utama dalam mu ‘amalah membuka ruang dialog yang konstruktif antara
tradisi Islam dan tuntutan modernitas, termasuk isu-isu HAM seperti kesetaraan gender
dan keadilan sosial.

Di tengah kompleksitas tantangan global, pemikiran at-Taff mengingatkan kita
bahwa esensi syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Integrasi nilai-nilai
HAM ke dalam hukum Islam bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk merevitalisasi
prinsip keadilan dan kemanusiaan yang telah ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Dengan

semangat ijtthad yang terbuka dan berorientasi pada magasid al-syart ‘ah, hukum Islam

14 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:279-280.

15 Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadha Al-Buthi.”

16 Abu al-Rabi’ Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi bin Karim Al-Thufi, Syarh Mukhtashar Al-Raudhah
(Turki: Muassasah al-Risalah, n.d.), jld. 3., 214-217.

17 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in.



dapat tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan identitasnya. Pada akhirnya, upaya ini
tidak hanya memenuhi tuntutan internasional, tetapi juga memperkuat peran Islam

sebagai rahmatan li al- ‘alamin.

Rumusan Masalah
Mengacu pada konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang,
maka perumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.  Bagaimana konsep maslahah menurut Najmuddin at-TafT dalam hukum Islam?
2. Bagaimana hubungan antara konsep maslahah Najmuddin at-Tufl dengan prinsip-
prinsip dasar hak asasi manusia?
3. Bagaimana relevansi teori maslahah Najmuddin at-Ttufl dalam menyelesaikan

konflik antara penerapan hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia universal?

Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari

penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis konsep maslahah menurut Najmuddin at-Tufif dalam hukum
Islam, termasuk prinsip-prinsip dasar dan aplikasinya.

2. Untuk mengkaji hubungan antara konsep maslahah Najmuddin at-Tufl dengan
prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam.

3. Untuk mengevaluasi relevansi teori maslahah Najmuddin at-Tuft dalam
menyelesaikan konflik antara penerapan hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi

manusia universal.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dalam ranah akademik

maupun praktis, meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan
kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep maslahah menurut
Najmuddin at-Tuff. Dengan merekontekstualisasi pemikirannya, penelitian ini

akan menambah wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat berkembang



secara dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, terutama dalam isu-isu yang
berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para
pembuat kebijakan hukum, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam
mengintegrasikan prinsip maslahah ke dalam kerangka hukum modern yang
memperhatikan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga dapat membantu
menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam penerapan hukum
Islam di berbagai negara yang memiliki sistem hukum berbasis syariah.

Manfaat Sosial: Penelitian ini dapat membantu masyarakat, khususnya umat Islam,
untuk lebih memahami relevansi konsep maslahah dengan isu-isu sosial
kontemporer, seperti Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini
berpotensi mempromosikan harmoni antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-

prinsip universal dalam kehidupan bermasyarakat.

Tinjauan Kepustakaan

Pada bagian ini, penulis akan membahas beberapa literatur yang relevan dengan

penelitian terkait pemikiran maslahah dalam hukum Islam, khususnya pandangan

Najmuddin at-Tufi. Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang

bagaimana konsep maslahah diinterpretasikan dan diterapkan oleh At-Tufi, serta

perbandingannya dengan ulama lainnya. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami lebih

dalam pemikiran At-Tufi tentang maslahah dan kontribusinya terhadap pembaruan

hukum Islam.

1.

Relevansi Epistemologi Maslahah Najmuddin at-Tift dalam Penetapan Hukum
Anak sebagai Subjek Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saputra (2020) mengkaji relevansi
pemikiran maslahah at-Tufi dalam konteks istinbat hukum yang berkaitan dengan
anak sebagai subjek hukum. Dalam penelitiannya, Saputra menjelaskan bahwa
pendekatan maslahah yang diusung at-Tuft menawarkan fleksibilitas dan solusi
hukum yang kontekstual, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan anak.

At-Tuft menempatkan maslahat sebagai prioritas utama dibandingkan dengan



sumber hukum lain seperti ijma‘ dan nass, terutama dalam situasi yang
membutuhkan pertimbangan kemaslahatan.!'®
2. Perbandingan Konsep Maslahah Menurut Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Najmuddin
at-Tuft
Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Zainab Rahmawati (2019)
membandingkan pemikiran tiga tokoh besar dalam hukum Islam, yakni Al-
Ghazali, Al-Syatibi, dan Najmuddin at-Tafl, mengenai konsep maslahah. Dalam
penelitiannya, Rahmawati menyoroti bahwa At-Tufl memiliki pendekatan yang
lebih fleksibel dibandingkan kedua ulama lainnya. At-Tufi memprioritaskan
maslahah bahkan jika berlawanan dengan nass, sementara Al-Ghazalt dan Al-
Syatibi bersikap lebih moderat. Penelitian ini memberikan wawasan yang
mendalam tentang perbedaan penerapan maslahah dalam penetapan hukum
Islam.!”
3. Maslahah sebagai Metode Istinbat Hukum dalam Pemikiran At-Tuft
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli (2021) mendalami
pandangan At-Tufl tentang maslahah sebagai metode utama dalam istinbat hukum
Islam. Fadli menunjukkan bahwa At-Tift menempatkan maslahah di atas sumber
hukum lain, seperti nass dan ijma‘, dalam situasi di mana terjadi konflik
kepentingan. Maslahah yang dimaksud adalah maslahah mursalah, yaitu maslahat
yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks syariah, namun tetap sesuai
dengan tujuan syariah. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang dinamika
hukum Islam melalui pendekatan maslahah.?
4.  Kajian Kritis Pemikiran Najmuddin at-Tift tentang Maslahah dalam Penetapan
Hukum Islam
Dini Maulida (2020) dalam penelitiannya membahas secara kritis konsep
maslahah dalam pemikiran At-TufT sebagai dasar penetapan hukum Islam. Maulida
menyoroti bahwa At-Tufl mendasarkan maslahah pada tujuan utama syariah, yaitu
menjaga kemaslahatan umat. Ia menunjukkan bahwa meskipun At-Tufl

memberikan prioritas utama pada maslahah, pendekatan ini berbeda dengan

18 Zaenudin Mansyur, “Relevansi Teori Maslahah Najamuddin At-Thufi Dalam Istinbath Hukum Anak
Sebagai Mahkum Alaih,” Istinbath 27, no. Hukum Islam (2018): 379-98,
https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/99.

19 Bahrul Hamdi, “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, As Syatibi Dan Najmuddin Al
Thufi),” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 02, no. 02 (2017).

20 Perubahan Dan and Inovasi Di, “* Volume 8, No. 2, Desember 2014 > 8, no. 2 (2014): 365-87.
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pandangan ulama lain yang lebih mengutamakan nass dan ijma‘. Penelitian ini

memperlihatkan bagaimana At-Tuft menempatkan maslahah sebagai prinsip

utama dalam penetapan hukum, meskipun menimbulkan kontroversi di kalangan
ulama lainnya.?!
5. Pemikiran Maslahah Al-Syatibi dan Najmuddin at-Tiift dalam Pembaruan Hukum

Islam

Penelitian oleh Syifa Amalia (2022) mengeksplorasi peran maslahah dalam
pemikiran At-Tiafi dan Al-Syatibi terkait pembaruan hukum Islam. Amalia
menjelaskan bahwa At-Tufi memiliki pandangan radikal mengenai hubungan
antara nass, ijma‘, dan maslahah. la berpendapat bahwa jika terjadi konflik antara
ketiganya, maka maslahah harus didahulukan demi kepentingan umat. Penelitian
ini menggambarkan bagaimana pemikiran At-Ttufi dan Al-Syatibi telah
berkontribusi terhadap proses pembaruan hukum Islam, terutama dalam
menghadapi perubahan kondisi sosial yang terus berkembang.

Penelitian tesis yang berjudul "Relevansi Teori Maslahah Najmuddin at-Tift
terhadap Hak Asasi Manusia" ini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya
secara signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun perbedaan-perbedaan
pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan maslahah dalam konteks
hukum Islam tradisional dan penetapan hukum secara umum. Dalam tesis ini,
kajian akan diarahkan pada bagaimana konsep supremasi maslahah At-Tufl dapat
direkontekstualisasi dalam kerangka Hak Asasi Manusia. Fokus utamanya adalah
relevansi maslahah dengan prinsip-prinsip HAM, yang belum menjadi tema utama
dalam penelitian terdahulu.

2. Penekanan pada Supremasi Maslahah

Beberapa penelitian sebelumnya membahas fleksibilitas maslahah dalam
hubungan dengan nass dan ijmd‘, namun tesis ini akan menyoroti secara lebih
mendalam bagaimana At-Tuft melihat maslahah sebagai prinsip yang harus

mendominasi dalam penetapan hukum, khususnya ketika ada konflik dengan nass

2l Miftahul Amri, “KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis
Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi),” Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (2018),
https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.



11

dan jjma‘. Supremasi ini akan dieksplorasi dalam konteks modern dengan
mempertimbangkan tantangan HAM.
Pendekatan Kontekstual Modern

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemikiran At-Tift dalam konteks
sejarah dan penerapan hukum Islam pada masanya. Dalam penelitian ini, maslahah
akan dianalisis dalam konteks kekinian, terutama dalam hal penerapan hukum yang
lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan isu-isu HAM kontemporer. Aspek
ini memberikan sudut pandang baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman
sekarang.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang unik dan

relevan, menghubungkan pemikiran klasik At-Tuft dengan isu-isu HAM yang menjadi

perhatian utama dalam konteks global saat ini.

Penjelasan Judul

Penjelasan Judul dari tesis “Relevansi Teori Maslahah Najmuddin at-Tufi terhadap

Hak Asasi Manusia™ adalah sebagai berikut:

1.

Relevansi: Menurut KBBI, relevansi adalah kaitannya; hubungan (dengan perkara
atau hal yang lain). Dalam konteks penelitian ini, relevansi mengacu pada
keterkaitan antara teori maslahah Najmuddin at-Tuft dengan prinsip-prinsip hak
asasi manusia. Penelitian ini menelusuri sejauh mana konsep maslahah dapat
diterapkan sebagai landasan atau solusi dalam menyelesaikan isu-isu HAM yang
sering dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

Teori: Menurut KBBI, teori adalah pendapat atau anggapan yang didasarkan
pada penelitian dan penemuan, yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan atau
vang berlaku umum untuk menerangkan fenomena tertentu. Dalam konteks
penelitian ini, teori mengacu pada konsep atau gagasan sistematis yang
dikemukakan oleh Najmuddin at-Tufl terkait dengan hukum Islam, khususnya
dalam menerapkan maslahah sebagai prinsip utama dalam penentuan hukum. Teori
ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana maslahah dapat menjadi landasan
dalam pengambilan keputusan hukum, baik di era klasik maupun kontemporer.
Maslahah: Maslahah berasal dari bahasa Arab (4alas) yang berarti kemanfaatan,
keuntungan, atau kebaikan. Dalam KBBI, istilah ini dapat dimaknai sebagai segala

sesuatu yang membawa manfaat atau kemaslahatan bagi orang banyak. Dalam
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terminologi hukum Islam, maslahah adalah konsep yang merujuk pada
kemanfaatan umum yang menjadi tujuan utama syariat (maqashid syariah).
Maslahah mencakup lima aspek pokok yang harus dilindungi: agama (din), jiwa
(nafs), akal (‘agl), keturunan (nasl), dan harta (mal).?> Dalam pemikiran At-Tufi,
maslahah memiliki posisi penting, bahkan dapat diutamakan daripada nass dalam
perkara-perkara tertentu, terutama yang menyangkut maslahat publik.

4.  Najmuddin at-Tufi: Najmuddin at-Tuft (w. 716 H/1316 M) adalah seorang ulama
fikih, ushul figh, dan teolog dalam tradisi Islam yang dikenal karena pemikirannya
yang progresif tentang supremasi maslahah. la memandang maslahah sebagai
salah satu dasar utama hukum Islam, terutama dalam konteks perkara-perkara yang
tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nass. Pemikiran At-Tafl menekankan bahwa
tujuan hukum Islam adalah mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian,
sehingga maslahah menjadi pedoman utama dalam implementasi syariat yang
relevan di setiap zaman.

5. Hak Asasi Manusia (HAM): Menurut KBBI, hak adalah kewenangan yang benar
atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, sedangkan asasi berarti yang pokok atau
mendasar. Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang
sebagai hak yang paling mendasar dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dalam
konteks penelitian ini, HAM mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan
yang diakui secara internasional, seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender,
dan perlindungan atas kehidupan dan martabat manusia. Penelitian ini akan
mengkaji bagaimana teori maslahah Najmuddin at-Tuft dapat menjadi pendekatan
yang relevan untuk menjembatani hukum Islam dan HAM, terutama dalam
menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang sering menjadi polemik antara

keduanya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka
(library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian
yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran Najmuddin at-TafT terkait
supremasi maslahah dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Data yang dikumpulkan

berasal dari sumber-sumber literatur primer, seperti karya-karya At-Tufi, serta literatur

22 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, A/-Mustashfa (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).
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sekunder yang relevan dengan konsep maslahah dan Hak Asasi Manusia dalam hukum
Islam.

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui
penelusuran literatur. Sumber-sumber primer, khususnya karya At-Tifi, akan dianalisis
secara mendalam untuk memahami pandangannya terkait maslahah. Di samping itu,
penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur sekunder, termasuk kajian-kajian
kontemporer tentang hubungan antara maslahah dan Hak Asasi Manusia dalam hukum
Islam. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis untuk melihat
bagaimana pemikiran At-Tufi berevolusi dan relevan dalam konteks modern.

Selanjutnya, metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk meneliti teks-
teks yang berkaitan dengan konsep maslahah dan Hak Asasi Manusia. Proses analisis ini
melibatkan identifikasi tema-tema kunci dan konsep-konsep penting yang menjadi
landasan pemikiran At-Tufi. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi
bagaimana ide-ide At-Tiifl dapat direkontekstualisasi dalam kerangka hukum Hak Asasi
Manusia modern.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, metode triangulasi digunakan, di
mana hasil analisis dari berbagai sumber literatur dibandingkan dan diverifikasi satu
sama lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan dari
penelitian ini didukung oleh bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis.

Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah
dipahami, penulis membagi tesis ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar
penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan,
penjelasan judul, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab ini
bertujuan memberikan gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup kajian dalam
penelitian ini.

Bab II: Najmuddin at-Tufl, Konsep Maslahah, dan Hak Asasi Manusia

Bab ini menguraikan tiga fokus utama. Pertama, biografi Najmuddin at-Tufi yang

meliputi asal usul, pendidikan, dan karya-karyanya. Kedua, pembahasan tentang konsep
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maslahah secara umum dalam syariat Islam, termasuk definisi, dalil, dan klasifikasinya.
Ketiga, penjelasan tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif sejarah,
prinsip-prinsip dasar, dan pandangan Islam terhadap HAM.

Bab III: Relevansi Konsep Maslahah Najmuddin at-Tafi terhadap Hak Asasi
Manusia

Bab ini menjadi inti pembahasan tesis, yang terdiri dari tiga subbagian. Pertama,
elaborasi atas konsep maslahah menurut Najmuddin at-TufT beserta dasar hadis dan
argumentasi hukumnya. Kedua, analisis penerapan konsep maslahah at-Tufi terhadap
isu-isu HAM kontemporer, seperti hak waris perempuan, kebebasan beragama,
kepemimpinan perempuan, dan praktik poligami. Ketiga, evaluasi kritis terhadap
pemikiran at-TafT, termasuk kekuatan dan kelemahannya dalam konteks ijtihad usilt dan
relevansinya dalam menjembatani hukum Islam klasik dengan nilai-nilai HAM
universal.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, yang merangkum
jawaban atas rumusan masalah dan temuan utama penelitian. Selain itu, disertakan pula
rekomendasi yang ditujukan kepada akademisi, praktisi hukum, dan peneliti selanjutnya
dalam rangka pengembangan lebih lanjut terhadap tema yang diangkat.

Daftar Pustaka

Bagian ini memuat seluruh sumber referensi, baik primer maupun sekunder, yang
digunakan dalam penulisan tesis, disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah

penulisan ilmiah.



A.

BAB II
NAJMUDDIN AT-TUFI, KONSEP MASLAHAH
DAN HAK ASASI MANUSIA

Biografi Najmuddin at-Tufi

1.

Asal Usul, Kelahiran dan Wafatnya

Najmuddin at-Tufi, yang bernama lengkap Najmuddin Abi al-Rabi*
Sulaiman ibn ‘Abd al-Qaw1 ibn Khalaf al-Baghdadi, berasal dari desa Tufa di
wilayah Sarsar, sekitar dua farsakh (£12 km) dari Bagdad. Karena itu, ia juga
dikenal sebagai at-Tufi, al-Sharsari, dan al-Baghdadi, serta Ibn Abi ‘Abbas,
sebagaimana disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar. 2

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang tahun
kelahirannya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam al-Durar al-Kaminah menyebutkan tahun
657 H sebagai kelahirannya, >* sementara Ibn Rajab dalam al-Dhayl ‘ala Tabagat
al-Hanabilah?> dan Ibn ‘Imad dalam Syadharat al-Dhahab’® memperkirakan
kelahirannya pada awal 670-an H. Namun, sejarawan lain seperti al-Safadi dalam
A‘yan al-‘Asr dan al-Suyiiti dalam Bughyat al-Wu‘at tidak mencatat tahunnya,
begitu pula al-Khuwansari dan Jamaluddin al-Qasimi dalam beberapa catatan
mereka. Pandangan yang lebih kuat menyatakan bahwa at-Tuft lahir sekitar tahun
657 H, didukung oleh catatan bahwa karya al-lksir fi Qawa‘id al-Tafsir
diselesaikan pada abad ketujuh. ?’

Perbedaan pendapat juga muncul mengenai tahun wafat at-Tuft. Ibn Rajab,
Ibn Hajar, dan Ibn ‘Imad sepakat bahwa ia wafat pada tahun 716 H; pandangan ini
juga dikutip oleh al-Qasimi. Namun, al-Suyuti dalam Bughyat al-Wu ‘at, mengutip
Ibn Maktim, menyebutkan bulan Rajab tahun 711 H sebagai tahun wafatnya,
meskipun cenderung kepada tahun 710 H. Pandangan ini didukung oleh al-
Khuwansari dan beberapa penulis lainnya. Tahun wafatnya yang paling kuat adalah

716 H, sesuai dengan pandangan tiga ahli hadis, yaitu Ibn Rajab, Ibn Hajar, dan

23 Musthafa Zaid, AI-Maslahah Fi At-Tasyri’i Al-Islami (Kairo: Dar Al-Yusra, 1424), 45.

24 Tonu Hajar Al-Asqalani, Al-Durar Al-Kaminah Fi A’yan Al-Mi’ah Al-Thaminah (Dakkan: Da’irah al-
Ma’arif al-Utsmaniyyah, 1972), 2:295.

25 Ibnu Rajab, Al-Dzhay! ’ala Tabaqat Al-Hanabilah (Beirut: Dar al-Ma’arifah, 1952), 2:366.

26 Ibnu Imad, Syadzarat Al-Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986), 6:39.

27 Zaid, Al-Maslahah Fi At-Tasyri’i Al-Islami, 45.
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Ibn ‘Imad. Dalam Syarh al-Arba ‘in al-Nawawiyyah, at-Tufl menyatakan bahwa ia
menyelesaikan karya tersebut pada tahun 713 H, dan dalam al-Isyarat al-Ilahiyyah
ia mencatat penyelesaiannya pada tahun 716 H di Bayt al-Maqdis. Perjalanan
terakhir at-Twfi mencakup ibadah haji pada 714 H, kemudian menetap pada 715 H,
dan akhirnya kembali ke Syam untuk tinggal di al-Khalil hingga wafatnya—

semoga Allah merahmatinya. 28

2. Masa Kecil, Pendidikan, dan Pengakuan di Kalangan Ulama

Najmuddin at-Tiff menghabiskan masa kecilnya di desa Tifa, di mana ia
belajar kepada ulama setempat dan menghafal Mukhtasar al-Khirqgi dalam bidang
fikih serta al-Luma ‘karya Ibn Jinni dalam bidang nahwu.?® Ia juga sering bepergian
ke Sharsar untuk belajar fikih kepada Syekh Zaynuddin ‘Al ibn Muhammad al-
Sharsari, seorang faqith Hanbali terkenal yang dikenal dengan julukan Ibn al-
Bigr.*°

Pada tahun 691 H, at-Tuft pindah ke Baghdad untuk melanjutkan studinya,
memperdalam ilmu fikih, tata bahasa, dan usiil fikih. Ia mempelajari al-Muharrar
dengan Syekh Taqiyyuddin al-Zurarati, belajar tata bahasa dan sarf kepada Abii
‘Abd Allah Muhammad al-Mawsili, serta belajar usiil fikih kepada al-Nasr al-
Fartuqt. Selain itu, ia juga mendengar hadis dari beberapa ahli terkenal, termasuk
al-Rashid ibn al-Qasim, Isma‘l ibn al-Tabbal, dan al-Hafiz ‘Abd al-Rahman ibn
Sulaiman al-Harrani. 3!

At-Tufl memiliki kecerdasan yang tinggi dan daya ingat yang kuat. la
mempelajari ilmu debat dan bahkan menulis karya khusus tentang debat dalam Al-
Qur’an. Belajar logika dan ilmu waris juga sangat mempengaruhi banyak karyanya
setelah itu. Pemikirannya menjadi berani dan pandangannya sangat bebas. Dalam
pengantar salah satu karyanya “at-Ta ‘yin Syarh al-Arba ‘in an-Nawawiyyah”, ia

menulis,

8 Zaid, 46.

2 Lejla Demiri, Muslim Exegesis of the Bible in Medieval Cairo: Najm Al-Din Al-Tufi’s (d. 716/1316)
Commentary on the Christian Scriptures (Leiden: Brill, 2013), 45.

30 Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the
4th/10th to 8th/14th Century (Leiden: Brill, 2010), 210.

31 Rajab, Al-Dzhayl ’ala Tabagat Al-Hanabilah, 2:366.
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“Aku menasihatimu, wahai pembaca karya ini, yang menelusuri isinya dan
mendalami maknanya, agar tidak tergesa-gesa menolak sesuatu yang
berbeda dari apa yang biasa kau yakini atau yang telah mencakup dalam
pengetahuanmu. Akan tetapi, perbaharuilah pandangan dan pemikiranmu,
lalu ulangilah merenunginya. Maka niscaya ketika itu engkau lebih layak
untuk meraih maksud yang dituju.”’ 3>

Ia juga menyatakan dalam pengantar kitabnya “Al-Intisarat al-Islamiyyah fi
Kashf Shubuhat al-Nasraniyyah” yang ia tulis di Baghdad,

i JB3 B Gl pp 980 Ay (Jiss dis A0E ) S Vs al s
Jae B Y (G Ju Os (Judly g ¥ ol iy
“Aku tidak menyusu;z kaidah ini ;tntuk or;mg yang membeku pada pendapat-
pendapat, dan tunduk kepada setiap orang yang melepaskan lisannya dan
berbicara. Tetapi aku menyusunnya untuk orang yang tidak tertipu oleh hal
vang mustahil, dan yang mengenal kebenaran dengan ukuran kebenaran itu
sendiri, bukan mengenal kebenaran berdasarkan siapa yang
mengatakannya.” 3

Ini menunjukkan bahwa at-TafT tidak ragu untuk menyatakan pandangan
yang berbeda dari yang umum diterima. Ia sangat menghargai kebebasan berpikir
dan berani mengungkapkan pendapatnya sendiri, bahkan jika itu berbeda dari
pendapat orang lain.

Selama di Baghdad, At-Tuft diakui sebagai seorang ahli fikih Hanbali yang
cemerlang dan memiliki wawasan luas dalam berbagai disiplin ilmu. Para
sejarawan dan ulama terkemuka menggambarkan karakter serta reputasinya
dengan penuh penghargaan. Adz-Dzahabi, misalnya, menyebutkan bahwa ia
adalah “orang yang religius, tenang, dan puas dengan kehidupannya.>* As-Safadi
mengatakan bahwa “A¢-Tufi adalah seorang ahli fikih Hanbali, yang sangat

paham dalam cabang-cabang mazhabnya, penyair, sastrawan, berpengetahuan

32 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 2.
33 At-Thufi, Al-Intisharat Al-Islamiyah Fi Kasyfi Syibhi An-Nasraniyyah, 1:73.
3% Al-Asqalani, Al-Durar Al-Kaminah Fi A’yan Al-Mi’ah Al-Thaminah, 2:298.
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luas, berwawasan, mahir dalam usil fikih, dengan kemampuan yang melimpah
dalam ilmu tersebut, ahli dalam tata bahasa, bahasa, sejarah, dan banyak lagi,
dan ia memiliki reputasi yang baik dalam setiap bidang tersebut hingga wafatnya,
rahimahullah. 3 Ibnu Hajar mengutip al-Qutb al-Halabi yang menyatakan bahwa
“At-Tiift adalah seorang yang berpengetahuan, sederhana dalam berpakaian dan
gaya hidupnya, dan menghindari kemewahan duniawi.’3® Hal yang serupa juga
disampaikan oleh as-Suyiti, 37 dan Ibnu Rajab di awal biografinya menyebutkan
bahwa “A¢-Tiufi adalah orang yang salih, berpengetahuan, ahli fikih, usil, serta
menguasai berbagai bidang.”

Pada tahun 705 H, At-Tifl meninggalkan Dimasyq menuju Kahirah. Di sana,
ia belajar dari al-Hafiz Abt al-Mu’min Ibn Khalaf dan Qadt Sa‘duddin al-Harithi,
serta mempelajari ringkasan Kitab Sibawayh pada Abii Hayyan an-Nahwi. At-Taft
kemudian diangkat sebagai pengajar di Madrasah al-Mansiiriyyah dan an-
Nassiriyyah. Namun, hubungan antara At-Tufi dan Qadi al-Harith1 mulai
memburuk, memulai fase baru dalam kehidupannya yang penuh kejadian aneh dan
unik. Menurut Jamaluddin al-Qasimi, At-Ttufl mengalami nasib serupa dengan para
imam besar. 3

Qadrt al-Haritht sendiri dikenal sebagai seorang Sunni yang setia pada hadis
dan tradisi, sehingga wajar bila ia berselisih dengan At-TifT, seorang pemikir bebas
yang berani mengemukakan pendapatnya terkait nass, ijma‘, serta pandangannya
terhadap beberapa khalifah, meskipun pandangan tersebut berbeda dari mayoritas
ulama dan membuatnya menghadapi berbagai cobaan.

At-Tufl dituduh sebagai Syi‘ah, bahkan Rafidah (Syi‘ah ekstrem), karena
pandangan bebas dan beraninya dalam berpendapat. Ia berbeda pendapat dengan
Qadt Sa‘duddin al-Haritht dalam beberapa pelajaran yang diajarkan di kelas, dan
keyakinannya yang kuat dianggap sebagai bentuk ketidakadaban terhadap gurunya
yang sangat dihormatinya. Perbedaan ini menyinggung sang guru dan memicu
kemarahan putranya, Syamsuddin ‘Abdurrahman. Mereka kemudian menyerahkan

urusan At-Tuft kepada Badruddin Ibn al-Hibal, seorang pejabat administratif pada

35 Shalahuddin Khalil bin Aibak Al-Shafadi, 4 ‘yan Al-‘Ashr Wa A ‘wan Al-Nasr (Beirut: Dar al-Fikr al-
Mu‘asir, 1998), 2:445.

3¢ Al-Asqalani, Al-Durar Al-Kaminah Fi A’yan Al-Mi’ah Al-Thaminah, 2:296.

37 Jalaluddin As-Suyuthi, Bughyat Al-Wu’at Fi Tabaqat Al-Lughawiyyin Wa Al-Nuhat (Libanon: Al-
Maktabah al-‘Ashriyyah, n.d.), 1:599.

38 Zaid, Al-Maslahah Fi At-Tasyri’i Al-Islami, 49.
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masa itu, yang segera menuduhnya sebagai Rafidah, disertai bukti palsu berupa
penghinaan terhadap dua khalifah (Abtu Bakar dan ‘Umar). Akibatnya, At-Tuft
dihukum, diarak di Kahirah, dan diasingkan ke Qus, meninggalkan Kahirah tanpa
pernah kembali lagi. 3°

Pada waktu yang sama, Ibn Taymiyyah juga mengalami perlakuan serupa di
Kahirah. Ia dihadapkan di persidangan pada tanggal 22 Ramadan 705 H dengan
berbagai tuduhan, termasuk bahwa ia menyatakan Allah berbicara dalam al-Qur’an
dengan huruf dan suara, bahwa Allah berada di atas ‘Arsy secara langsung, dan
bahwa Dia dapat ditunjuk dengan isyarat fisik. Para penggugat menuntut hukuman
berat, termasuk hukuman mati menurut mazhab Maliki. Meskipun awalnya
menolak menjawab karena Qadi Ibn Makhluf, hakim dalam kasusnya adalah
musuhnya, akhirnya Ibn Taymiyyah setuju untuk menjawab, tetapi ia tetap tidak
diizinkan duduk. Ia dipenjara bersama saudaranya di menara, lalu dipindahkan ke
penjara bawah tanah pada malam ‘Id al-Fitr. Surat perintah dikeluarkan oleh
penguasa ke Syam untuk mengecam Ibn Taymiyyah, dan para pengikutnya
diwajibkan menarik keyakinan mereka dengan ancaman pemecatan dan penjara.
Pengumuman ini disampaikan di masjid dan pasar, serta dibacakan di depan masjid
setelah salah Jum‘ah. Akibatnya, pengikut Hanbalt di Kahirah menghadapi
kesulitan besar, beberapa di antaranya dipenjara dan lainnya dipaksa menarik

pandangan mereka. 4°

3.  Karya Najmuddin at-Taf1

At-Tuft dikenal oleh para penulis biografinya sebagai orang yang sangat
cerdas, rajin membaca, dan memiliki semangat belajar yang besar. Di setiap tempat
yang dikunjunginya dan setiap guru yang ditemuinya, ia selalu berusaha
menambah ilmu. Kecintaannya pada ilmu begitu besar, hingga al-Fadil Kamal al-
Din Ja‘far al-Adfaw1 mengatakan,

PP I S ST b Al il s O
“Dia sangat banyak membaca, saya kira dia sudah membaca sebagian besar

buku di perpustakaan Qus."*!

39 Rajab, Al-Dzhay! "ala Tabaqat Al-Hanabilah, 4:414.
40 Rajab, 4:512.
41 Al-Asqalani, Al-Durar Al-Kaminah Fi A’yan Al-Mi’ah Al-Thaminah, 2:297.
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Karya Najmuddin at-Tafl sangat banyak, namun di sini penulis hanya akan

mengemukakan kitab-kitabnya yang berlacak saja, yang dikelompokkan

berdasarkan beberapa kategori, yakni:

Ilmu al-Qur’an dan Hadis:

a.

1) Al-Iksir fi Qawa ‘id at-Tafsir

2)  Al-Isyarat al-1lahiyyah ila al-Mabahis al-Usiliyyah

3)  Idah al-Bayan ‘an Ma ‘na Umm al-Qur’an

4)  Mukhtasar al-Ma ‘alim

5)  Tafsir Sirat Qaf dan Sirat an-Naba’

6) Jadal al-Qur’an

7)  Bughyat al-Wasil ila Ma ‘rifat al-Fawasil

8)  Daf" at-Ta‘arud ‘amma Yuwahhim at-Tanaqud fi al-Kitab wa as-
Sunnah

9)  Syarh al-Arba in an-Nawawiyyah

100  Mukhtasar Tirmizi

‘Aqgidah:

1) Bughyat as-Sa’il fi Ummahat al-Masa'’il

2)  Qudwah al-Muhtadin ila Magasid ad-Din

3)  Khilal al-‘Aqd fi Ahkam al-I ‘tigad

4)  al-Intisarat al-Islamiyyah fi Daf* Syubuhat an-Nasraniyyah

5)  Dar’ al-Qawl al-Qabih fi at-Tahsin wa at-Taqbih

6) al-Bahir fi Ahkam al-Batin wa az-Zahir

7)  Radd ‘ala al-Ittihadiyyah

8)  Ta'lig ‘ala al-Injil wa Tanagquduha

9)  Qasidah fi al- ‘Aqidah wa Syarhuha

10)  al-‘Adzab al-Wasib ‘ala Arwah an-Nawasib

Usil Figh:

1)  Mukhtasar ar-Raudah al-Qudamiyyah

2)  Syarh Mukhtasar ar-Raudah al-Qudamiyyah

3)  Mukhtasar al-Hasil

4)  Mukhtasar al-Mahsiul

5) Mi ‘raj al-Wusul ila “1lm al-Usil

6)  adz-Dzari‘ah ila Ma ‘rifat Asrar asy-Syari ‘ah

Figh:
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1) ar-Riyad an-Nawadir fi al-Asybah wa an-Naza'ir
2)  al-Qawa id al-Kubra
3)  al-Qawa ‘id as-Sughra
4)  Syarh setengah dari Mukhtasar al-Khiraqi
5)  Mugaddimah fi ‘lIm al-Fara’id
6) Syarh Mukhtasar at-Tibrizi
e.  Bahasa, Sastra, dan Topik Lain:
1) as-Sa‘igah al-Ghadabiyyah fi ar-Radd ‘ala Munkirt al- ‘Arabiyyah
2)  ar-Risalah al- ‘Alawiyyah fi al-Qawa ‘id al- ‘Arabiyyah
3)  Ghaflat al-Mujtaz fi ‘Ilm al-Haqigah wa al-Majaz
4)  Tuhfat Ahl al-Adab fi Ma ‘rifat Lisan al- ‘Arab
5)  ar-Rahiq as-Salsal fi al-Adab al-Musalsal
6)  Mawa'id al-Hays fi Syi v Imru’ al-Qays
7)  asy-Syi‘ar al-Mukhtar ‘ald Mukhtar al-Asy ‘ar
8)  Syarh Magamat al-Harirt
9)  Izalat al-Ankad fi Mas alah Ka'ad
10)  Daf" al-Malam ‘an Ahl al-Mantiqg wa al-Kalam*

B. Konsep Maslahah
1. Definisi Maslahah

Maslahah berasal dari kata salah (z>al)), yang bermakna keadaan yang baik.
Dalam tata bahasa Arab, bentuk kata maf‘alah (4xss) sering digunakan untuk
menunjukkan tempat atau kondisi yang memiliki banyak unsur dari akar katanya.
Oleh karena itu, para ahli bahasa mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang
penuh dengan kebaikan yang kuat. 43

Secara sederhana, maslahah berarti kebaikan atau perbaikan. Kata ini adalah
bentuk tunggal dari berbagai bentuk kebaikan (al-masalih/mbi=al)). Misalnya,
memperbaiki sesuatu yang rusak atau memperlakukan binatang ternak dengan baik

hingga ia menjadi sehat juga disebut islah (z>al). 44

4 Zaid, Al-Maslahah Fi At-Tasyri’i Al-Islami, 59-60.

4 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah (Qatar: Kementrian Urusan
Agama, 2004), 2:133.

# Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab (Beirut: Dar Sadir, n.d.), 2.517.
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Dalam pengertian yang lebih luas, maslahah bisa dipahami sebagai segala
sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia, baik dengan cara memperoleh
sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan, maupun dengan menghindari
bahaya atau kesakitan. Maka, segala sesuatu yang memberikan manfaat pantas
disebut maslahah.

Dr. Mustafa Zayd mengungkapkan bahwa dari segi bahasa, istilah ini sudah
jelas artinya dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, karena maslahah
adalah kebalikan dari al-mafsadah (s3.4all), yang berarti kerusakan.*®

Dr. Muhammad Shalabi berpendapat bahwa maslahah adalah dampak positif
dari suatu tindakan yang menghasilkan kebaikan. Itulah sebabnya, aktivitas yang
dilakukan manusia untuk manfaatnya sendiri disebut maslahah, sebagai ungkapan
kiasan di mana sebab diberi nama seperti akibatnya. 46

Dalam Lisan al-‘Arab, kata salaha (zie) diartikan sebagai lawan dari
kerusakan (al-fasad/2%4ll), Kadang-kadang, kata salih (zli<=) juga digunakan untuk
menggambarkan sesuatu yang berlimpah, seperti ungkapan Nabi Ya‘qub:
"mataratun salihah" (4;51...4 §5h2) yang berarti “hujan yang baik.” Sementara itu,
islah (z>k=l) adalah lawan dari kerusakan. 47

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa maslahah dalam bahasa Arab berarti
"manfaat," baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dengan cara memperoleh
kebaikan atau menolak keburukan. 48

Menurut al-Ghazali, secara etimologis mashlahah berarti segala sesuatu yang
membawa manfaat dan mencegah kemudaratan. Namun demikian, dalam konteks
hukum Islam, makna hakiki dari mashlahah bukan sekadar keuntungan duniawi
atau maslahat yang dipersepsikan oleh akal semata, melainkan lebih kepada aspek
normatif. Al-Ghazali menegaskan bahwa mashlahah dalam pengertian syar‘i
adalah,

£ T 2giake o Hbusdli
“Menjaga tujuan (maqsiud) dari syari‘ (pembuat hukum/syariat).”
Tujuan-tujuan tersebut mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia,

yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz

1:390.

4 Zaid, Al-Maslahah Fi At-Tasyri’i Al-Islami, 30.
4 Muhammad Shalah Al-Itrabi, A¢-Turuk An-Nabawiyah (Qatar: Kementrian Urusan Agama, 2009),

47 Manzur, Lisan Al-Arab, 2:516.
48 Al-Itrabi, At-Turuk An-Nabawiyah, 1:390.
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al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima
aspek inilah yang menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum Islam,
sehingga segala bentuk mashlahah yang sejalan dengan perlindungan terhadap
kelima hal tersebut dapat diterima dalam koridor hukum syariat. *°

Asy-Syaukani, mengutip dari al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa maslahah
berarti,

“Menjaga tujuan syariat dengan mencegah keburukan dari manusia.’”’

Definisi tersebut memiliki titik temu dengan pengertian yang dikemukakan
oleh al-Ghazali, baik dari sisi makna maupun orientasinya. Hal ini karena upaya
untuk menolak kerusakan pada hakikatnya mengandung makna menghadirkan
kemanfaatan, sementara mengabaikan kemaslahatan pada dasarnya sama dengan
mendatangkan kerusakan.

Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam mendefinisikan maslahah dalam dua bentuk:

hakiki dan majazi.
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"Manfaat (maslahah) terbagi menjadi dua jenis: pertama, yang hakiki,/ yaitu
kegembiraan dan kenikmatan, kedua, yang majazi, yaitu sebab-sebab yang
mengantarkan kepada kegembiraan dan kenikmatan tersebut. Terkadang,
sebab-sebab manfaat tersebut merupakan keburukan (mafsadah), namun
diperintahkan atau dibolehkan bukan karena keburukannya, melainkan
karena ia mengantarkan kepada manfaat.”’
Definisi ini dibangun di atas prinsip dasar bahwa manfaat mencakup empat
aspek utama, yaitu kelezatan dan sebab-sebab yang melahirkannya, serta

kesenangan dan faktor-faktor yang mendukung keberlangsungannya.

4 Al-Ghazali, AI-Mustashfa, 174.

50 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah al-Shawkani, "Irsad Al-Fuhiil 1l Tahqiq Al-Hagq
Min ‘Ilm Al-Usal (Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 2:184.

51 Abu Muhammad ’Izz al-Din *Abd al->Aziz bin *Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Sulami,
Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam (Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, n.d.), 1:14.
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Al-Syatibi memaknai maslahah dari dua perspektif utama, yakni ditinjau dari
aspek keberadaannya dalam realitas kehidupan, serta dari segi keterkaitannya
dengan tuntutan syariat.

Pertama, dari aspek realitas (hagigat al-wujiid), maslahah dipahami sebagai
segala sesuatu yang menopang keberlangsungan hidup manusia, menyempurnakan
eksistensinya, serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan dorongan naluriah (al/-

quwwah al-shahwiyyah) dan akal (al-quwwah al- ‘aqliyyah) secara menyeluruh.

‘o
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£

Sl £ A0l apinill s Ay asih plfy oL B £08 ) i o
“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna
hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat naluriah dan akalnya
secara mutlak.?

Dengan kata lain, maslahah secara praktis mencakup seluruh hal yang
mengokohkan kebutuhan mendasar manusia baik secara jasmani maupun rohani.

Kedua, dari sisi keterkaitan dengan hukum syariat, maslahah adalah tujuan
utama dari disyariatkannya hukum-hukum oleh Allah Swt. Dalam konteks ini,
keberadaan hukum-hukum syariat dimaksudkan untuk merealisasikan masalih
tersebut dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah menuntut manusia untuk
melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan sebagai bentuk usaha
dalam mewujudkan tujuan-tujuan maslahat tersebut.>

Berdasarkan berbagai definisi mengenai maslahah yang dirumuskan dengan
pendekatan yang beragam, dapat disimpulkan bahwa maslahah merupakan segala
sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mengandung nilai kebaikan
serta mampu mencegah terjadinya keburukan atau kerusakan bagi manusia.

Konsep ini selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu

mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Dari kesimpulan tersebut, tampak adanya perbedaan mendasar antara
maslahah dalam pengertian bahasa umum dengan maslahah dalam pengertian
terminologis dalam hukum Islam. Maslahah secara bahasa merujuk pada segala hal

yang memenuhi kebutuhan manusia dan cenderung mengikuti kecenderungan

52 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, A/-Muwdfagat (Dar Ibn Affan,
n.d.), 2:44.
53 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Kencana, n.d.), 2:347.
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nafsu atau dorongan syahwat.>* Adapun maslahah menurut perspektif syariat, yang
menjadi objek pembahasan dalam ilmu usil al-figh, senantiasa berorientasi pada
pencapaian tujuan-tujuan syariat (magqasid al-syari‘ah) seperti perlindungan
terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql), keturunan (hifz
al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal).>> Meskipun demikian, maslahah dalam
konteks ini tidak mengabaikan aspek pemenuhan kebutuhan manusia, yakni berupa
perolehan kesenangan dan penghindaran dari kesulitan atau penderitaan, namun
tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.>

Yiasuf Hamid menjelaskan keistimewaan maslahah syar‘iyyah jika
dibandingkan dengan maslahah dalam pengertian umum. Ia menegaskan bahwa
terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan maslahah dalam konteks
syariat. Pertama, landasan penetapan maslahah dalam hukum Islam senantiasa
merujuk kepada petunjuk syariat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan
akal manusia. Hal ini dikarenakan kemampuan akal bersifat terbatas, relatif, dan
subjektif; 1a dipengaruhi oleh ruang dan waktu serta tidak jarang dikendalikan oleh
faktor lingkungan dan dorongan hawa nafsu. >’

Kedua, konsep baik dan buruk yang menjadi acuan dalam penilaian
maslahah menurut syariat tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan duniawi
semata, melainkan juga mencakup kemaslahatan ukhrawi. Nilai-nilai tersebut tidak
bersifat temporer, tetapi berlaku secara berkelanjutan dan lintas zaman. Dengan
demikian, syariat Islam menawarkan kerangka maslahah yang bersifat
komprehensif dan abadi.>®

Ketiga, dimensi maslahah dalam pandangan syariat tidak sebatas pada
pemenuhan aspek lahiriyah seperti kenikmatan fisik atau jasmani. Ia juga
mencakup aspek batiniah, yaitu kebahagiaan dan ketenangan jiwa yang bersifat
spiritual dan mental. Dengan cakupan yang luas ini, syar‘iyyah tidak hanya
menyentuh aspek kehidupan materi, tetapi juga mengarahkan manusia kepada

kesempurnaan hidup secara rohani.*

34 Wahbah Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 2:747.

55 Jasser Auda, Maqgasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: International Institute of
Islamic Thought, 2008), 15-20.

56 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih (Dar Al-Fikr Al->Arabi, n.d.), 282.

S7Yasuf Hamid al-*Alim, Nazariyyat Al-Maslahah FT Al-Figh Al-Islami (Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1968), 33.

8 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society,
2003), 270.

9 Yasuf Hamid Abii Sulayman, AI-Magasid: Mabahith Ft Al-Manhaj (Herndon: International Institute of
Islamic Thought, 1993), 40-41.
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Dalil Maslahah

Hukum-hukum syari‘at Islam diturunkan untuk membawa kebaikan dan
manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.®® Banyak dalil
menunjukkan bahwa perintah dan larangan Allah didasarkan pada hikmah atau
tujuan yang mengandung kemaslahatan.®' Misalnya, dalam perintah salah, Allah
berfirman:

Sy sl 2 (45 el &y

“Sesungguhnya salah mencegah dari perb/uatan keji dan n;unkar. ”(Q.S. al-

‘Ankabiit: 45)

Ini menunjukkan bahwa salah berperan untuk menjauhkan manusia dari

perbuatan buruk. Begitu pula dalam perintah zakat, Allah berfirman:

B g9 pRyehd Bl qdi3al e >
“Ambillah dari harta mereka sadaqah yang membersihkan dan menyucikan
mereka dengannya.” (Q.S. al-Tawbah: 103)

Zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan,

tetapi juga untuk membersihkan dan menyucikan harta serta hati si pemberi. Dalam
ibadah hajj, Allah berfirman:
3 a0 1pdgsd a0 G 53
“Dan serulah manusia untuk berhaji... agar mereka menyaksikan berbagai
manfaat bagi mereka.” (Q.S. al-Hajj: 27-28)
Hajj mendatangkan manfaat spiritual dan sosial, terutama dalam mempererat
persatuan umat Islam. Demikian pula dalam hukum qisas, Allah berfirman:
5455 S0 oY) éﬁ 6 s oladll d S5
“Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal,
agar kamu bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 179)
Hukum qisas bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dan
menumbuhkan rasa tanggung jawab. Rastlullah ¥ juga memberikan petunjuk

tentang manfaat menikah dan puasa, terutama bagi para pemuda, beliau bersabda:

° L
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60 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:750.
6! Muhammad Al-Khadari, Usil Al-Figh (Cairo: Maktabat al-Turath al-Islami, n.d.), 183.
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“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka

menikahlah... dan siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena

puasa menjadi perisai baginya.” (H.R. al-Bukhari: 4778)

Menikah dan berpuasa adalah cara untuk melindungi diri dari hal-hal yang
bisa merusak.

Rastlullah # juga menjelaskan mengapa tidur dapat membatalkan wudd’,
beliau bersabda:

BAEe Sl claombaad 28051 26 13)

Jika seseorang tidur terlentang, persendiannya akan melemah. (HR. Malik:

55)

Ini menandakan bahwa tidur dalam posisi tertentu dapat membuat seseorang
kehilangan kesadaran dan kesucian wudii’nya.

Imam Asy-SyétibT menyimpulkan bahwa,
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"Telah dimaklumi dari syariat bahwa ia disyariatkan untuk kemaslahatan

z

para hamba. Maka seluruh taklif (beban hukum) itu—baik untuk menolak
kerusakan, atau untuk menarik kemaslahatan, atau untuk keduanya
sekaligus."

Lebih jauh lagi, Allah berfirman:
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“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh

alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)

Al-‘Adud al-IjT menjelaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa semua
hukum syariat memperhatikan kepentingan manusia, karena jika syariat tidak

membawa kemaslahatan, tentu tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.®®

Rastlullah Saw. juga bersabda:

<
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62 al-Syathibi, Al-Muwdfagat, 1:318.
0 Al-‘Adud al-Tji, AI-Mawagqif FT ‘Ilm Al-Kalam, ed. Muhammad al-Fadil al-Badrawi, vol. 3 (Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2007), 3:345.
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“Seluruh makhluk adalah tanggungan Allah; yang paling dicintai oleh Allah
adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungan-Nya.” (HR. al-Tabarant:
1033)

Hadith ini menegaskan bahwa kedekatan seseorang kepada Allah diukur dari
manfaat yang diberikan kepada orang lain. Berdasarkan hal ini, jika ketakwaan
seseorang dinilai dari seberapa besar ia membawa kemaslahatan bagi umat, maka
sangatlah wajar bahwa syariat Islam sendiri dibangun di atas dasar kemaslahatan
untuk seluruh umat manusia.

Syari‘at Islam dirancang untuk membawa kebaikan bagi manusia, baik di
dunia maupun di akhirat. Semua perintah dan larangan dalam Islam, baik yang
wajib atau dianjurkan maupun yang haram atau makrith, memiliki tujuan dan
manfaat tertentu.

Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa syari‘at berlandaskan keadilan,
kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jadi, jika ada sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai tersebut—menyimpang dari keadilan menuju
kezaliman, dari kasih sayang menuju kekerasan, atau dari kebaikan menuju
kerusakan—maka hal itu bukan bagian dari syari‘at, meskipun mungkin ada yang
mencoba memasukkannya dengan berbagai penafsiran. Syari‘at adalah wujud
keadilan Allah bagi manusia, rahmat-Nya untuk semua makhluk, serta petunjuk
hikmah-Nya yang menunjukkan kebenaran Rasiil-Nya. ¢

Dengan demikian, syari‘at Islam bukan sekadar aturan yang menetapkan
halal atau haram tanpa tujuan yang jelas di baliknya. Sebagian besar ‘ulama’
sepakat bahwa aturan dalam Islam memiliki alasan dan tujuan. Sebagian besar
ketentuan syari‘at dapat dipahami baik secara umum maupun rinci, kecuali dalam
beberapa hal yang memang sulit dijelaskan secara logis, seperti jumlah raka‘at
dalam salah, waktu saum yang ditetapkan selama satu bulan dalam bulan tertentu,
atau ketentuan dalam ibadah hajj. Ada juga aturan dalam kafarah, hadd, masa
‘iddah, serta cara penyembelihan hewan yang hanya diketahui hikmahnya oleh
Allah. Hukm-hukum ibadah ini sulit dijelaskan secara rinci, tetapi tetap memiliki

alasan dan tujuan secara umum. %

%4 Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa’d Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyah, I’lam Al-
Muwaqqi’in "an Rabb Al-’Alamin (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 3:11.

65 Muhammad Thahir Hakim, Ri’ayah Al-Maslahah Wa Al-Hikmah Fi Tasy’ri’ Nabi Ar-Rahmah
(Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002), 207.
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Al-Syatibi mengatakan,
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Telah diketahui bahwa ibadah itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia,

baik di dunia maupun di akhirat, secara umum, meskipun hikmahnya tidak

selalu diketahui secara rinci. Maka, tujuan yang diharapkan dari
pelaksanaan ibadah ini adalah tercapainya manfaat duniawi dan ukhrawi
secara menyeluruh.®

Imam al-Juwayni menjelaskan bahwa ada beberapa hukm yang sulit
dijelaskan ‘illah-nya secara jelas atau spesifik, terutama dalam ‘ibadah murni
seperti salah dan saum. Walaupun ‘illah-nya tidak selalu tampak, ‘ibadah ini
memiliki manfaat besar sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan
menumbuhkan ingatan kita kepada-Nya. Dengan ber‘ibadah, kita bisa menghindari
perbuatan tercela, mengurangi kecenderungan untuk mengejar kesenangan dunia
semata, dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. 7

Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa,
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Secara keseluruhan, syariat dalam menetapkan hukum-hukum ;'badah

memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh akal secara rinci,

meskipun dapat dipahami secara umum.%

Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam juga memperjelas bahwa tujuan syariat
adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak keburukan bagi manusia. Ini
mencakup aturan yang penjelasannya dinyatakan langsung maupun yang tidak
disebutkan secara eksplisit. Beliau berkata bahwa syariat pada dasarnya berisi
manfaat: mencegah keburukan atau mengajak pada kebaikan. Ketika Allah
menyeru, “Wahai orang-orang yang beriman,” yang datang setelah seruan itu pasti

berupa kebaikan yang dianjurkan atau keburukan yang dilarang. Dalam Al-Qur’an,

6 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Al-Syatibi, AI-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah
(Dar Ibn Affan, 1997), 1:321.

7 Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, Al-Burhan Fi Ushul Al-Figh (Dar al-
Kutub al-’Ilmiyyah, n.d.), 2:92.

%8 al-Jawziyah, I'lam Al-Muwaqqi’in "an Rabb Al-’Alamin, 2:67.
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Allah menjelaskan bahwa beberapa hukum mengandung keburukan agar dihindari,
dan sebagian lainnya mengandung kebaikan agar dilakukan. ¢
Di bagian lain, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam menekankan bahwa,
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Segala kewajiban dalam syariat bertujuan untuk membawa manfaat bagi
manusia, baik di dunia maupun di akhirat mereka. Allah tidak membutuhkan
ibadah dari siapapun, dan ketaatan orang-orang yang taat tidak memberi
manfaat kepada-Nya, begitu pula kemaksiatan orang-orang yang durhaka
tidak merugikan-Nya.”’
Al-Syatibi menambahkan bahwa,
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Penetapan syariat ditujukan untuk kemaslahatan manusia, baik untuk
kepentingan dunia maupun akhirat secara bersamaan.”!

Syah Wali Allah al-Dihlaw1 mengkritik pandangan orang-orang yang
menganggap syari‘at hanya sebagai aturan yang harus ditaati tanpa memedulikan
kemaslahatannya. Menurutnya, ini adalah kesalahpahaman yang bertentangan
dengan Sunnah dan kesepakatan generasi yang dianggap baik. 72

Para sahabat Nabi memiliki cara pandang yang istimewa terhadap syari ah,
yaitu dengan selalu memperhatikan maqasid syari'ah dan maslahah. Jika kita
mengamati pendapat dan keputusan fiqih mereka, seperti dari Khulafa’ al-
Rasyidin, ‘Abdullah bin Mas‘tid, Mu‘adh bin Jabal, ‘Abdullah bin ‘Umar,
‘Abdullah bin ‘Abbas, dan lainnya, kita akan menemukan bahwa mereka tidak
hanya terpaku pada nass zahir hukum saja. Sebaliknya, mereka memperhatikan
alasan-alasan di balik hukum (‘ilal), hikmah, dan manfaat yang ingin diwujudkan.
Ketika memberikan fatwa atau keputusan, mereka tidak pernah mengabaikan

tujuan umum syarT ah, begitu pula tidak hanya terfokus pada rincian kecil dari

nass.”?

8 al-Sulami, Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, 1:11.

70 al-Sulami, 2:73.

" Al-Syatibi, Al-Muwafagat Fi Usul Al-Shariah, 2:9.

72 Hakim, Ri’ayah Al-Maslahah Wa Al-Hikmah Fi Tasy’ri’ Nabi Ar-Rahmah, 212.

73 Muhammad Sa‘id Ramadan al-Biiti, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari‘ah Al-Islamiyyah (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1973), 91.



31

Sebagai contoh, Rasulullah # pernah mengutus Mu ‘adh bin Jabal ke Yaman
untuk menjadi pengajar dan hakim. Beliau memberikan panduan kepada Mu‘adh

tentang pengambilan zakat, yaitu:
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“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta

—n\

mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada

fakir miskin mereka. Hindarilah mengambil harta terbaik mereka, dan

berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada
penghalang antara doanya dan Allah.” (HR. al-Bukhari: 1452 dan Muslim:

31)

Rasilullah # juga menambahkan:
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Ambillah biji-bijian dari jenis biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari

unta, dan sapi dari sapi. (HR. Ibn Majah: 1814)

Namun, Mu‘adh tidak memahami nass ini secara kaku. la memandang bahwa
tujuan zakat adalah membersihkan harta orang kaya dan membantu orang miskin.
Oleh karena itu, ia membolehkan penggantian zakat dalam bentuk lain yang lebih
bermanfaat. Sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam Sahih-nya
secara tegas, dan oleh al-Bayhaqi dalam Sunan-nya dari Tawis, bahwa Mu'adh

berkata kepada penduduk Yaman:
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Bawakanlah kepadaku pakaian atau kain sebagai ganti zakat. Itu lebih
ringan bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum Muhajirin di Madinah.”
Pendekatan ini kemudian diikuti oleh ulama lain, seperti Abii Hanifah,
Sufyan al-Thawri, ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, dan al-Hasan al-Basri. Al-Imam
Ahmad juga membolehkan dalam konteks zakat selain zakat al-fitr.”
Contoh lain adalah ketika para sahabat mengumpulkan Al-Qur’an ke dalam
mushaf dan menyatukan umat pada satu bacaan. Tindakan ini bertujuan untuk

mencegah perpecahan yang dapat menyebabkan umat saling berselisih hingga

74 Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’l, 4I-Umm (Dar Al-Fikr, n.d.), 2:99.
7> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, 4/-Mughni (Dar Al-Alam Al-Kitab, n.d.), 2:677.
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mengkafirkan satu sama lain. Meski hal ini tidak dilakukan pada masa Nabi %, para
sahabat memutuskan bahwa menjaga kesatuan umat lebih penting daripada

membiarkan kondisi seperti sebelumnya.76

FERES Ju:.e w\,d\ & wgdlis o 6 (25 (..ajj.o & Ol ? | J...a
$3adls 25bdl Sl QS 3 152l J...a 591 ods BRI R

20z

iz ladll & gl cisially W) il OF sl ) o Sui SNl @u

23

-‘\n\

LSRN

o

5 [ S RO ey Fb OLE [) ais g SLb o) Wiy
JB3 . i adl d B calis o o)é-\ i (_,}jj\ L2 cuob’d\ & ks
ST Gr s 3 b (3 i o0 RIS 03 VBN Gpandl Laash uie
3 Gidlall 1 1) G5 slaid sl Jp G cu«.uﬁ Ol 552356
s & a3 Py el dads ) Gasdal S 5 (imladd
33 O cilal 5t 1873 0T o 815 & 305
Dari Anas bin Malik, bahwa Huzayfah bin al- Yamc/in datang kepada ‘Uthman
(bin ‘Affan), dan sebelumnya ia ikut berperang bersama penduduk Irak
dalam ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan. Dalam peperangan itu,
Huzayfah terkejut dengan perbedaan bacaan mereka terhadap al-Qur’an,
lalu ia berkata: “Wahai Amirul Mu’minin! Segeralah selamatkan umat ini
sebelum mereka berselisih mengenai Kitab ini sebagaimana perselisihan
vang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani.”
Maka ‘Uthman pun sangat terkejut mendengar hal itu. la lalu mengutus
seseorang kepada Hafsah: “Kirimkan kepada kami lembaran-lembaran
mushaf agar kami menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf, kemudian kami

12

akan mengembalikannya kepadamu.” Lalu Hafsah pun mengirimkan
lembaran-lembaran mushaf itu kepada ‘Uthman.

Kemudian ‘Uthman memerintahkan Zayd bin Thabit, ‘Abdullah bin az-
Zubayr, Sa‘id bin al-‘As, dan ‘Abdur-Rahman bin al-Harith bin Hisham
untuk menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf.

Lalu ‘Uthman berkata kepada tiga orang Quraisy tersebut (vakni selain
Zayd): “Jika kalian berselisih dengan Zayd bin Thabit dalam sesuatu dari

76 Zahrah, Ushul Fikih, 380.
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al-Qur’an, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena sesungguhnya al-

Qur’an  diturunkan dengan dialek mereka.” Maka mereka pun

melakukannya.

Setelah mereka selesai menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam mushaf-

mushaf, ‘Uthman mengembalikan lembaran-lembaran itu kepada Hafsah.

Kemudian ia mengirimkan ke setiap wilayah satu mushaf dari mushaf-

mushafyang telah mereka salin, dan memerintahkan agar setiap mushaf atau

lembaran al-Qur’an lainnya dibakar.””

Contoh lainnya adalah ‘Abdullah bin Mas‘id yang mengikuti metode Nabi
% dalam memberikan pengajaran. Dalam riwayat al-Bukhari, diceritakan bahwa
‘Abdullah mengajarkan agama kepada umat setiap hari Kamis. Ketika seseorang

meminta agar ia mengajarkan setiap hari, ‘Abdullah menjawab:

Gl wle B iy 8 10 08 Wil saly (KT 15 Kl 6161
“Aku khawatir jika aku membuat kalian bosan. Aku memilih waktu-waktu
tertentu untuk memberikan nasihat, sebagaimana Nabi ¥ memilih waktu
tertentu untuk menasihati kami agar kami tidak merasa jemu.” (HR. al-
Bukhari: 70)

Para ulama kemudian menjadikan prinsip ini sebagai dasar dalam amar ma‘riif

nahy ‘an al-munkar. Mereka menimbang maslahat dan mafsadat sebelum bertindak.
Ibnu Taimiyah berkata:
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"Jika tindakan amar ma ‘riif nahy ‘an al-munkar lebih banyak mendatangkan

kerusakan daripada kebaikan, maka itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan

Allah, meskipun di situ terdapat kewajiban yang ditinggalkan atau

kemungkaran yang dilakukan."®

3.  Macam-Macam Maslahah

Maslahah dalam hukum Islam memiliki klasifikasi yang beragam. Dilihat

dari tingkat urgensinya, maslahah terbagi menjadi tiga, yaitu daririyyat (primer),

"7 Tbn Abi Dawid, Kitab Al-Masahif, ed. Muhammad ibn Ahmad al-Danumi (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2007).
8 Hakim, Ri'ayah Al-Maslahah Wa Al-Hikmah Fi Tasy ri’ Nabi Ar-Rahmah, 216-17.



34

hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), yang masing-masing menunjukkan

tingkat kebutuhan manusia terhadapnya. Sementara itu, berdasarkan tingkat

keserasiannya dengan nass, maslahah dibedakan menjadi mu tabarah (diakui oleh

syar'), mursalah (tidak bertentangan dan tidak didukung secara eksplisit oleh nass),

serta mulghah (ditolak oleh nass). Pembagian ini penting untuk memahami

bagaimana maslahah dapat dijadikan hujjah dalam proses istinbat hukum.”

a.  Berdasarkan Tingkat Urgensinya

Berdasarkan tingkat urgensinya, maslahah diklasifikasikan ke dalam

tiga kategori utama: maslahah daririyyah, maslahah  hajiyyah, dan

maslahah tahsiniyyah.3°

1)  Maslahah daririyyah

yang

Pertama, maslahah daririyyah merupakan jenis kemaslahatan

bersifat esensial dan mutlak diperlukan dalam kehidupan

manusia. Kelangsungan hidup manusia tidak akan bermakna apabila

salah
(‘aql)
itu, s

satu dari lima prinsip pokok—yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal
, keturunan (nas/), dan harta (mal)—tidak terjaga. Oleh karena

egala bentuk tindakan yang secara langsung menjaga atau

mengarah kepada perlindungan lima hal tersebut dipandang sebagai

maslahah dalam tingkat daririyyah. Sebaliknya, segala tindakan yang

mengarah pada kerusakan atau hilangnya salah satu dari lima hal

tersebut dianggap sebagai mafsadah dan karenanya dilarang oleh

syart‘at.8' Al-Syatibi mengemukakan,

P
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"Umat ini, bahkan seluruh agama, sepakat bahwa syariat
ditetapkan untuk menjaga lima hal yang bersifat darurat ini,
82

yaitu. agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Lebih lanjut, ia menambahkan,
AN iy (I 0 Uges Dgjpall plliasd] 45,201 e
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7 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:838-839.

80 Zahrah, Ushul Fikih, 315.
81 Auda, Magasid Al-Sharia

h as Philosophy of Islamic Law, 75-76.

82 al-Syathibi, Al-Muwdafagat, 1:31.
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"Penjagaan syariat terhadap maslahat yang bersifat darurat dan
lainnya dilakukan melalui dua sisi yang saling melengkapi:
penjagaan dari sisi eksistensi dan penjagaan dari sisi
peniadaan."®?

Sebagai contoh, larangan murtad bertujuan untuk menjaga
agama, larangan membunuh untuk melindungi jiwa, larangan
konsumsi minuman keras untuk menjaga akal, larangan zina untuk
memelihara keturunan, serta larangan mencuri demi perlindungan
harta.?

2)  Maslahah hajiyyah

Kedua, maslahah hdjiyyah merujuk pada kemaslahatan yang
tidak bersifat vital, namun tetap penting dalam menunjang
kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pada tingkatan ini tidak
secara langsung berkaitan dengan kelima prinsip pokok, namun
berperan dalam mempermudah pemenuhan prinsip-prinsip tersebut.
Apabila maslahah hdajiyyah diabaikan, maka tidak serta merta
menyebabkan kerusakan prinsip-prinsip dasar tersebut, tetapi dapat

menjadi jalan menuju gangguan terhadapnya. Al-Syatibi menerangkan,
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"Adapun kebutuhan hajiyyah, maknanya adalah kebutuhan yang
diperlukan  dalam hal memberikan kelonggaran dan
menghilangkan kesempitan yang umumnya mengarah pada
kesulitan dan kesusahan akibat tidak terpenuhinya sesuatu yang
diinginkan. Jika tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan
kesulitan dan kesusahan bagi para mukallaf secara umum,
namun tidak sampai pada tingkat kerusakan besar yang

diharapkan dalam maslahat umum."’

8 Ahmad al-Raysini, Nazariyyat Al-Magqdsid ‘inda Al-Imam Al-Shatibi, 2nd ed. (Riyadh, Saudi Arabia:
Dar al-‘Alamiyyah lil-Kitab al-Islami, 1992), 126.

8 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 844-846.

85 al-Syathibi, Al-Muwdafagat, 2:21.
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Contoh dari maslahah  hajiyyah meliputi aktivitas seperti
menuntut ilmu agama, makan, mengasah kemampuan berpikir, dan
melakukan transaksi ekonomi. Semua itu, meskipun tidak secara
langsung menjaga prinsip-prinsip pokok, tetap memberikan kontribusi
penting terhadap pemeliharaannya secara tidak langsung.®¢
Maslahah tahsiniyyah

Ketiga, maslahah tahsiniyyah berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat pelengkap dan berorientasi pada penyempurnaan kualitas
hidup manusia. Tingkatan ini tidak bersifat mendesak ataupun
kebutuhan pokok, namun tetap relevan karena menyempurnakan
pelaksanaan syariat dan meningkatkan kualitas moral serta estetika

dalam kehidupan. ®’

\
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"Adapun hal-hal yang bersifat penyempurnaan (l:ahsiniyydt),
maknanya adalah mengambil hal-hal yang sesuai dengan
keindahan adat kebiasaan dan menjauhi keadaan-keadaan yang
tercela yang dihindari oleh akal sehat,; semua itu termasuk dalam
88

kategori akhlak mulia.

Urutan ketiga jenis maslahah tersebut juga mencerminkan hierarki

kekuatannya dalam menetapkan hukum. Maslahah darariyyah memiliki

kedudukan tertinggi, disusul oleh hdjiyyah, dan kemudian tahsiniyyah.

Bahkan dalam ranah maslahah daririyyah itu sendiri terdapat tingkatan

prioritas, dengan urutan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.®® Ketika

terjadi benturan antara dua kemaslahatan, maka kemaslahatan pada tingkat

yang lebih tinggi harus diutamakan. Sebagai contoh, syariat Islam

membolehkan pengorbanan jiwa dan harta dalam konteks jihad untuk

menegakkan agama, sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt.

01 680 5 K05 s 2Kkl 2R 1pdateg i Bl 1530

8 Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 42.

87 Auda, 57-59.

88 al-Syathibi, Al-Muwdfagat, 2:22.
8 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 472.
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"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS at-Taubah: 41)
Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan agama harus didahulukan
atas perlindungan jiwa dan harta. Demikian pula, dalam kondisi darurat,
diperbolehkan meminum khamar untuk menyelamatkan jiwa, yang
menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dapat didahulukan atas perlindungan

akal %0

b.  Berdasarkan Tingkat Keserasiannya dengan Nass
Berdasarkan tingkat keserasiannya dengan nass, maslahah
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: maslahah mu ‘tabarah,
maslahah mulghah, dan maslahah mursalah.

1)  Maslahah Mu ‘tabarah

Maslahah mu ‘tabarah, yaitu maslahah yang secara eksplisit
diperhitungkan dan diakui keberadaannya oleh syari ‘ah. Pengakuan ini
dapat bersifat langsung melalui nass atau ijma ‘, maupun tidak langsung
melalui analogi hukum terhadap kasus serupa.

ey e S5 8l (Sl dgs 1gEly ¢ T T piadl

"Maslahah -maslahah yang diakui oleh syariat, yang telah

ditetapkan dan disaksikan kebenarannya, serta ditegakkan dalil
atas pemeliharaannya."™’

Dalam praktiknya, para ulama membagi maslahah mu ‘tabarah
ini ke dalam dua bentuk. Pertama, mundsib mu atstsir, yaitu jenis
maslahah yang didasarkan pada dalil langsung dari syari‘ah, baik
dalam bentuk teks al-Qur’an maupun ijma .°> Maslahah ini dijadikan
landasan dalam penetapan hukum secara eksplisit. Contohnya adalah
larangan mendekati perempuan yang sedang haid sebagaimana
disebutkan dalam Surah al-Bagarah: 222, “Mereka bertanya
kepadamu tentang haid. Katakanlah: haid itu adalah suatu kotoran,

maka jauhilah perempuan di waktu haid-nya.” Dalam ayat ini, haid

% al-Biitt, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shart ‘ah Al-Islamiyyah, 144-145.

1 Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, Al-Muhadhdhab Fi ’llm Usul Al-Figh Al-Mugaran
(Maktabat al-Rushd, n.d.), 3:1007.

92 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:817.
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dipandang sebagai suatu penyakit (adhda), sehingga larangan tersebut
bertujuan mencegah kemudaratan. Alasan inilah yang menjadi dasar
hukum dan termasuk kategori mundasib mu atstsir. Contoh lainnya
adalah ijma * ulama mengenai wilayah ayah terhadap harta anak-anak
yang belum dewasa, dengan %llat “ketidakdewasaan” sebagai alasan
syar T yang eksplisit dan diakui.”

Kedua, mundsib mula’im, yaitu maslahah yang tidak memiliki
dalil langsung dalam bentuk nass atau ijma ‘, namun memiliki relevansi
yang dapat ditelusuri melalui analogi terhadap hukum yang sejenis.
Misalnya, perpanjangan wildyah ayah atas anak perempuan yang
belum dewasa meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, dapat
dianalogikan dengan wildyah atas harta anak kecil.®* Begitu pula,
kebolehan melaksanakan jam ° salah karena hujan bagi orang yang
bermukim, digiyaskan dengan kebolehan jam * salah saat bepergian
yang sudah ditetapkan oleh ijma ‘.°> Keadaan lain seperti cuaca dingin
yang menjadi alasan untuk tidak mengikuti salah berjamaah juga
digiyaskan dengan kesulitan yang timbul akibat safar, di mana
keduanya merupakan kondisi yang memberikan keringanan (rukhsah)
menurut syari ‘ah.”®

Walaupun dalam munasib mula’im tidak terdapat dalil eksplisit,
perhatian syari ‘ah terhadap maslahah tersebut tetap dapat dibuktikan
melalui pendekatan analogis yang sahih. Oleh karena itu, maslahah
dalam kategori ini tetap memiliki legitimasi dalam proses penetapan
hukum, meskipun tingkat validitasnya tidak sekuat munasib
mu atstsir.”’

2)  Maslahah mulghah
Maslahah mulghah, yaitu bentuk maslahah yang ditolak oleh
syari‘ah. Maslahah jenis ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang
secara rasional dipandang baik dan sejalan dengan tujuan-tujuan umum

syart‘ah (maqasid al-syari ‘ah), seperti perlindungan terhadap agama

%3 al-Sulami, Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, 1:14.
94 Zahrah, Ushul Fikih, 266.

95 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:827.

% al-Syathibi, Al-Muwdafagat, 2:60.

%7 Syarifuddin, Ushul Figh, 351-53.
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(din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (mnasl), dan harta (mal).
Namun, meskipun tampaknya mengandung nilai manfaat dan sesuai
dengan prinsip keadilan, syari‘ah secara eksplisit menolak dan tidak
menetapkannya sebagai dasar dalam pengambilan hukum. Dengan kata
lain, penilaian akal terhadap suatu maslahah tidak serta merta diterima

apabila bertentangan dengan ketetapan nass.”

e s o s 4y iy 120 g Bl
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"Maslahah yang disaksikan oleh syariat sebagai batil, yaitu
maslahah yang bertentangan dengan nash atau ijma‘, atau
terdapat nash dan ijma ‘ yang menolak serta membatalkannya."”’

Salah satu contoh klasik dari maslahah al-mulghah adalah kasus
seorang raja atau orang kaya yang melanggar hukum syari ‘ah dengan
menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Secara rasional,
hukuman yang paling efektif untuk membuat pelaku jera adalah dengan
mewajibkan puasa dua bulan berturut-turut, mengingat hukuman ini
mengandung unsur pembelajaran dan penderitaan jasmani yang dapat
menghalangi pengulangan perbuatan serupa. Meskipun alasan ini
dianggap masuk akal dan sesuai dengan tujuan syari‘ah dalam
memberikan efek jera, namun syari‘ah justru menetapkan sanksi
berupa pembebasan seorang budak. Ketentuan ini tampak tidak
sepadan jika ditujukan kepada pelaku yang memiliki kekayaan atau
kekuasaan, karena sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera yang
diharapkan. Dalam konteks ini, meskipun akal menganggap bahwa
terdapat maslahah, syari‘ah justru menolaknya karena telah
menetapkan hukum yang spesifik dan bersifat mengikat.!%

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam wacana kontemporer
mengenai kesetaraan gender, khususnya dalam pembagian harta
warisan. Sebagian masyarakat modern menganggap bahwa demi
keadilan dan maslahah, perempuan sepatutnya memperoleh bagian

warisan yang sama besar dengan laki-laki. Pandangan ini didasarkan

%8 al-Biitt, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari ‘ah Al-Islamiyyah, 51.
9 Al-Itrabi, At-Turuk An-Nabawiyah, 1:392.
100 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:1032.
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pada pengakuan rasional terhadap prinsip emansipasi dan kesetaraan
derajat antara laki-laki dan perempuan, serta dipandang sejalan dengan
semangat Islam dalam memberikan hak waris kepada perempuan.
Namun, syari‘ah secara tegas telah menetapkan pembagian warisan
melalui nass yang jelas, sebagaimana dalam QS al-Nisa’ (4): 11 dan
176, yang menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali
lipat dari anak perempuan, dan bagian saudara laki-laki pun dua kali
dari saudara perempuan. Dalam hal ini, penilaian akal yang mendorong
persamaan bagian waris dinilai sebagai maslahah al-mulghdh karena
bertentangan dengan ketetapan nass yang eksplisit.

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa syari ‘ah memiliki otoritas
tertinggi dalam menentukan keabsahan suatu maslahah. Sekalipun
sebuah pertimbangan rasional tampak sesuai dengan nilai-nilai
keadilan dan tujuan umum syari ‘ah, apabila bertentangan dengan nass
yang gat 7 (pasti), maka ia tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan
hukum. '%!

3)  Maslahah mursalah

Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak secara
eksplisit disebutkan dalam nass al-Qur’an maupun Sunnah, namun
tidak pula terdapat dalil yang menolaknya. Maslahah ini bersifat
terbuka dan bersandar pada pertimbangan akal sehat serta tujuan-tujuan
umum syari‘ah (maqasid al-syari‘ah). Keberadaannya seringkali
menjadi dasar ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang
tidak memiliki ketentuan hukum secara tekstual, namun tetap berpijak
pada semangat dan prinsip-prinsip syari‘ah. 192 Maslahah mursalah
hanya dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti
tidak bertentangan dengan nass yang ada, serta selaras dengan magasid

al-syari‘ah.'
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101 Syarifuddin, Ushul Figh, 353-54.
102 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2:1139-1141.
103 Zahrah, Ushul Fikih, 280.
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"Maslahah yang didiamkan oleh syariat, tidak diberi pengakuan
(pengabsahan), namun juga tidak dibatalkan."'"

Salah satu contoh implementasi maslahah mursalah adalah
penetapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di negara
modern. Meskipun tidak ditemukan nass secara spesifik yang
menyebut jenis dan bentuk hukuman bagi pelaku korupsi seperti dalam
bentuk yang terjadi dewasa ini, namun ulama melalui pendekatan
maslahah mursalah dapat merumuskan hukum berdasarkan dampak
buruk korupsi terhadap mal negara dan kemaslahatan umum umat.!%?
Karena tindakan korupsi merusak sendi-sendi perekonomian dan
menimbulkan ketimpangan sosial, maka pencegahannya menjadi
bagian dari perlindungan terhadap mal, salah satu dari lima tujuan
utama syari ‘ah.'® Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman yang tegas
kepada pelaku korupsi, meskipun tidak disebutkan dalam nass secara
eksplisit, dapat dibenarkan melalui pendekatan maslahah mursalah.

Contoh lain dapat dilihat dalam praktik dokumentasi ‘aqd nikah
secara tertulis yang diwajibkan oleh negara. Dalam hukum Islam
klasik, ‘aqd nikah dianggap sah cukup dengan ijab wa qabiil di hadapan
dua orang saksi laki-laki yang ‘adil.'”” Namun, dalam konteks
masyarakat modern, pencatatan pernikahan secara administratif
dianggap sebagai sebuah maslahah yang penting, guna menghindari
penyalahgunaan, sengketa hukum, serta perlindungan terhadap hak-
hak perempuan dan anak.'%® Karena tidak terdapat larangan dalam nass
terhadap praktik pencatatan tersebut, dan ia memiliki dampak positif
yang signifikan dalam menjaga stabilitas sosial serta kejelasan hukum,
maka praktik ini dikategorikan sebagai bentuk maslahah mursalah

yang dapat dijadikan dasar hukum.

104 Al-Itrabi, At-Turuk An-Nabawiyah, 1:392.

105 Jasser Auda, Magqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London:
International Institute of Islamic Thought, 2008), 121; al-Raystni, Nazariyyat Al-Maqasid ‘inda Al-Imam Al-
Shatibi.

106 a]-Raysiini, Nazariyyat Al-Magqasid ‘inda Al-Imam Al-Shatibt, 307.

107 Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu (Dar Al-Fikr, n.d.), 7:96.

108 Khalid Abu Al-Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women (London: Oneworld
Publications, 2001), 154.
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Dengan demikian, maslahah mursalah menunjukkan fleksibilitas
hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan dinamika
sosial. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
syar1 ah, serta bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam maqasid
al-syari'ah, maka maslahah jenis ini dapat menjadi sumber ijtihad yang
sah. Pemanfaatan maslahah mursalah dalam penetapan hukum
menunjukkan bahwa syari'ah tidaklah statis, melainkan dinamis dan
kontekstual, selalu mengedepankan kemaslahatan umat dalam bingkai

keridhaan I1aht. 19

C. Hak Asasi Manusia

Subbab ini membahas konsep hak asasi manusia (HAM) secara komprehensif,
dimulai dari pengertian dasar HAM sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada
setiap individu sejak lahir. Selanjutnya, dijelaskan evolusi pemikiran dan sejarah
perkembangan HAM dari masa ke masa, yang menjadi landasan penting dalam
memahami dinamika pengakuan dan perlindungan HAM di berbagai belahan dunia.
Pembahasan juga mencakup prinsip-prinsip dasar HAM yang menjadi pijakan universal,
serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai tonggak internasional dalam
perlindungan hak-hak individu. Akhirnya, subbab ini menguraikan hubungan dan
perspektif Islam terhadap HAM, menegaskan bagaimana nilai-nilai Islam selaras dengan

semangat penghormatan terhadap martabat manusia.

1.  Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam mendefinisikan Hak Asasi Manusia, John Locke (1632-1704)
seorang filsuf asal Inggris, menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan
hak-hak alamiah (natural rights), seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan
kepemilikan. Menurutnya, hak-hak ini bersifat alamiah dan harus dilindungi oleh
pemerintah. 10

Karel Vasak membagi HAM menjadi tiga generasi: Generasi pertama (hak

sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan hak untuk hidup); Generasi kedua

199 Syarifuddin, Ushul Figh, 354.
110 John Locke, Two Treatises of Government, Ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University, 1988),
269-273.
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(hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan);
Generasi ketiga (hak solidaritas, seperti hak atas perdamaian dan lingkungan yang
bersih).!!!

Menurut L.J. van Apeldoorn, HAM adalah hak yang secara kodrati dimiliki
oleh manusia semata-mata karena ia manusia, dan bukan diberikan oleh negara atau
hukum.!!2

Miriam Budiardjo: Miriam mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki
oleh manusia yang diperoleh dan dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, yang
tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.'!?

Pemikiran John Locke tentang hak alamiah menjadi fondasi penting dalam
perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Ia menekankan bahwa
pemerintah tidak boleh sewenang-wenang mencabut hak-hak dasar tersebut,
melainkan harus menjamin perlindungannya melalui hukum dan keadilan.
Pandangan ini kemudian memengaruhi dokumen-dokumen penting seperti
Declaration of Independence Amerika Serikat dan Universal Declaration of Human
Rights PBB, yang menegaskan bahwa hak asasi melekat pada setiap manusia tanpa
terkecuali.

Perkembangan HAM dalam tiga generasi yang diusulkan Karel Vasak
menunjukkan bahwa cakupan hak asasi terus meluas seiring dengan dinamika
sosial dan tantangan global. Jika generasi pertama berfokus pada kebebasan
individu, generasi kedua dan ketiga memperluas tanggung jawab negara dan
masyarakat internasional untuk memenuhi hak kolektif, seperti keadilan ekonomi
dan kelestarian lingkungan. Pendapat L.J. van Apeldoorn dan Miriam Budiardjo
semakin memperkuat pandangan bahwa HAM bersifat universal dan melekat pada
kodrat manusia, terlepas dari pengakuan negara. Dengan demikian, HAM bukan
sekadar produk hukum, melainkan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh

semua pihak.

Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

' Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (Ithaca, NY: Cornell University Press,

2013), 27-31.
n2p .
1983), 26-28.

van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino, Ed. 10 (Jakarta: Pradnya Paramita,

113 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 6th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 92—

93.
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Pemikiran tentang hak asasi manusia (HAM) memiliki akar sejarah yang
panjang, mencakup berbagai peradaban dan masa yang berbeda. Meskipun konsep
ini secara resmi dirumuskan dalam bentuk deklarasi dan instrumen hukum modern
pada abad ke-20, gagasan tentang hak-hak mendasar manusia telah berkembang
jauh sebelumnya. Sejarah evolusi HAM mencerminkan pencarian manusia untuk
mengakui dan melindungi martabat serta kebebasan individu dalam berbagai

konteks sosial, politik, dan budaya.!!

a.  Pemikiran Awal tentang Hak Asasi Manusia dalam Peradaban Kuno
Gagasan tentang hak-hak mendasar manusia dapat dilacak hingga
peradaban kuno. Meskipun tidak menggunakan istilah “hak asasi manusia,”
banyak masyarakat kuno mengembangkan prinsip-prinsip yang mendasari
penghormatan terhadap martabat manusia.''?
1)  Piagam Cyrus: Titik Awal HAM Tertulis
Salah satu dokumen tertulis tertua yang sering disebut sebagai
pendahulu konsep HAM adalah Piagam Cyrus (539 SM). Piagam ini
dikeluarkan oleh Raja Cyrus Agung dari Kekaisaran Persia setelah ia
menaklukkan  Babilonia. Dalam  piagam  tersebut, Cyrus
memproklamasikan pembebasan budak, kebebasan beragama, dan
penghormatan  terhadap keberagaman budaya di  wilayah
kekuasaannya. Piagam ini dianggap sebagai salah satu dokumen
pertama yang menyatakan prinsip-prinsip dasar HAM dalam bentuk
tertulis. 16
2)  Pemikiran Yunani dan Romawi
Pemikiran filsafat Yunani, terutama melalui tulisan-tulisan
Aristoteles dan Plato, juga memberikan kontribusi penting terhadap
gagasan hak manusia. Meskipun fokus mereka lebih pada konsep
keadilan dan etika dalam konteks masyarakat kota (polis), gagasan
tentang “hukum alam” (natural law) yang mereka kemukakan menjadi

dasar penting bagi pemikiran HAM di kemudian hari.'!”

14 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3rd Ed (Ithaca: Cornell University
Press, 2013), 16.

115 Micheline R Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era
(Berkeley: University of California Press, 2004), 6.

116D G. Lyon, “The Cyrus Cylinder,” Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis, 1886.

117 Brian Tierney, The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law
1150-1625 (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1997).
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Bangsa Romawi kemudian mengadopsi konsep hukum alam ini
dan mengembangkannya menjadi jus gentium atau hukum bangsa-
bangsa. Para ahli hukum Romawi, seperti Cicero, berpendapat bahwa
hukum alam adalah hukum universal yang berlaku untuk semua

manusia berdasarkan rasionalitas dan moralitas.!!®

b.  Peran Agama dalam Pengembangan Gagasan Hak Asasi Manusia
Agama memainkan peran signifikan dalam membentuk gagasan
tentang hak asasi manusia di berbagai peradaban. Banyak ajaran agama
memperkenalkan prinsip-prinsip yang mendasari penghormatan terhadap
martabat manusia.
1)  Kontribusi Tradisi Abrahamik

Tradisi agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam)
memberikan penekanan besar pada konsep kesetaraan manusia di
hadapan Tuhan. Dalam Yudaisme, misalnya, Kitab Kejadian
menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut citra Tuhan, yang
menjadi landasan nilai intrinsik manusia. Kekristenan kemudian
memperluas gagasan ini dengan menekankan kasih sayang, keadilan,
dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti janda dan yatim
piatu.

Pada Abad Pertengahan, teolog Kristen seperti Thomas Aquinas
mengintegrasikan pemikiran hukum alam dari tradisi Yunani-Romawi
ke dalam filsafat agama. Aquinas berpendapat bahwa hak asasi
manusia bersumber dari hukum Tuhan yang bersifat universal.'"”

2)  Pengaruh Tradisi Timur

Sementara itu, tradisi agama Timur, seperti Hindu, Buddha, dan
Konfusianisme, juga memperkenalkan konsep moralitas yang relevan
dengan HAM. Konfusianisme, misalnya, menekankan pentingnya

keadilan sosial dan kewajiban moral pemimpin untuk melindungi

8 Putu  Samawati,  Dialektika =~ Hukum  Alam  (Universitas  Sriwijaya,  2023),
https://repository.unsri.ac.id/99049/1/Dialektika Hukum Alam_19%25.pdf.

119 Thomas Aquinas, Summa Theologiae: Natural Law and Human Rights, ed. David ] Klassen
(Academia.edu, 2018),
https://www.academia.edu/download/55718834/The Natural Law the Virtues and Consequences_in_the Eth
ical Theory of Saint Thomas Aquinas.pdf.
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rakyatnya. Sedangkan ajaran Buddha menekankan kasih sayang dan

penghormatan terhadap kehidupan makhluk hidup.!2°

c.  Zaman Pencerahan dan Revolusi Hak Asasi Manusia
Periode Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18 menandai fase kritis
dalam sejarah pemikiran HAM. Pada masa ini, gagasan tentang hak-hak
individual mulai diartikulasikan secara lebih sistematis oleh para filsuf dan
intelektual, yang kemudian memengaruhi revolusi politik besar di Eropa dan
Amerika.
1)  Filsafat Pencerahan

Filsuf-filsuf Pencerahan seperti John Locke, Jean-Jacques
Rousseau, dan Voltaire memperkenalkan gagasan tentang hak-hak
alamiah yang melekat pada setiap individu. John Locke, dalam
karyanya Two Treatises of Government, menegaskan bahwa manusia
memiliki hak alamiah atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan
(life, liberty, and property). Hak-hak ini dianggap tidak dapat dicabut
dan menjadi dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. !

Rousseau, melalui bukunya The Social Contract, menekankan
pentingnya perjanjian sosial antara rakyat dan pemerintah untuk
menjamin kebebasan dan kesetaraan.'?? Filsafat-filsafat ini tidak hanya
memengaruhi pemikiran politik, tetapi juga menjadi landasan
deklarasi-deklarasi HAM di kemudian hari.

2)  Revolusi Amerika dan Prancis

Pemikiran Pencerahan mengilhami dua peristiwa besar dalam
sejarah HAM: Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789).
Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) menyatakan bahwa “semua
manusia diciptakan setara” dan dikaruniai hak-hak yang tidak dapat
dicabut, seperti kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan.!?

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis

(1789) menegaskan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan

120 Kelsang Gyatso, Introduction to Buddhism: An Explanation of the Buddhist Way of Life (London:
Tharpa Publications, 2001).

121 John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge University Press, 1988), 287.

122 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, trans. Maurice Cranston (Penguin Books, 1968), 49-54.

123 Thomas Jefferson et al., “Declaration of Independence,” ed. Henry Steele Commager, Documents of
American History (Appleton-Century-Crofts, 1948), 103—4.
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persaudaraan. Deklarasi ini menjadi salah satu dokumen terpenting
dalam sejarah HAM, yang menginspirasi gerakan-gerakan serupa di

seluruh dunia.!?*

d.  Era Modern: Institusionalisasi Hak Asasi Manusia
Setelah dua perang dunia yang menghancurkan pada abad ke-20,
kebutuhan untuk melindungi HAM secara global menjadi lebih mendesak.
Era ini ditandai oleh pembentukan institusi-institusi dan dokumen-dokumen
penting yang membentuk sistem HAM modern.
1)  Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dibentuk pada tahun 1945 dengan tujuan untuk mempromosikan
perdamaian dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu pencapaian
terbesar PBB adalah pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal
yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. DUHAM menjadi standar internasional pertama yang
mengartikulasikan HAM secara komprehensif.

2)  Perjanjian Internasional tentang HAM.!?

Selain DUHAM, PBB juga merumuskan sejumlah perjanjian
internasional yang mengikat negara-negara secara hukum, termasuk:
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR);
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(ICESCR)

Kedua kovenan ini, bersama DUHAM, membentuk apa yang
dikenal sebagai International Bill of Human Rights. 26

3) Pengadilan dan Mekanisme HAM
Era modern juga menyaksikan pembentukan pengadilan
internasional, seperti International Criminal Court (ICC) dan

pengadilan ad hoc untuk menangani pelanggaran HAM berat, termasuk

124 “Declaration  of the Rights of Man and of the  Citizen,” 1789,
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp.

125 Mary Ann Glendon, 4 World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human
Rights (New York: Random House, 2001), 48—53.

126 Philip Alston and Ryan Goodman, International Human Rights (Oxford: Oxford University Press,
2013), 145-149.
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genosida dan kejahatan perang. Selain itu, sistem HAM regional,
seperti Konvensi Eropa tentang HAM dan Konvensi Amerika tentang

HAM, memperkuat perlindungan hak di tingkat lokal.'?’

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) merupakan landasan moral
dan hukum yang memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak-
hak yang tidak dapat dicabut dan harus dihormati. Prinsip-prinsip ini tidak hanya
menjadi pedoman dalam pembentukan kerangka hukum internasional, tetapi juga
menjadi dasar bagi kebijakan publik yang adil dan inklusif. Pada bagian ini, akan
dibahas empat prinsip utama yang menjadi fondasi pemahaman HAM secara
universal: universalitas, non-diskriminasi dan kesetaraan, keterhubungan dan

ketergantungan hak-hak, serta partisipasi dan akuntabilitas.

a.  Universalitas
Universalitas adalah inti dari gagasan hak asasi manusia. Prinsip ini
menegaskan bahwa HAM berlaku untuk semua manusia di mana pun, tanpa
memandang perbedaan latar belakang seperti kewarganegaraan, ras, agama,
jenis  kelamin, atau status sosial. Konsep ini pertama kali
diinstitusionalisasikan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) pada tahun 1948, khususnya pada Pasal 1 yang menyatakan
bahwa: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta
hak yang sama.” '3
Dengan demikian, HAM diakui sebagai hak inheren yang melekat pada
setiap manusia sejak lahir, bukan sesuatu yang diberikan oleh negara atau
institusi lain. Universalitas ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua
manusia memiliki martabat yang sama, terlepas dari perbedaan budaya atau
sistem politik. Namun, penerapan prinsip universalitas sering menghadapi
tantangan di tingkat global. Negara-negara dengan tradisi budaya yang
berbeda kadang mempertanyakan relevansi HAM yang dianggap terlalu

berpusat pada nilai-nilai Barat. '%°

85-91.
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b.  Non-Diskriminasi dan Kesetaraan
Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan landasan
fundamental dalam melindungi hak-hak individu. Prinsip ini memastikan
bahwa tidak ada individu yang boleh diperlakukan secara tidak adil
berdasarkan karakteristik pribadinya, seperti jenis kelamin, warna kulit,
agama, orientasi seksual, atau disabilitas. Hal ini secara eksplisit dinyatakan
dalam Pasal 7 DUHAM: "Semua orang adalah sama di hadapan hukum dan
berhak tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang
sama." 30
Kesetaraan juga mencakup aspek yang lebih luas, termasuk
kesempatan yang setara untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, budaya,
sipil, dan politik. Prinsip ini sering menjadi dasar dari berbagai kebijakan
afirmatif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan struktural, seperti
diskriminasi berbasis gender atau rasial. Namun, tantangan dalam penerapan
prinsip ini tidak sedikit. Ketimpangan ekonomi global, misalnya, sering kali
memperbesar diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan,

anak-anak, dan masyarakat adat.!!

c.  Keterhubungan dan Ketergantungan Hak-Hak

Hak asasi manusia tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan saling
mendukung satu sama lain. Prinsip keterhubungan dan ketergantungan ini
menekankan bahwa pelaksanaan satu hak tidak dapat dipisahkan dari hak-
hak lainnya. Sebagai contoh, hak atas pendidikan tidak dapat sepenuhnya
direalisasikan tanpa adanya hak atas kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan
kebebasan berekspresi.'*?

Pendekatan ini diadopsi secara luas dalam dokumen-dokumen
internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya (ICESCR)."** Keduanya menegaskan bahwa hak-hak
sipil dan politik tidak lebih penting daripada hak-hak ekonomi, sosial, dan

130 United Nations, Universal Declaration of Human Rights (Paris, 1948), 7.

31 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, 63—64.

132 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Fact Sheet No.16 (Rev.1), The
Committee on Economic, Social and Cultural Rights,” n.d.

133 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
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budaya. Sebaliknya, semua hak ini harus dipenuhi secara bersamaan untuk
menjamin martabat manusia.'**

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini sering menghadapi
kendala, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber
daya. Misalnya, pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan sering kali
bergantung pada anggaran yang terbatas, sementara pelanggaran hak-hak
sipil dan politik dapat menghalangi masyarakat untuk memperjuangkan hak-
hak lainnya. Dengan demikian, prinsip keterhubungan ini menuntut

pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pengambilan kebijakan.!*

d.  Partisipasi dan Akuntabilitas
Partisipasi adalah elemen kunci dari hak asasi manusia yang
menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Prinsip ini
mencakup hak untuk memilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam
pemerintahan, serta menyuarakan pendapat secara bebas dan damai.'3°

Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya mekanisme untuk
memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.
Negara, sebagai pemangku kewajiban utama dalam HAM, harus
bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi baik oleh aparatnya
maupun oleh aktor-aktor lain di bawah yurisdiksinya. Hal ini mencakup
kewajiban untuk menyediakan akses keadilan bagi korban, termasuk melalui
lembaga-lembaga peradilan nasional maupun internasional. '3’

Salah satu instrumen internasional yang menonjol dalam hal
akuntabilitas adalah pembentukan International Criminal Court (ICC).
Lembaga ini berfungsi untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida,
kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika pengadilan
nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukannya. Selain itu, banyak

negara telah mengadopsi mekanisme domestik seperti ombudsman atau

134 Nico Schrijver, “Fifty Years International Human Rights Covenants,” NTM|NJCM-Bulletin 41, no. 4
(2016): 457, https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Nico Schijver - Fifty Years
International Human Rights Covenants.pdf.

135 Alston and Goodman, International Human Rights, 198.

136 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights.

137 International Criminal Court, “About the Court,” n.d.
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komisi HAM untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan
secara efektif.!3®

Namun, akuntabilitas sering kali sulit ditegakkan di negara-negara
dengan sistem hukum yang lemah atau pemerintahan yang otoriter. Di sini,
peran masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional menjadi sangat
penting untuk mendorong transparansi dan memastikan bahwa pelanggaran

HAM tidak dibiarkan tanpa sanksi.'3’

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

a.  Pendahuluan (Preambule)

Pendahuluan DUHAM menekankan pentingnya pengakuan terhadap
martabat manusia dan hak-hak yang sama bagi semua orang sebagai dasar
kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Beberapa poin penting dalam
pendahuluan:

1) Pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah
menyebabkan tindakan keji yang melukai hati nurani umat manusia.

2)  Adanya kebutuhan akan dunia di mana manusia menikmati kebebasan
berbicara, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan
kemiskinan.

3)  Pengakuan universal atas hak-hak manusia diperlukan agar individu
tidak terpaksa mencari perlawanan terhadap penindasan dan

ketidakadilan.
b.  Isi DUHAM (30 Pasal)

1)  Pasal 1 - Hak atas Kesetaraan dan Martabat: Semua manusia dilahirkan
merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal
dan hati nurani, dan harus saling menghormati dalam semangat
persaudaraan.

2)  Pasal 2 - Non Diskriminasi: Setiap orang berhak atas semua hak dan
kebebasan dalam DUHAM tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, asal-

usul sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

138 International Criminal Court, “Understanding the International Criminal Court,” n.d.
139 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, 120.
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Pasal 3 - Hak atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keamanan: Setiap orang
berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.

Pasal 4 - Larangan Perbudakan: Tidak seorang pun boleh diperbudak
atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan
manusia harus dilarang.

Pasal 5 - Larangan Penyiksaan: Tidak seorang pun boleh disiksa atau
diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat.

Pasal 6 - Pengakuan sebagai Pribadi di Hadapan Hukum: Setiap orang
berhak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun berada.

Pasal 7 - Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua orang setara di
hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa
diskriminasi.

Pasal 8 - Hak atas Perlindungan Hukum yang Efektif: Setiap orang
berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang
kompeten terhadap tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya.

Pasal 9 - Larangan Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang:
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara
sewenang-wenang.

Pasal 10 - Hak atas Peradilan yang Adil: Setiap orang berhak atas
peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan
tidak memihak.

Pasal 11 - Asas Praduga Tidak Bersalah: Setiap orang yang dituduh
melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai
terbukti bersalah sesuai hukum. Tidak seorang pun boleh dihukum
karena tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum pada
saat dilakukan.

Pasal 12 - Hak atas Privasi: Tidak seorang pun boleh diganggu
kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau surat-
menyuratnya.

Pasal 13 - Hak atas Kebebasan Bergerak: Setiap orang berhak untuk
bergerak bebas dan memilih tempat tinggal di dalam suatu negara.
Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya

sendiri, dan kembali ke negaranya.
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Pasal 14 - Hak atas Perlindungan Suaka: Setiap orang berhak mencari
dan menikmati suaka dari penganiayaan di negara lain. Hak ini tidak
berlaku jika seseorang dikejar karena kejahatan non-politik atau
tindakan yang bertentangan dengan tujuan PBB.

Pasal 15 - Hak atas Kewarganegaraan: Setiap orang berhak atas
kewarganegaraan. ~ Tidak  seorang  pun  boleh  dicabut
kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang
mengubah kewarganegaraannya.

Pasal 16 - Hak untuk Menikah dan Berkeluarga: Laki-laki dan
perempuan yang dewasa berhak menikah dan membentuk keluarga
tanpa batasan ras, kebangsaan, atau agama. Pernikahan hanya dapat
terjadi dengan persetujuan bebas kedua belah pihak.

Pasal 17 - Hak atas Kepemilikan: Setiap orang berhak memiliki
properti, sendiri atau bersama orang lain. Tidak seorang pun boleh
dirampas propertinya secara sewenang-wenang.

Pasal 18 - Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Setiap orang
berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.

Pasal 19 - Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Setiap orang
berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk mencari,
menerima, dan menyebarkan informasi tanpa batasan.

Pasal 20 - Hak atas Kebebasan Berkumpul: Setiap orang berhak atas
kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. Tidak seorang pun
dapat dipaksa menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 21 - Hak atas Partisipasi dalam Pemerintahan: Setiap orang
berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya. Kehendak rakyat
adalah dasar kekuasaan pemerintah.

Pasal 22 - Hak atas Jaminan Sosial: Setiap orang, sebagai anggota
masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan realisasi hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya.

Pasal 23 - Hak atas Pekerjaan: Setiap orang berhak atas pekerjaan, upah
yang adil, dan perlindungan dari pengangguran.

Pasal 24 - Hak atas Istirahat: Setiap orang berhak atas istirahat,

termasuk pembatasan waktu kerja dan liburan berkala dengan gaji.
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Pasal 25 - Hak atas Standar Hidup Layak: Setiap orang berhak atas
standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri
dan keluarganya.

Pasal 26 - Hak atas Pendidikan: Setiap orang berhak atas pendidikan.
Pendidikan dasar harus wajib dan gratis.

Pasal 27 - Hak atas Kebudayaan: Setiap orang berhak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.

Pasal 28 - Hak atas Ketertiban Sosial dan Internasional: Setiap orang
berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dalam
DUHAM dapat sepenuhnya direalisasikan.

Pasal 29 - Kewajiban terhadap Masyarakat: Setiap orang memiliki
kewajiban terhadap masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap
hak orang lain.

Pasal 30 - Larangan Penyalahgunaan HAM: Tidak satu pun ketentuan
dalam DUHAM dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada
siapa pun untuk melakukan tindakan yang bertujuan merusak hak dan

kebebasan lainnya. !4

5. Islam dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada

setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam tradisi Barat, HAM berkembang dari

nilai-nilai sekular dan humanistik. Namun, Islam sejak awal juga telah menekankan

penghormatan terhadap martabat manusia melalui wahyu.'4!

Allah swt. berfirman,
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Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik, dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah Kami

ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra’: 70)

140 United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” (1948).
141" Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, 6th ed. (Boulder: Westview

Press, 2012), 23-25.
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Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki kemuliaan yang
dianugerahkan oleh Allah SWT. Kemuliaan tersebut meliputi bentuk fisik yang
sempurna, akal untuk berpikir, kemampuan berbicara, serta dominasi atas makhluk
lain. Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa manusia dimuliakan dengan
akal dan kekuatan pemahaman yang membedakan antara yang benar dan yang
salah, yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung
jawab untuk bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-
baiknya.'*? Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menjunjung
tinggi martabat manusia secara universal, tanpa memandang latar belakang sosial,
ras, atau agama.

Allah swt. juga berfirman,

$SadT by 1555ad i35 Gad (STlany 1l L5 o5 Sdls 6 L T g

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan; kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menekankan kesetaraan seluruh umat manusia, yang berasal dari
satu asal-usul, yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk
saling membanggakan, melainkan untuk saling mengenal dan memahami. Imam
Fakhruddin ar-Razi dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa perbedaan ini
memiliki hikmah agar manusia dapat saling mengenal dan membedakan satu sama
lain, yang pada akhirnya membawa kepada kemaslahatan bersama.!43 Ayat ini juga
mengajarkan bahwa tidak ada superioritas berdasarkan ras, suku, atau status sosial.
Kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Hal ini
sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM, yang menekankan bahwa
semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.

Dari Abu Nadrah ra., Rasilullah saw. menyampaikan khutbah pada

pelaksanaan haji wada’.

142 Nawawi al-Bantani, Marah Labid Li Kasyfi Ma’'na Al-Qur’an Al-Majid (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),
1:70.

143 Abu ’Abdullah Muhammad bin Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib (Dar Thya At-
Turats Al-‘Arabi, n.d.), 12:345.
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‘Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan bapak kalian

\\x A3

(Nabi Adam) adalah satu. Ketahuilah! Tidak ada keutamaan bagi orang
Arab atas orang non-Arab, dan tidak pula bagi non-Arab atas orang Arab.
Tidak (pula) orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, dan tidak pula
orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan
kepada Allah. (HR. Bukhari, no. 1739)
Rastlullah saw. juga bersabda,

LIS e 3Ty (3T e WSIS
Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah.
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)
Dari dalil-dalil tersebut, lahirlah sebuah kaidah fiqih yang mendasar, yakni,

B oY g el

Hukum asal dalam diri manusia adalah kebebasan.’** / o

Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia merupakan bagian integral dari
ajaran yang bersifat menyeluruh dan universal. Sejak masa Rasilullah # dan para
Khulafaur Rasyidin, hak-hak ini tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga
diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial umat Islam. Hak atas kehidupan
(haqq al-hayah) merupakan hak paling mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam
Al-Qur’an dan diperkuat dengan larangan membunuh secara tidak sah, termasuk
larangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, hingga petani dalam
peperangan. Islam juga mengakui hak atas kebebasan (haqq al-hurriyyah), yang
tercermin dalam upaya pembebasan budak dan larangan memperlakukan mereka
secara sewenang-wenang, dengan sistem seperti mukatabah dan berbagai bentuk
kaffarat.

Di sisi lain, keadilan (haqq al-‘adalah) menjadi prinsip utama yang
ditekankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, gender, dan
perlakuan terhadap non-Muslim, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah.
Islam juga menetapkan hak atas kepemilikan harta (haqq al-mal) dengan

menjunjung keadilan ekonomi melalui larangan riba, penimbunan, serta kewajiban

144 Wizarah Al-Augaf wa Al-Syu’uni Al-Islamiyah Al-Kuwait, Al-Mausu atu Al-Fighiyah Al-Quwaitiyah
(Dar As-Salasil, n.d.), 17:176.
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zakat, dan menjaga hak milik pribadi. Kebebasan beragama (haqq hurriyyat al-
‘aqidah) dijamin dengan prinsip la ikraha f1 al-din, yang secara historis terbukti
melalui sikap toleran terhadap non-Muslim dalam Piagam Madinah, pernyataan
Khalifah Umar kepada penduduk Yerusalem, serta tradisi di Andalusia dan
Kesultanan Ottoman. Selain itu, Islam menjunjung tinggi kehormatan dan martabat
manusia (haqq al-karamah al-insaniyyah), antara lain dengan melarang ghibah,
penghinaan, serta menjaga privasi dan menghormati jenazah.'4

Para pemikir kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Prof. Abdullah
bin Bayyah, dan Dr. Mohammad Hashim Kamali menekankan bahwa konsep
HAM dalam Islam tidak hanya mencakup hak-hak manusia secara horizontal,
tetapi juga terkait erat dengan tanggung jawab vertikal kepada Tuhan. Dengan
demikian, hak asasi dalam Islam bersifat integral, menggabungkan nilai ilahiyah
dan kemanusiaan, serta telah lebih dahulu diterapkan jauh sebelum munculnya
deklarasi HAM modern seperti Magna Carta atau Deklarasi Universal HAM
PBB.!46

145 Mashood A Baderin, “Islam and the Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection
on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives,” Muslim World Journal of Human Rights 4, no.
1 (2007): Article 5, https://soas-repository.worktribe.com/OutputFile/450177.

146 Mohammad Hashim Kamali, Freedom, Equality and Justice in Islam (Cambridge: Islamic Texts
Society, 2002).



BAB III
RELEVANSI KONSEP MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. Konsep Maslahah Najmuddin at-Tuft

Sebelum kita membahas atau mengambil kesimpulan pendapat At-TafT tentang
maslahah, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dia katakan tentang
maslahah dan di mana dia menyampaikannya. At-Tufi tidak menulis risalah khusus
tentang maslahah seperti yang dilakukan oleh banyak fuqaha lainnya. Bahkan, dia tidak
membahas maslahah secara mendalam dalam kitab-kitab ushul fighnya. Namun, dia
membahasnya dalam kitab “at-Ta ‘yin Syarh al-Arba in an-Nawawiyyah,” tepatnya pada
Hadith yang ke 32.

1.  Definisi dan Konsep Dasar Maslahah

At-Tufft membahas tentang hakikat dari maslahah dari tiga sudut pandang,
yakni dari sisi kebahasaan, dari sisi urf, dan dari sisi terminologi syara’.
Menurutnya, maslahah secara bahasa adalah bentuk maf alah dari kata shalah,
yang berarti,
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Keadaan sesuatu dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan

keberadaannya. '

Sementara maslahah menurut urf adalah,

iy 23l ) (63500 Loz
Sebab yang membawa kepada kebaikan dan manfaat, 1%

Sementara maslahah menurut terminologi syara’ adalah,
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47 Al-Thufi, Al-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in, 239; Mawsii ‘at Al-Figh Al-Islami (Kairo: Wizarat al-Awqaf
wa al-Shu’tn al-Islamiyyah, Misr, 1966).

198 Al-Thufi, Al-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in, 239; Muhammad Tahir Hakim, Ri ‘Gyat Al-Maslahah Wa Al-
Hikmah FT Tashri‘ Nabi Al-Rahmah %, al-‘adad 1 (al-Jami‘ah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-Munawwarah,
2002), 200; al-Jami‘ah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-Nabawiyyah, “Majallat Al-Jami‘ah Al-Islamiyyah Bi Al-
Madinah Al-Nabawiyyah,” ed. Usamah ibn al-Zahra’ (Mawqi‘ al-Jami‘ah al-Rasmi (Situs Resmi Universitas),
2024), 35.
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Sebab yang mengantarkan pada tujuan syariat, baik dalam ibadah maupun
kebiasaan.'?

Sampai pada titik ini, gagasan At-Tuff mengenai maslahah secara zahir tidak
menunjukkan kontradiksi dengan kerangka konseptual para pendahulunya.
Hakikat maslahah sejatinya masih berjalan seiring dengan tradisi usul fikih yang
menegaskan bahwa hukum-hukum syariat ditetapkan demi kemaslahatan umat
manusia. Ketika At-Tuff menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk
menghadirkan manfaat dan menolak mudarat.

Namun dalam menjelaskan definisi konsep maslahah tersebut, At-Tufl
menampilkan suatu pendekatan yang lebih progresif dibanding para pemikir
sebelumnya. Ia tidak hanya menerima konsep yang telah ada, tetapi juga
memperluas dan memperjelas cakupannya dengan membagi maslahah ke dalam
dua bentuk utama. Pertama, maslahah yang terkait dengan hak Allah SWT, yakni
hal-hal yang berkaitan langsung dengan aspek ibadah dan penghambaan manusia
kepada Tuhannya. Kedua, maslahah yang berkaitan dengan kepentingan dan
kemaslahatan makhluk, yaitu urusan-urusan duniawi yang berperan dalam
menciptakan keteraturan sosial dan kesejahteraan umat manusia, seperti dalam
persoalan adat atau kebiasaan. la menegaskan,
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"Kemudian, ia terbagi menjadi apa yang dimaksudkan oleh Pembuat Syariat

(Allah) untuk hak-Nya, seperti ibadah, dan apa yang dimaksudkan untuk

kemaslahatan makhluk serta keteraturan keadaan mereka, seperti adat

(kebiasaan)." ?

Pembagian ini tidak hanya menjadi inovasi metodologis dalam wacana ushul
fikih, tetapi juga menjadi titik awal pergeseran paradigma dalam memahami

hubungan antara syariat dan kehidupan sosial. Dari sinilah kemudian berkembang

149 Al-Thufi, Al-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in, 239; ‘Abid ibn Muhammad al-Sufyani, Al-Thabat Wa Al-
Shumitl FT Al-Shari‘ah Al-Islamiyyah, 1st ed. (Makkah al-Mukarramah, Saudi Arabia: Maktabat al-Manarah,
1988), 413; Muhammad Rashid Rida, Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar) (Cairo: al-Hay’ah al-
Misriyyah al-‘Ammah lil-Kitab, 1990), 5:176.

130 Al-Thufi, AI-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 239; Muhammad al-Tahir ibn Muhammad ibn Muhammad
al-Tahir ibn ‘Ashiir al-Ttinist, Maqdsid Al-Shart ‘ah Al-Islamiyyah, ed. Muhammad al-Habib ibn al-Khiijah (Doha:
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, Qatar, 2004), 3;201.
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perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap otoritas nash dan peran akal
dalam merumuskan hukum.

AI-Tuft menegaskan lebih lanjut bahwa aspek kemaslahatan yang berkaitan
dengan pemenuhan hak-hak Allah, khususnya dalam ranah ibadah, tidak berada
dalam jangkauan akal manusia secara mandiri. Jenis ibadah ini merupakan bentuk
pengabdian murni yang esensinya tidak dapat dipahami atau ditetapkan
berdasarkan rasionalitas semata. Oleh sebab itu, segala ketentuan yang berkaitan
dengannya bersifat taugifi, yakni harus didasarkan sepenuhnya pada nash syar‘i
tanpa membuka ruang bagi campur tangan akal dengan dalih kemaslahatan.
Ketentuan seperti jumlah rakaat dalam salat, waktu pelaksanaan puasa, atau tata
cara ibadah lainnya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Dalam hal ini, at-Tuft
menyatakan dengan tegas
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"Karena ia merupakan hak syariat, dan tidak diketahui cara pelaksanaannya

kecuali dari arah syariat itu sendiri, baik melalui nash maupun ijma ‘"'

Namun, berbeda halnya dengan kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan
adat dan muamalah, di mana al-TGft memberikan ruang yang lebih besar bagi peran
akal. Dalam wilayah ini, kemaslahatan dipandang sebagai hak bagi mukallaf, dan
manusia, dengan akalnya, mampu mengenali serta menentukan bentuk-bentuk
kemaslahatan yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan hidupnya. Oleh
karena itu, jika terjadi pertentangan antara teks nash dengan kemaslahatan dalam
ranah adat, maka menurut al-Tufi, kemaslahatan harus diutamakan. Pandangan
inilah yang menjadi inti dari pemikiran al-Tafi dan membedakannya secara
signifikan dari mayoritas ulama usul lainnya, karena menempatkan maslahat

sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan hukum pada ranah mu’amalah.
2. Dalil Utama At-Tuft: Hadis “La Darar wa La Dirar”
Rastlullah Saw. bersabda,
55 ¥ 57 ¥
Tidak ada madharat dan tidak ada balasan madharat. (HR. Ahmad, 2867,
Ibnu Majah, 2341; al-Tabarani, 11576; al-Bayhaqi, 11657; Malik, 2860)

U AL-Thufi, Al-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in, 241; At-Thufi, Al-Intisharat Al-Islamiyah Fi Kasyfi Syibhi
An-Nasraniyyah, 146.
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At-Tuft memulai pembahasannya tentang maslahah dengan menguatkan
hadith ini. Dia menyebutkan bahwa hadith ini adalah hadith hasan, kemudian dia
menambahkan,
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Dan hadith ini memiliki beberapa jalur yang salzng menguatkan satu sama

lain.?

Selanjutnya, dia menyatakan bahwa jika berbagai sanad yang lebih lemah
dikumpulkan, maka akan membentuk sanad yang kuat. Dari semua ini, dia
menyimpulkan bahwa,

azsh Joal) L Sub S 1ds 130

Hadith ini shahih dan harus diamalkan sesuai dengan isinya.'>

Hadis tersebut mengandung makna bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan
menyebabkan kerugian (darar) kepada orang lain dalam keadaan apa pun. Menurut
At-Tufl, syari‘at tidak membenarkan adanya kerugian kecuali dengan alasan
hukum tertentu. Kerugian yang terjadi karena takdir Ilahi dianggap tidak dapat
dihindari, namun ada jenis kerugian yang dibenarkan, seperti hadd atau sanksi atas

tindak kejahatan.
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“Kemudian maksudnya adalah: tidak ada bahaya yang berlaku secara syar ‘t

N

i

kecuali karena alasan khusus yang bersifat pengecualian. Adapun
pembatasan dengan syari‘at itu karena bahaya menurut ketentuan taqdir
ilaht tidak bisa ditiadakan. Sedangkan pengecualian adanya bahaya karena
alasan khusus itu, karena hudid (hukuman-hukuman pidana) dan ‘ugubat
(sanksi-sanksi) merupakan bentuk bahaya yang menimpa pelakunya, dan hal
itu disyariatkan berdasarkan ijma‘ (kesepakatan para ‘ulama’). Itu
dibenarkan karena adanya dalil khusus. Maka, bahaya itu ditiadakan secara

syar T pada selain apa yang telah dikecualikan.” >4

152 A1-Thufi, Al-Ta yin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:234.
153 Al-Thufi, 1:235.
154 Al-Thufi, 1:236.
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Ia menguatkan pandangannya ini dengan firman Allah swt.,

0 s s 0 0
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan
bagimu." (QS. al-Baqarah: 185)
Juga dengan firman Allah Swt.,

"Allah hendak meringankan (beban) darimu.” (QS. al-Nisa’: 28)
Juga dengan firman Allah swt.,
T G S A Ay
"Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesempitan atas kalian." (QS.
al-M2a’idah: 6)
Juga dengan firman Allah swt.,
T e o G K o s
"Dan Dia tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan atas kalian."” (QS.
al-Hajj: 78)
Juga dengan sabda Rasiilullah Saw.,
e ) o o U g 5k a1 8y
"Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidaklah seseorang memaksakan
diri dalam agama, melainkan dia akan dikalahkan.” (HR. al-Bukhart: 39)
Berlandaskan dengan dalil inilah, At-TtfT menegaskan bahwa tujuan utama
din adalah menghadirkan manfaat dan maslahah. Jika larangan terhadap kerugian
(darar) dan tindakan saling merugikan (dirar) tidak ditegakkan, hal itu akan
bertentangan dengan beberapa nass syari ‘at, yang mustahil terjadi. Oleh karena itu,

prinsip menolak bahaya dan kerusakan menjadi inti dari syari ‘at ini.
el Lot e 3 il B85 5 (B3 G Dially S (G 3l
JE 345 (8
Maka, jika bahaya (darar) dan saling membahayakan (dirar) tidak
ditiadakan secara syar‘i, niscaya akan terjadi pertentangan dalam berita-

berita (nass-nass) syari yang telah disebutkan sebelumnya, dan hal itu

adalah sesuatu yang mustahil (tidak mungkin terjadi). 1>’

155 Al-Thufi, 1:236.
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Pandangan Najmuddin At-Tufl tentang hadith "la darara wa la dirar"
menempati posisi penting dalam kerangka pemikirannya tentang maslahah. At-
Tuft menafsirkan hadith ini sebagai dasar syar ‘T yang kuat dalam meniadakan
segala bentuk bahaya (darar) dan kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan umat.
Menurutnya, hadith ini mengandung pengertian umum yang berlaku terhadap
seluruh bentuk bahaya, kecuali jika terdapat dalil syar‘t yang secara khusus
mengecualikan atau membolehkan adanya bahaya tersebut, seperti dalam konteks
pelaksanaan hudid dan ‘ugibat yang disahkan berdasarkan dalil tersendiri.
Dengan kata lain, larangan terhadap bahaya adalah prinsip dasar yang mengikat,
dan pengecualiannya hanya dapat diterima jika didukung oleh dalil khusus yang

valid.

.
WG

A o 3hy (5h uldalls sl A e ) 6551 G 34 duas WP
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"Adapun maknanya adalah sebagaimana telah kami / isyara/tkan, ;aitu/
penafian (penghilangan) bahaya dan kerusakan secara syar‘i. Dan ini
merupakan penafian yang bersifat umum, kecuali apa yang dikhususkan oleh
dalil. Hal ini menuntut untuk mendahulukan kandungan hadis ini atas
seluruh dalil-dalil syariat lainnya dan menjadikannya sebagai dasar
pengecualian terhadap dalil-dalil tersebut dalam hal penghilangan bahaya

dan perolehan maslahat.” 3%

At-Tuft bahkan menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara dalil-
dalil syar T yang tampaknya mengandung unsur bahaya dengan hadith ini, maka
yang harus diutamakan adalah prinsip penghilangan bahaya sebagaimana
terkandung dalam hadith tersebut. Alasannya, jika kita meniadakan bahaya
berdasarkan hadith ini, maka kita telah mengamalkan kedua dal/il: yakni dalil syar T
yang tampak bertentangan dan hadith larangan bahaya dengan pendekatan
pengkhususan. Namun, jika kita mengabaikan hadith ini, maka berarti kita telah
menangguhkan salah satu dalil secara mutlak, yang dalam hal ini adalah hadith “la
darara wa la dirar.” At-Taft menilai bahwa menggabungkan (kompromi) antara

dalil lebih utama dibandingkan menolak atau menanggalkan salah satunya.

156 Al-Thufi, 237.
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"Sebab, jika kita misalkan ada sebagian dalil syar’i yang mengandung
bahaya, lalu kita meniadakannya berdasarkan hadis ini, maka itu berarti kita
telah mengamalkan kedua dalil. Namun jika kita tidak meniadakannya
berdasarkan hadis ini, maka berarti kita telah menangguhkan
(mengabaikan) salah satu dari keduanya, yaitu hadis ini. Tidak diragukan
lagi bahwa menggabungkan (kompromi) antara dua nass dalam

pengamalannya itu lebih utama daripada menangguhkan salah satunya.” >’

3. Argumentasi At-Tufi Terhadap Konsep Maslahahnya

Untuk memperkuat bangunan argumentasi pemikirannya, Najmuddin at-Tuft
mengajukan suatu sistematika hirarkis mengenai sumber-sumber hukum Islam. Ia
menyatakan bahwa berdasarkan metode istikra’ (penelitian induktif), terdapat
sembilan belas jenis dalil syar‘i yang dikenal di kalangan para ulama, dan tidak
ditemukan selain dari itu.

S ol G dd Y Ry 28 TR ¢33l st &y

"Sesungguhnya dalil-dalil syariat berjumlah sembilan belas berdasarkan

istikra’ (penelitian induktif), dan tidak terdapat selain itu di kalangan para

ulama." %%

Dalil-dalil tersebut disusun sebagai berikut: pertama, al-Qur’an; kedua, as-
Sunnah; ketiga, ijma‘ umat; keempat, ijma‘ Ahl al-Madinah; kelima, giydas;
keenam, pendapat sahabat; ketujuh, maslahah mursalah; kedelapan, istishab;
kesembilan, al-bara’ah al-asliyyah (asal hukum bebas dari beban); kesepuluh, adat
kebiasaan; kesebelas, istikra’; keduabelas, sadd al-dzard’i‘ (menutup pintu
kerusakan); ketigabelas, istidlal (penalaran hukum secara rasional); keempatbelas,
istihsan (preferensi hukum); kelimabelas, al-akhdz bi al-akhaf (mengambil
pendapat yang lebih ringan); keenambelas, a/- ‘ismah (kemaksuman); ketujuhbelas,

ijma‘ Ahl al-Kiifah; kedelapanbelas, ijma‘ al-‘asyarah (kesepakatan sepuluh

157 Al-Thufi, 237.
158 Al-Thufi, 237.
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sahabat utama); dan kesembilanbelas, ijma‘ al-khulafa’ al-arba ‘ah (kesepakatan
empat khalifah pertama).

At-Tuff menegaskan bahwa sebagian dari dalil-dalil tersebut disepakati
(muttafaq ‘alayh) di kalangan ulama, sementara sebagian lainnya menjadi subjek
perbedaan pendapat (mukhtalaf fih). Adapun sembilan belas dalil syariat tersebut,
yang paling kuat di antaranya adalah nash dan ijma ‘. Keduanya kemudian terbagi:
apakah selaras dengan prinsip perwujudan kemaslahatan atau bertentangan
dengannya. Jika keduanya sejalan dengan kemaslahatan, maka hal itu adalah
kebaikan yang sangat besar (fabiha wa ni ‘mat), dan tidak ada perbedaan pendapat,
karena ketiga dalil—yakni nash, ijma ‘, dan kemaslahatan yang dipahami dari sabda
Nabi 2"la darar wa la dirar"—telah sepakat atas satu ketetapan hukum. Namun,
apabila keduanya bertentangan dengan kemaslahatan, maka prinsip perwujudan
kemaslahatan harus didahulukan atas keduanya melalui pendekatan takhsis
(pembatasan makna) dan bayan (penjelasan), bukan dengan menafikan dan
menonaktifkan keduanya secara mutlak. Hal ini serupa dengan mendahulukan
Sunnah atas al-Qur’an dalam konteks penafsiran dan penjelasan makna.

¥ & ogd aeadd gl Lgle Bl K8y oA Cag B O3
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"Dan jika k/ec/luanya (nash dan ijma°) bertenta;agan dengan kemaslahc;t;m,
maka wajib mendahulukan pemeliharaan kemaslahatan atas keduanya
melalui cara takhsis (pembatasan makna) dan bayan (penjelasan) terhadap
keduanya, bukan melalui cara meremehkan atau membatalkan keduanya
secara sewenang-wenang, sebagaimana Sunnah didahulukan atas al-Qur’an
dalam rangka penjelasan (makna)." >’

Penjelasan dari hal ini adalah bahwa nash dan ijma ‘, keduanya bisa jadi tidak
mengandung unsur bahaya (darar) atau kerusakan (mafsadah) sama sekali, atau
justru mengandungnya. Jika keduanya tidak mengandung unsur tersebut, maka
secara otomatis selaras dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan. Namun,
apabila keduanya mengandung unsur bahaya, maka hal itu bisa terjadi secara

keseluruhan dari makna yang dikandungnya, atau hanya sebagian saja. Jika

159 Al-Thufi, 238; Ahmad ibn Mahmiid ibn ‘Abd al-Wahhab al-Shingiti, A/-Wasf Al-Munasib Li Shar‘ Al-
Hukm, 1st ed. (Madinah: ‘Imadat al-Bahth al-‘Ilm1, Universitas Islam Madinah, 1994), 350; Muhammad Jamal
al-Din ibn Muhammad Sa‘id ibn Qasim al-Hallaq al-Qasim1, Mahasin Al-Ta 'wil, ed. Muhammad Basil ‘Uyiin al-
Std, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 9:166.
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keseluruhan makna dari nash dan ijma ‘ tersebut mengandung unsur bahaya, maka
hal itu termasuk dalam pengecualian dari sabda Nabi £: "La darar wa la dirar"
(tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), seperti dalam
kasus penerapan hudiid dan sanksi pidana atas tindak kriminal.

Namun, jika yang mengandung bahaya hanya sebagian dari makna keduanya,
dan hal itu didukung oleh dalil khusus, maka dalil tersebut yang diikuti. Tetapi jika
tidak terdapat dalil khusus yang menguatkannya, maka wajib melakukan takhsis
(pembatasan makna) terhadap nash dan ijma‘ tersebut dengan sabda Nabi #"La

darar wa la dirar", dalam rangka mengompromikan seluruh dalil yang ada

(menggabungkan dan menyelaraskan dalil-dalil yang tampak bertentangan).
¥ 5 ¥ oy Soall e Wi blamad G o (5 el ] )5
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"Dan jika tidak ada dalil khusus yang menetapkannya, maka wajib dilakukan

takhsis (pembatasan makna) terhadap keduanya (nash dan ijma‘) dengan

sabda Nabi %: 'La darar wa la dirar' (tidak boleh membahayakan dan tidak
boleh saling membahayakan), dalam rangka menyelaraskan seluruh dalil
yang ada." %

Sebagian pihak mungkin mengajukan keberatan bahwa prinsip pemeliharaan
kemaslahatan yang disimpulkan dari sabda Nabi % “la darar wa la dirar” tidak
memiliki kekuatan yang memadai untuk mengungguli ijma‘, apalagi untuk
menundukkannya melalui pendekatan takhsis (pembatasan makna) atau bayan
(penafsiran). Argumen ini berpijak pada asumsi bahwa ijma ‘ merupakan dalil yang
bersifat gat 7T (pasti), sedangkan hadis tersebut tidak mencapai tingkat kekuatan
epistemik yang sama, sehingga secara hierarkis ijma ‘ dianggap lebih kuat dan lebih
layak dijadikan rujukan utama dalam penetapan hukum.

Namun, menurut pandangan at-Tufi, pemeliharaan terhadap kemaslahatan
justru lebih kuat daripada ijma ‘. Oleh karena itu, secara hierarki epistemik, ia harus
diposisikan sebagai dalil yang paling kuat dalam sistem hukum Islam. Logika yang
digunakan oleh at-Tiift sederhana namun logis: jika suatu dalil memiliki kekuatan
yang mampu menundukkan dalil lain yang juga kuat, maka dalil tersebut memiliki

posisi keunggulan yang lebih tinggi.

160 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 238; Organisasi Konferensi Islam, “Majallat Majma“ Al-Figh
Al-Islami Al-Tabi‘® Li-Munazzamat Al-Mu’tamar Al-Islami Bi-Jiddah,” ed. Usamah ibn al-Zuhra' (Jeddah:
Organisasi Konferensi Islam, 1990), 11:475.



Sesungguhnya pemeliharaan terhadap kemaslahatan lebih kuat daripada
ijma‘, dan dari hal itu dapat disimpulkan bahwa ia merupakan dalil syar ‘i
vang paling kuat. Sebab, sesuatu yang lebih kuat daripada yang kuat, pasti
merupakan yang paling kuat. '°!

Untuk memperkuat argumentasinya bahwa kemaslahatan (maslahah)
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ijma‘, Najmuddin at-Tufi
mengemukakan sejumlah dalil yang menunjukkan perhatian syariat terhadap
kemaslahatan secara substansial dan mendalam. Ia membagi penjelasan tersebut ke
dalam dua pendekatan, yaitu secara global (ijmali) dan secara rinci (tafsili).

Secara global, ia merujuk kepada firman Allah Swt.

o9l G ) 31sp (85 e Bl 1SGate 38 01 T

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (mau ‘izah)

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam

dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus:

57)

Dari ayat ini, at-Tifi mengidentifikasi tujuh aspek yang menjadi bukti
perhatian utama syari ‘at terhadap maslahat umat. Pertama, ungkapan bahwa telah
datang pelajaran dari Tuhan menunjukkan kesungguhan A/ldh dalam memberikan
nasthat kepada manusia, yang hakikatnya mengandung manfaat terbesar karena
mencegah kebinasaan dan membimbing menuju keselamatan. Kedua, penyifatan
al-Qur’an sebagai penyembuh menunjukkan upaya syari ‘at dalam menghilangkan
penyakit hati seperti keraguan, yang merupakan bentuk nyata dari maslahat.
Ketiga, penyifatan al-Qur’an sebagai petunjuk memperkuat fungsinya dalam
mengarahkan umat kepada kebenaran. Keempat, penyifatan al-Qur’an sebagai
rahmat menegaskan bahwa ia membawa kebaikan yang luas dan menyeluruh.
Kelima, seluruh sifat tersebut disandarkan pada karunia dan rahmat A/lah, yang
tidak mungkin menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan dan maslahat. Keenam,

perintah untuk bergembira atas karunia dan rahmat itu merupakan bentuk

160 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 239; Muhammad ‘Abd al-Karim Hasan al-Ishaqf, “Sharh Al-
Arba‘in Al-Nawawiyyah [Min Bidayat Sharh Al-Hadith Al-Tasi* Wa-Al-‘Ishrin I1a Nihayat Sharh Al-Hadith Al-
Khamis Wa-Al-Thalathin]” (Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis dan Studi Islam, 2015), 153.



68

pengakuan terhadap kebermaknaan maslahat tersebut. Ketujuh, pernyataan bahwa
al-Qur’an lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan menunjukkan bahwa
manfaat spiritual yang dibawa oleh wahyu melebihi segala bentuk maslahat

dunyawiyyah yang dapat dihimpun manusia.
(s 355 (nd \W‘?r@d fﬁsi.gj Y1 b b 433 Gais 0dgh
L e &g oyl EEE

\i;\\
—v-\

“Maka inilah tujuh sisi penafsiran dari ayat ini yang menunjukkan bahwa
syari‘at telah memperhatikan maslahat para mukallaf (orang yang dibebani
hukum) dan memberikan perhatian serius terhadapnya. Seandainya engkau
telusuri seluruh nass-nass, niscaya engkau akan menemukan banyak dalil
lain yang menunjukkan hal tersebut.” '

Dengan demikian, at-Tifi menegaskan bahwa perhatian syari‘at terhadap
maslahat tidak bersifat marginal, tetapi merupakan fondasi utama dari seluruh
ketetapan hukum Islam. Hal ini memperkuat posisinya dalam menyatakan bahwa
maslahah bukan hanya merupakan sumber hukum yang mandiri, tetapi juga
memiliki daya normatif yang lebih kuat dibandingkan dengan ijma ", sebab dalil
yang lebih kuat dari dalil kuat lainnya otomatis menjadi yang terkuat.

Adapun secara rinci (tafsil), at-Tiifi mengemukakan beberapa argumen untuk
menguatkan pandangannya:

a.  Kebermaknaan (7a ‘lil) Perbuatan Allah Swt.

Dalam telaah a#-Tifi mengenai perbuatan Allah Swt., terdapat
perdebatan klasik mengenai apakah perbuatan Tuhan didasarkan atas suatu
alasan atau tidak.

Pihak yang meyakini bahwa perbuatan 4//aGh memiliki alasan (ta ‘Iil)
berargumen bahwa setiap tindakan yang tidak memiliki tujuan adalah
perbuatan yang sia-sia (‘abath), sementara Al/lah Mahasuci dari sifat kesia-
siaan. Sebagai penguat, mereka mengemukakan banyak ayat al-Qur’an yang
mengandung unsur sebab atau tujuan dalam perbuatan I1ahi, seperti firman-

Nya:
Oldh Gl 308 154088

162 A1-Thufi, Al-Ta yin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:241.
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“Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.”

(QS. Yunus: 5)

Ayat ini dan sejenisnya menunjukkan bahwa tindakan Allah Swt.
disertai dengan tujuan yang dapat dipahami.

Sebaliknya, kelompok yang menolak prinsip ta /il menyatakan bahwa
apabila suatu perbuatan dilakukan karena alasan tertentu, maka pelaku
perbuatan itu menjadi sempurna dengan alasan tersebut. Hal ini
mengindikasikan bahwa sebelumnya ia berada dalam kondisi kekurangan,
dan kesempurnaannya tercapai karena sesuatu di luar dirinya. Argumen ini,
menurut mereka, tidak mungkin berlaku atas 4A//ah Swt., sebab kekurangan
tidak boleh dinisbatkan kepada-Nya.!63

Terhadap argumen tersebut, at-Tifi menolak keumuman ga ‘idah yang
dikemukakan oleh kelompok penafik. Ia menyatakan bahwa konsekuensi
logis dari argumen tersebut hanya berlaku bagi makhluk, bukan bagi Sang
Khalig yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, keberadaan alasan dalam
perbuatan A/lah tidak mengisyaratkan kekurangan atau ketergantungan. !4

Menurut at-Tifi, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa
perbuatan Allah Swt. memang memiliki tujuan dan hikmah, yang disebut

sebagai hikam gha’iyyah (hikmah-hikmah tujuan).
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Adapun pendapat yang tepat adalah bahwa perbuatan-perbuatan
Allah ‘azza wa-jalla memiliki alasan berupa hikam gha’iyyah yang
manfaatnya kembali kepada para mukallaf (manusia yang dibebani
hukum syari‘at). Maka, kesempurnaan mereka (manusia) tidak
memberi manfaat apa pun kepada Allah ‘azza wa-jalla dan
kesempurnaan-Nya, karena Dia Maha Ghaniyy dengan Dhat-Nya dari

segala sesuatu selain-Nya. 19

163 al-Sulami, Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, 1:15-17.

164 Najm al-Din at-Tafi, Risdlah Fi Radd ‘ald Al-Mani‘in Min Ta'lil Af“al Allah, ed. ‘Abd Allah al-
Turkmani, Majmii * Rasa’il Al-‘Allamah At-Tift, vol. 2 (Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1999), 2:281-283.

165 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 241; Muhammad Rashid Rida and Others, eds., “Majallat Al-
Manar” (n.p., 1898).
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Namun demikian, semua tujuan tersebut kembali manfaatnya kepada
para mukallaf. Kesempurnaan yang dicapai manusia melalui hikam tersebut
tidak memberi keuntungan sedikit pun kepada 4//ah Swt., karena Dia Maha
Ghaniyy dengan Dhat-Nya dan tidak memerlukan apa pun dari makhluk-
Nya.

b. Kemaslahatan adalah Anugerah dari Allah

Dalam diskursus teologis mengenai hubungan Allah ‘azza wa jalla
dengan kemaslahatan makhluk-Nya, terjadi perbedaan mendasar antara A4/
al-Sunnah dan aliran Mu ‘tazilah. Ahl al-Sunnah memandang bahwa
penjagaan terhadap kemaslahatan merupakan bentuk anugerah dan
kemurahan dari A/lah kepada makhluk-Nya.!%6

Sementara itu, kaum Mu ‘tazilah meyakini bahwa hal tersebut
merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Allah terhadap hamba-
hamba-Nya. 4hl al-Sunnah menegaskan bahwa Allah ‘azza wa jalla adalah
pemilik mutlak atas seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, tidak terdapat
sesuatu pun yang dapat mewajibkan-Nya melakukan sesuatu terhadap
makhluk-Nya.!¢’

Mereka juga menolak adanya konsep kewajiban atas Allah, sebab
kewajiban mengharuskan adanya otoritas yang lebih tinggi yang menetapkan
beban tersebut, sementara tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Allah.
Maka, seluruh tindakan-Nya semata-mata bersumber dari kehendak dan
kebijaksanaan-Nya, bukan karena keterpaksaan atau beban normatif
eksternal. 18
Sebaliknya, kaum Mu ‘fazilah mengajukan argumen bahwa karena

Allah telah menetapkan kewajiban syari‘at atas manusia, maka hal itu
mengharuskan-Nya untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tanpa penjagaan
tersebut, pembebanan hukum akan berubah menjadi beban yang tidak
mampu dipikul atau mirip dengannya, yang pada akhirnya bertentangan

dengan prinsip keadilan I1ahi menurut pandangan mereka.'®

166 Fakhr al-Din al-Razi, Matalib Al-‘Aliyyah, ed. Ahmad Hijazi al-Saqqa, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Umiyyah, 1987), 11.

167 Abli Hamid al-Ghazali, Al-Igtisad Fi Al-I‘Tigad, ed. Ibrahim al-Bajur (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Umiyyah, 2004), 112.

168 a]-Ghazali, 112.

169 < Abd al-Jabbar al-Mu‘tazili, Sharh Al-Usiil Al-Khamsah, ed. Ahmad ‘Abd al-Rahman (Cairo: Maktabat
Wahbah, 1996), 289.
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Argumen ini juga berakar pada pandangan mereka bahwa akal
memiliki otoritas untuk menilai baik dan buruk secara mandiri. Argumen
kaum Mu ‘tazilah dibangun di atas fondasi bahwa akal manusia dapat secara
independen menetapkan nilai baik dan buruk (al-husn wa al-qubh al-‘aqlt).
Namun, pandangan ini ditolak oleh jumhiir ‘ulama’, yang menegaskan
bahwa penilaian semacam itu hanya valid apabila disandarkan pada petunjuk
wahyu.!7

Oleh karena itu, kewajiban menjaga kemaslahatan sebagaimana
dimaksud oleh Mu ‘tazilah tidak dapat dibenarkan secara epistemologis
dalam kerangka Ahl al-Sunnah. At-Tifi, dalam pandangan yang lebih
seimbang dan mendekati kebenaran (ra@jih), menyatakan bahwa menjaga
kemaslahatan makhluk memang dilakukan oleh Allah ‘azza wa jalla, namun
bukan karena hal itu wajib atas-Nya secara hagigi, melainkan karena Dia

telah mengikatkan Diri-Nya dengan janji untuk melakukannya.!”!

1y ¥ ol (Pl g5 Eis s 56 i G Bty cliadll By O g
“Kebenaran yang tepat adalah bahwa menjaga kemaslahatan
merupakan hal yang wajib dari Allah ‘azza wa jalla karena Dia telah
berkomitmen untuk menganugerahkannya, bukan karena hal itu
merupakan kewajiban atas-Nya.” '?

Komitmen I1ah1 tersebut termanifestasi dalam sejumlah ayat, seperti

firman-Nya:

o . B 1 s F 0 5001 sl ol o e B30
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“Sesungguhnya taubat itu atas (tanggung jawab) Allah bagi orang-

orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan, lalu mereka

segera bertaubat.” (QS. al-Nisa’: 17)

Makna “atas Allah dalam ayat ini bukanlah dalam kerangka kewajiban

yang berasal dari luar Dhdt-Nya, melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa

170 Tbn Taymiyyah, Dar’ Ta ‘arud Al-‘Aql Wa Al-Nagl, ed. Muhammad Rashad Salim, vol. 1 (Riyadh:
Jami‘at al-Imam, 1991), 84-86.

17l Najm al-Din al-Tufl, Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, ed. ‘Abd Allah al-Turkmani, vol. 3 (Riyadh: Dar
al-Fadilah, 2006), 214.

172 A1-Thufi, Al-Ta yin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:242.
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Allah telah menjanjikan hal tersebut dan pasti menepatinya. Demikian pula
dalam firman-Nya:
LAY A e 1 o
“Tuhan kalian telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.” (QS. al-
An‘am: 54)
Ayat-ayat semacam ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan Allah
yang bersifat maslahat bagi hamba-hamba-Nya adalah bentuk kemurahan
dan janji yang ditunaikan, bukan kewajiban yang dipaksakan oleh otoritas

eksternal terhadap-Nya.

c.  Model Perhatian Syari ‘at terhadap Kemaslahatan
Dalam menimbang relasi antara syari‘at dan kemaslahatan makhluk,
muncul sejumlah kemungkinan mengenai bentuk perhatian syari ‘at terhadap
kemaslahatan tersebut. Setidaknya terdapat lima model pendekatan normatif
yang dapat dijadikan dasar pemahaman:

1)  Syari‘at memperhatikan seluruh bentuk kemaslahatan di setiap tempat
secara mutlak.

2)  Syari‘at memperhatikan bentuk kemaslahatan yang paling sempurna di
semua tempat.

3)  Syari‘at hanya memperhatikan bentuk kemaslahatan yang sedang atau
pertengahan di seluruh tempat.

4)  Syari‘at memperhatikan bentuk kemaslahatan secara variatif, yakni
secara mutlak di sebagian tempat, yang paling sempurna di sebagian
tempat, dan yang sedang di tempat lainnya.

5)  Syari‘at mempertimbangkan setiap bentuk kemaslahatan yang sesuai
dan layak untuk setiap kondisi spesifik agar kehidupan manusia tetap
tertata secara harmonis.

Secara teoritis, seluruh model ini memiliki kemungkinan untuk
berlaku. Namun, pandangan yang dianggap paling dekat dengan realitas

hukum syari ‘at adalah model terakhir.!”

Y \glasly A s ALYy

173 al-Din al-Tufi, Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, 3:215.
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“Semua bagian itu mungkin terjadi, dan yang paling mendekati
kebenaran adalah yang terakhir.” 174

Menurut  at-Tufi, syari‘at  menetapkan  hukum  dengan
mempertimbangkan jenis kemaslahatan yang paling sesuai untuk setiap
situasi dan konteks tertentu, sehingga dapat menjamin Kketeraturan,

keberlangsungan, dan kesejahteraan hidup manusia.

d.  Argumentasi berdasarkan Nas
Najmuddin at-Tifi menegaskan bahwa pertimbangan terhadap
maslahah merupakan aspek yang fundamental dalam konstruksi hukum
Islam, dan bahwa dalil-dalil syari‘at mendukung perhatian terhadap
maslahah secara terperinci. Menurutnya, dasar-dasar hukum Islam—baik
yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, ijma‘, maupun nalar ( ‘agl)—secara
eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa tujuan utama syari ‘at adalah
untuk merealisasikan maslahah dan mencegah mafsadah bagi umat manusia.
Dalam konteks ini, at-Tifi tidak berusaha menghimpun seluruh dalil yang
ada, namun memaparkan beberapa contoh representatif dari masing-masing
sumber.
1)  Dalil dari al-Qur’an
At-Tifi menyebutkan sejumlah ayat yang menunjukkan perhatian

syari ‘at terhadap maslahah, antara lain:

s oladl & 1835
“Dan dalam qishas itu terdapat kehidupan bagimu.” (QS. al-
Baqarah: 179),

Lagail 152150 83,5015 3,113
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya.” (QS. al-Ma’idah: 38),

Bl Ble Wl i J8151050 g
“Perempuan pezina dan laki-laki pezina, deralah masing-

masing dari keduanya seratus kali.” (QS. an-Nir: 2).

174 Al-Thufi, Al-Ta yin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:243.
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Ayat-ayat ini, menurut af-Tifi, menunjukkan secara jelas
perhatian syari ‘at terhadap perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan
manusia. la bahkan menyatakan bahwa tidak satu pun ayat dalam al-
Qur’an kecuali di dalamnya terkandung satu atau lebih bentuk
maslahah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan para

ulama.
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"Maka tidak ada satu ayat pun dari Kitab Allah ‘azza wa jalla
melainkan di dalamnya mengandung satu maslahah atau
beberapa masalih." "
Dalil dari Sunnah

Sumber kedua yang dijadikan dasar oleh at-Tifi adalah Sunnah
Nabi £, yang menurutnya merupakan penjelas (bayan) dari kandungan
al-Qur’an dan karenanya juga mencerminkan prinsip maslahah. la
mengutip beberapa hadis yang secara langsung menunjukkan
perlindungan terhadap maslahah, seperti:

3 ol o W ek g o ek 1
“Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan

saudaranya. Jangan pula orang kota menjualkan untuk orang

desa.” (HR. al-Bukhari no. 752 dan Muslim no. 1155)

i s s 31 8 g 5 s o Sl o Y
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“Janganlah seorang wanita dinikahkan bersamaan dengan
bibinya dari pihak ayah maupun ibu, karena hal itu akan
memutus tali silaturahmi.” (HR. Abt Dawud no. 554; at-Tirmiz1

no. 432)
Hadis-hadis ini, dan banyak lainnya, dinilai at-Tifi sebagai
bentuk nyata perhatian Rasulullah # terhadap stabilitas sosial,

175 Al-Thufi, 1:243.
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perlindungan hak, dan keharmonisan dalam masyarakat, yang
semuanya bermuara pada prinsip maslahah.
Dalil dari [jma°

At-Tifi juga menekankan bahwa ijma ‘ ulama sepanjang sejarah
Islam—terlepas dari pengecualian segelintir pihak seperti kaum
Zahiriyyah—merupakan bukti nyata bahwa syari‘at dibangun atas
landasan maslahah dan penolakan terhadap mafsadah. Salah satu tokoh
yang menekankan pentingnya maslahah dalam perumusan hukum
adalah Imam Malik. Meski maslahah mursalah sering diasosiasikan
dengan Mazhab Maliki, at-Tifi menegaskan bahwa pada hakikatnya
seluruh mazhab mengakui keberadaan dan relevansi maslahah, hanya
saja cakupan penerapannya berbeda-beda.

Bahkan, menurut at-Tifi, ulama yang tidak menerima ijma*
sebagai hujjah tetap menggunakan prinsip maslahah dalam istinbat
hukum. Sebagai contoh, kewajiban syuf‘ah dalam transaksi properti
ditetapkan atas dasar menjaga hak tetangga, sementara kebolehan akad
salam dan ijarah dibenarkan meskipun menyimpang dari giyas, karena
mengandung maslahah ekonomi bagi masyarakat. A¢-Tiifi menegaskan
bahwa hampir seluruh bab dalam figh, terutama yang menyangkut
hubungan antar manusia (mu ‘amalar), didasarkan pada logika
maslahah.

dbadll flas i1 Gl e b ity abdl il s

"Dan seluruh bab figh serta masalah-masalahnya yang

berkaitan dengan hak-hak makhluk (sesama manusia) itu

berlandaskan pada alasan masalih." "
Dalil dari Rasional

Menurut Najmuddin at-Tifi, penggunaan akal (‘agl) sebagai
dalil untuk menetapkan perhatian syariat terhadap kemaslahatan tidak
dapat disangkal oleh siapa pun yang memiliki akal sehat. Ia
menegaskan bahwa perhatian Allah terhadap kemaslahatan makhluk-
Nya adalah sesuatu yang pasti, baik secara umum maupun khusus.

Secara umum, perhatian ini tampak dalam dua dimensi utama:

176 Al-Thufi, 1:244.
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Penciptaan (al-khalg)

Allah menciptakan manusia dari keadaan tiada dalam
bentuk yang paling sempurna, memungkinkan mereka untuk
meraih berbagai bentuk kemaslahatan hidup. Hal ini ditegaskan
dalam firman Allah Swt. yang menggambarkan penciptaan
manusia secara teratur dan seimbang, serta pemberian petunjuk
sesuai dengan bentuk penciptaan masing-masing makhluk:

ded Uils @il D £ Ay 83w by @i v
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“Wahai manusia! Apa yang telah me;nperdayakanmu

terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia,

yang telah menciptakanmu, menyempurnakan

(ciptaan)mu, dan menjadikan (bentuk tubuh)mu seimbang?

Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun

(tubuh)mu.” (QS. Al-Infitar: 6-8)

$8 F il oo o ikl

“(Yaitu Tuhan) yang telah memberikan kepada segala

sesuatu bentuk penciptaannya, kemudian memberinya

petunjuk.” (QS. Taha: 50).

Penghidupan (al- ‘aysy)

Allah juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk kelangsungan dan kenikmatan hidup manusia. Ini
tercermin dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya, serta
penundukan berbagai unsur alam demi kepentingan manusia:

bt 3 § 6 oS0 5 ol 56

"Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di

bumi untuk kalian semua.” (QS. al-Bagarah: 29)

‘s‘U" ‘:3 d‘:‘*" L*n-?'dﬁ)’g‘ é Loj g;\j\;f.h &3 w2 i 4 j

bﬁgﬁﬂw &5 @jf‘é egtﬁ
"Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada

di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya berasal

dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
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tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. al-Jasiyah: 13)

Rincian bentuk-bentuk kemaslahatan tersebut disebutkan
pula dalam firmanNya, yang menjelaskan penyediaan makanan

dan sarana hidup lainnya.
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Bukankah Kami / telah  menjadikan bumi sebagai

hamparan?

Dan gunung-gunung sebagai pasak?

Dan Kami menciptakan kalian berpasang-pasangan,

Dan Kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat,

Dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian,

Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,

Dan Kami membangun di atas kalian tujuh (langit) yang

kokoh,

Dan Kami menjadikan pelita yang sangat terang,

Dan Kami turunkan dari awan air yang tercurah deras,

Agar Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan

tumbuh-tumbuhan,

Dan kebun-kebun yang rindang.

Sesungguhnya Hari Keputusan itu adalah waktu yang telah

ditetapkan. (QS. An-Naba’: 6-17)
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Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya,

E33\

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air,
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Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

Lalu Kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian,

Anggur dan sayur-sayuran,

Zaitun dan kurma,

Kebun-kebun yang lebat,

Buah-buahan dan rumput-rumputan,

Sebagai kesenangan bagi kalian dan hewan ternak kalian.
(QS. Abasa: 24-32)

Secara khusus, perhatian Allah terhadap kemaslahatan akhirat
diperlihatkan dalam bimbingan-Nya kepada orang-orang yang diberi
taufik dan petunjuk untuk menempuh jalan kebahagiaan abadi. Akan
tetapi, perhatian ini juga bersifat umum dalam bentuk seruan kepada
keimanan dan keselamatan akhirat yang ditujukan kepada seluruh umat
manusia. Hanya saja, tidak semua manusia menyambut seruan tersebut
karena mengikuti hawa nafsu dan memilih kesesatan, sebagaimana
dicontohkan dalam kisah kaum Samid,

Slas GY Gl & &1 lily iged Wiy u.\sg\ FHIIGTHE
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Maka Kami binasakan kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami,

lalu Kami ratakan (tempat mereka) dan Kami beri tangguh

(umur panjang) bagi mereka. Sesungguhnya pada yang demikian

itu terdapat tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang miskin

(lemah). (QS. Fussilat: 17)

Dalam hal ini, at-Tift membedakan antara da‘wah (seruan) yang
bersifat umum, dan taufiq (petunjuk yang membuahkan hasil) yang
bersifat khusus, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya,

peiiied Bl ) 333 08 gty 2 i3 ) 205 A

Allah menyeru kepada (surga) Darussalam dan memberi

petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

(QS. Yunus: 25)

Berdasarkan uraian ini, at-Tufi menyimpulkan bahwa apabila
Allah telah menunjukkan perhatian terhadap kemaslahatan manusia

dalam aspek penciptaan, kehidupan dunia, dan keselamatan akhirat,
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maka tidak mungkin syariat yang diturunkan-Nya justru mengabaikan
kemaslahatan tersebut dalam konteks hukum-hukum yang mengatur
hidup manusia. Justru, karena hukum-hukum syariat menjadi penjaga
bagi jiwa, harta, dan kehormatan, maka memperhatikan kemaslahatan

dalam penyusunan hukum syariat menjadi suatu keniscayaan.
rgiih 3 il Gsdian g 52 A 217 OF Jisdll fad 106 O 5 13)
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Jika hal ini telah diketahui, maka mustahil bagi Allah ‘Azza wa
Jalla untuk memperhatikan kemaslahatan makhluk-Nya dalam
penciptaan mereka, hari kebangkitan mereka, dan kehidupan
dunia mereka, kemudian mengabaikan kemaslahatan mereka
dalam hukum-hukum syariat, padahal itu lebih penting, sehingga
semestinya diperhatikan terlebih dahulu. Karena hukum syariat
juga termasuk bagian dari kemaslahatan kehidupan mereka,
sebab dengan hukum tersebut harta, nyawa, dan kehormatan
mereka terjaga; maka kehidupan mereka tidak akan tegak tanpa
hukum tersebut. Oleh karena itu, wajib diyakini bahwa Allah
memperhatikan kemaslahatan tersebut bagi mereka. "’

At-Tufl menyatakan bahwa bila telah terbukti bahwa Allah
memperhatikan kemaslahatan makhluk-Nya, maka tidak boleh ada satu
pun dalil syar‘i yang mengabaikan kemaslahatan tersebut. Jika suatu
teks syar‘i, baik berupa nash, ijma‘, atau dalil lainnya sejalan dengan
kemaslahatan, maka tidak ada persoalan. Namun, jika terjadi
pertentangan antara dalil syar‘i dengan maslahah, maka yang harus
dilakukan adalah mengompromikan keduanya. Kompromi tersebut
dilakukan dengan cara mengkhususkan dalil syar‘i tersebut melalui
pendekatan maslahah dan mendahulukannya sebagai bentuk

penjelasan hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh at-

Tufl.

177 Al-Thufi, 1:246.



80

a1 \gkg B o il G 4 G LAY 32 T WG A, CF 1515
d9j G:-,.o dd s O‘j <<:>?\S’>'\3 @..J\ is f wﬂ’;g ’&u*‘z?\j

ol ‘_,,,!m GEAET) (8 Awrnd® e 6353 FRVESL
Dan apabila telah ditetapkan bahwa Alldah memperhattkan
kemaslahatan itu, maka tidak boleh mengabaikannya dalam
keadaan apapun. Jika dalil syar‘i seperti nash, ijma‘, dan
lainnya sejalan dengan kemaslahatan tersebut, maka tidak ada
permasalahan. Namun, apabila ada dalil syar‘i yang
bertentangan dengannya, maka dilakukan rekonsiliasi antara
keduanya sebagaimana telah kami sebutkan, yaitu dengan
mengkhususkannya  oleh  kemaslahatan  tersebut  dan

mendahulukannya melalui penjelasan. 178

Syarat-Syarat Diperbolehkannya Mendahulukan Maslahah Menurut At-Tufi

Walaupun At-Tift menggagas bahwa maslahah memiliki posisi utama dalam

penetapan hukum, ia tetap menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi

sebelum maslahah dapat didahulukan atas nass atau ijma ‘. Meskipun syarat-syarat

tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam karya-karyanya, namun dapat

disimpulkan dari berbagai pernyataannya bahwa terdapat beberapa ketentuan

penting yang menjadi landasan dalam mengedepankan maslahah atas nass dan

ijma’.

a. Berada Dalam Dimensi Mu ‘amalah

Meskipun al-Tuft dikenal sebagai tokoh yang memajukan prinsip

maslahah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, ia tidak

membuka ruang tersebut secara mutlak. Ia justru menekankan bahwa

mendahulukan maslahah atas nass atau ijma “hanya dapat dibenarkan dalam

wilayah tertentu, yaitu dalam perkara mu ‘amalah, bukan dalam wilayah

ibadah.

Pembagian al-Tufil terhadap wilayah hukum syariat menjadi dua

kategori besar— ‘ibadah dan mu ‘amalah—Dberakar pada perbedaan antara

hukum yang bersifat fa ‘abbudi (penghambaan) dan hukum yang bersifat

178 Al-Thufi, 1:246.
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ta lilt (berhikmah atau beralasan). Dalam konteks ‘ibdadah, seperti salah,
saum, zakah, dan hajj, al-Tufl menegaskan bahwa hukum tersebut bersifat
tawqifi, yaitu bersandar sepenuhnya pada wahyu tanpa ruang bagi akal untuk
melakukan modifikasi atau penyesuaian. Maka dari itu, penggunaan
maslahah dalam wilayah ‘ibadah dianggap tidak relevan dan bahkan
berpotensi merusak esensi 7bdadah itu sendiri jika diterapkan secara bebas.
Dalam hal ini, al-T@ff menyatakan dengan tegas:

B0y 5 el s e ) ooty B8 D330 ¥ 201 G B

"Karena ia merupakan hak syariat, dan tidak diketahui cara

pelaksanaannya kecuali dari arah syariat itu sendiri, baik melalui nass

maupun ijma " 1”?

Sebaliknya, dalam wilayah mu ‘amalah, seperti transaksi ekonomi,
pemerintahan, kebijakan publik, dan tata sosial, al-TtfTf memberikan ruang
yang luas bagi maslahah untuk menjadi sumber hukum utama. Hal ini karena
perkara-perkara tersebut berkaitan erat dengan realitas kehidupan manusia
yang selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, hukum dalam wilayah
ini bersifat fa 1ili, di mana hikmah atau tujuan syariat (magqdasid) menjadi
dasar utama dalam formulasi hukum. Dalam pandangan al-Tuff,
mendahulukan maslahah dalam wilayah ini justru mencerminkan

responsivitas hukum Islam terhadap tuntutan zaman.

b.  Melalui Pendekatan Takhsis atau Bayan
At-Tufl menegaskan,
G 0l ol oy gl il 56,
Pendahuluan ini dilakukan melalui pendekatan pengkhususan
(takhsis) dan penjelasan (bayan) terhadap nas dan ijma‘.'%"
Secara etimologis, takhsis berarti pengkhususan atau pembatasan.
Sedangkan secara terminologis, takhsis didefinisikan sebagai:
3131 ans 3L 314 5T B g fammased)
"Takhsis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dari lafaz ‘am

(umum) adalah sebagian dari individunya." '8!

19 Al-Thufi, 241.

180 A]-Thufi, 1:237.

181 “Iyad ibn Nami al-Sulami, Usil Al-Figh Alladhi La Yasa‘ Al-Faqih Jahluh, 1st ed. (Riyadh: Dar al-
Tadmuriyyah, 2005), 321.



82

Dengan kata lain, fakhsis berfungsi untuk mengeluarkan sebagian
anggota dari cakupan lafaz umum (‘@m), baik dengan dalil yang eksplisit
maupun implisit.

Takhsis terbagi menjadi dua jenis besar:

1)  Takhsis Munfasil: pengkhususan yang dilakukan dengan dalil

terpisah dari teks utama, seperti ayat lain, hadis, atau ijma’.
Contoh: ayat “A& &< ;) | 5885 (QS At-Tawbah [9]: 36) secara
lahir mencakup seluruh musyrik. Namun, dikhususkan oleh ayat
lain yang mengecualikan mereka yang memiliki perjanjian
damai.'8?

2)  Takhsts Muttasil: pengkhususan yang terkandung dalam teks
utama itu sendiri, seperti istithnd’ (pengecualian), syarat, dan
sifat. Contoh: firman Allah I sl & Y1 dalam ayat yang bersifat
umum menunjukkan pengecualian dari cakupan umum
sebelumnya.!®3
Adapun bayan, secara bahasa berarti penjelasan atau penerangan.

Dalam istilah usi/, al-Juwayni mendefinisikannya sebagai:

(D 5 4 JSEY 5 e s B E13 58 O

“Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari ruang ketidakjelasan

menuju ruang kejelasan. '8

Dengan demikian, fungsi hayan adalah menjelaskan lafaz yang mujmal
(global), musytarak (ambigu), atau mutlag (mutlak), agar dapat diamalkan
secara jelas dan terarah.

Macam-macam bayan meliputi:

1) Bayan al-Mujmal: menjelaskan lafaz yang global. Contoh:

perintah “3&3) 1§13 dijelaskan oleh sunnah tentang nisab, haul,

dan jenis harta.!®

182 Al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 735.

183 Muhammad Al-Khudari, Usul Al-Figh (Cairo: Dar al-Nahda al-Arabiyya, 1990), 146.
184 Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, 4l-Waragat, n.d., 18.
185 Al-Ghazali, AI-Mustashfa, 1:120.
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2) Bayan al-Musytarak: memperjelas makna kata yang
mengandung lebih dari satu makna. Contoh: kata “‘ayn” bisa
bermakna mata, emas, atau mata-mata.'8¢
3) Bayan al-Muthlaq: menjelaskan lafaz mutlak dengan pembatasan

sifat atau jumlah. Contoh: perintah membebaskan budak dalam
kasus kafarah puasa dijelaskan dengan sifat “mu ’minah” pada
konteks lain. '8’

Pendekatan At-Tifi yang menjadikan kemaslahatan sebagai dasar
penafsiran nash tidak dilakukan dengan cara menolak nash secara frontal,
melainkan dengan mekanisme fakhsis dan baydn. Dalam hal ini, hadis “ ¥
Jla Y5 =" (“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling
membahayakan”) memainkan peran penting dalam mekanisme tersebut.

Hadis ini, menurut At-Tuft, adalah ga ‘idah kulliyyah yang bersifat
rasional (ma ‘qil al-ma ‘nd), sehingga dapat digunakan sebagai mugayyid
(pembatas) terhadap niisiis yang bersifat mutlag atau ‘am jika penerapannya
menyebabkan kerusakan atau bahaya (darar). Dalam perspektif ini, hadis
tersebut berfungsi sebagai takhsis terhadap lafaz umum atau bayan terhadap
makna mujmal, yang hasil akhirnya adalah pendahuluan terhadap
kemaslahatan.

Dengan demikian, pendekatan takhsis dan bayan menjadi kerangka
epistemologis At-Tift dalam mengharmoniskan nas dan maslahah, sekaligus
menjadikan ¢da‘idah 1a darara sebagai perangkat hermeneutis dalam

mengedepankan magasid asy-syari ‘ah di atas literalitas nas.

c. Tercakup oleh Hadits "la darar wa la dirar"

At-Tuft menjelaskan,

-2 ~ 2 “

556 ¢50l Al Gl (ol o5 s ) B33 1 B4 1 7

55 (P oz 5] syl b Ukl Gl (g ¥ LSM\ A (K 537l
S &3 o\fu; ‘@‘?’?\? @ PEVELY “-@-1-5@ :9?’21 N2 ubjmd\j 39031
"5::.:..0 ‘»LFM\& }sﬂhd\f\.ﬂ)gdp\’

.

186 Shihab al-Din al-Qarafi, Sharh Tanqgih Al-Fusiil, ed. Tariq ‘Abd al-Rahman (Riyadh: Maktabah al-
Rushd, 2004), 171.
187 al-Shawkani, "Ir§ad Al-Fuhil Ild Tahqiq Al-Haqq Min ‘llm Al-Usil, 121.
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“Kemudian maksudnya adalah: tidak ada bahaya yang berlaku secara
syarT kecuali karena alasan khusus yang bersifat pengecualian.
Adapun pembatasan dengan syari‘at itu karena bahaya menurut
ketentuan taqdir ilahi tidak bisa ditiadakan. Sedangkan pengecualian
adanya bahaya karena alasan khusus itu, karena hudid (hukuman-
hukuman pidana) dan ‘uqiibdt (sanksi-sanksi) merupakan bentuk
bahaya yang menimpa pelakunya, dan hal itu disyariatkan
berdasarkan ijma‘ (kesepakatan para ‘ulama’). Itu dibenarkan karena
adanya dalil khusus. Maka, bahaya itu ditiadakan secara syar T pada
selain apa yang telah dikecualikan.” '3

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kerangka
metodologis At-Tufi, mendahulukan kemaslahatan atas nass dilakukan
bukan dengan menafikan nass secara mutlak, melainkan melalui mekanisme
takhsis dan bayan. Dalam hal ini, yang berfungsi sebagai mukhassis dan
penjelas (bayan) adalah hadis /@ darar wa ld dirar. Oleh karena itu, setiap
nass yang dikalahkan oleh pertimbangan kemaslahatan harus tercakup ke
dalam cakupan makna hadis tersebut. Artinya, tidak semua nass dapat
dikompromikan dengan kemaslahatan, sebab terdapat pula niisiis yang secara
hakikatnya berada di luar cakupan hadis /a@ darar, dan oleh karena itu, tidak
dapat ditaksis oleh prinsip tersebut.

At-Tufl memberikan batasan yang sangat penting dalam hal ini, yaitu
bahwa larangan terhadap bahaya dalam hadis /@ darar bersifat syar ‘7, bukan
bersifat kauni atau gadari. Artinya, tidak semua bentuk bahaya atau kerugian
dapat serta-merta dihilangkan, karena sebagian darinya merupakan bagian
dari takdir Ilahi yang berada di luar jangkauan tanggung jawab syariat.
Adapun yang dapat dinegasikan secara syar 7 adalah bahaya-bahaya yang
tidak didasarkan pada dalil khusus atau tidak termasuk dalam pengecualian
syariat. Misalnya, hukum hudiid seperti rajam, potong tangan, atau qisas,
secara lahiriah merupakan bentuk “bahaya” bagi pelakunya, namun bahaya
tersebut disyariatkan dan disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil

yang khusus. Dengan demikian, hudiid tidak termasuk dalam cakupan hadis

188 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 1:236.
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ld darar, karena adanya pengecualian yang jelas dari ketentuan umum hadis
tersebut. '’

Dari sini menjadi jelas bahwa menurut At-Tufl, hadis /a darar wa la
dirar berfungsi sebagai prinsip bayani dan takhsisi terhadap nisiis syar ‘iyyah
yang menimbulkan madarrah, selama nusis tersebut tidak memiliki
pengecualian yang bersifat muhakkamah. Maka, otoritas maslahah yang
mengalahkan nass tidak bersifat absolut atau liar, tetapi tunduk kepada
koridor teks yang lebih tinggi dan pengecualian-pengecualian yang telah
ditetapkan secara syar ‘7. Dalam kerangka ini, At-Tuff menunjukkan bahwa
prinsip maslahah yang ia ajukan bukanlah bentuk relativisme hukum,
melainkan bagian dari dialektika antara teks, magqasid, dan realitas yang

diikat oleh perangkat usiiliyyah yang terukur.'*

d.  Maslahah Harus Sejalan dengan Maqasid Syari‘ah
Maslahah yang diprioritaskan dalam pandangan At-Tuaft adalah
maslahah yang sejalan dengan maqashid syari’ah. Kesimpulan ini didasarkan
pada definisi maslahah yang dirumuskan sendiri oleh At-TufT.
35 5 33k @LEJ\ >4ias é\ g@“c\ ol
Sebab yang mengantarkan pada tujuan syariat, baik dalam ibadah
maupun kebiasaan.’”’!

Ini berarti bahwa maslahah yang dimaksud bukanlah segala hal yang
tampak membawa manfaat menurut akal atau kepentingan manusia semata,
melainkan maslahah yang secara substansial mengarah kepada tujuan hukum
Islam sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain,
validitas suatu maslahah sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan
magqasid al-syari‘ah, yaitu tujuan-tujuan agung yang menjadi dasar dan arah
dari seluruh ketentuan syariat.'*?

Magqasid al-syari‘ah merupakan prinsip fundamental dalam hukum
Islam yang berfungsi untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari

kerusakan bagi umat manusia. Para ulama klasik, seperti al-Ghazali dan al-

Shatibi, merumuskan bahwa maqasid mencakup lima pokok utama: menjaga

189 Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” Islamic Law and Society 12, no. 2
(2005): 182-83.

190 Rifgi Kurnia Wazzan, “Epistemologi Mashlahah Sebagai Pijakan Figh Indonesia,” n.d.

YU Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 239.

192 a]-Din al-Tafi, Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, 3:3:214.
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agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql), keturunan (hifz al-
nasl), dan harta (hifz al-mal).!**> Tujuan-tujuan ini merupakan fondasi moral
dan sosial dari setiap hukum dalam Islam, baik yang bersifat ibadah maupun
mu‘amalah. Setiap bentuk maslahah yang benar—dalam arti yang sesuai
dengan syariat—harus berkontribusi secara nyata terhadap pemeliharaan
lima hal pokok ini.

At-Tuft memahami bahwa hukum Islam memiliki aspek tetap
(tsawabit) dan aspek yang fleksibel (mutaghayyirat), dan maslahah berada
dalam wilayah fleksibel tersebut.!”* Oleh karena itu, selama suatu
kemaslahatan dapat dipastikan mengarah kepada perlindungan dan
pencapaian maqasid, maka ia memiliki legitimasi untuk didahulukan, bahkan
di atas nash. Dengan menekankan keselarasan antara maslahah dan maqasid,
At-Tuft sebenarnya tidak membuka ruang untuk subjektivisme moral, tetapi
justru mengikat pertimbangan maslahat pada asas normatif dan universal dari
hukum Islam. Inilah yang membedakan maslahah syar‘1 dari maslahah ‘aqli
semata, karena yang pertama tunduk kepada nilai-nilai maqgasid, sedangkan

yang kedua bisa saja melenceng dari ruh syariat.

Penerapan Teori Maslahah Najmuddin at-Tufi terhadap Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini akan dikaji penerapan teori maslahah menurut Najmuddin at-Tuft
dalam menghadapi sejumlah isu kontemporer yang kerap dianggap bertentangan dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa isu yang dimaksud antara lain
ketimpangan hak waris antara laki-laki dan perempuan, pembatasan terhadap kebebasan
beragama serta hukuman bagi pelaku murtad, keterbatasan peran perempuan dalam ranah
politik dan kepemimpinan, serta praktik poligami. Keseluruhan isu ini menimbulkan
perdebatan tajam antara pihak yang mengedepankan otoritas nass dan mereka yang
menyerukan perlunya reinterpretasi hukum Islam demi menjamin keadilan sosial dan
kesetaraan hak dalam kerangka HAM modern.

Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis apakah dalil-dalil syar 7 yang
berkaitan dengan isu-isu tersebut dapat ditafsir ulang atas dasar kemaslahatan,

sebagaimana diatur dalam teori maslahah Najmuddin at-Tiifl. Analisis akan difokuskan

193 Al-Ghazali, Al-Mustashfa, 1:286; al-Syathibi, Al-Muwdfagat, 2:8-9.
194 Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 21-22.
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pada pemenuhan syarat-syarat yang diajukan oleh at-Tufi. Namun demikian, penulis
secara khusus mengecualikan pembahasan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan
hukum Audiid. Walaupun hukum hudiid juga kerap dinilai bertentangan dengan HAM,
at-Tuft secara eksplisit mengecualikan perkara hudiid dari ruang lingkup kaidah /a darar
wa la dirar dan penerapan maslahah, karena ia berdiri di atas dalil khusus dan ijma “ yang
tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, hudiid tidak dimasukkan ke dalam contoh

penerapan teori ini dalam pembahasan berikut.

1. Ketimpangan Hak Waris antara Laki-Laki dan Perempuan

Kata waris berasal dari akar kata waritsa (&,3), yang memiliki beberapa
makna dalam bahasa Arab, antara lain: (1) mengambil alih kepemilikan sesuatu
setelah pemilik sebelumnya meninggal dunia; (2) mengambil alih peran atau status
orang lain, seperti anak menggantikan posisi orang tua. Menurut Ibn Manzir, kata
waris digunakan untuk menggambarkan proses pengambilalihan hak atau tanggung
jawab dari seseorang yang telah meninggal dunia. '

Secara istilah, Imam al-Ghazali mendefinisikan waris sebagai “pemindahan
kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya,
berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, atau kebebasan (untuk budak).”
Imam al-Nawaw1 menjelaskan bahwa waris adalah “harta yang ditinggalkan oleh
seseorang setelah meninggal dunia, yang dibagikan kepada ahli warisnya sesuai
» 196

dengan ketentuan syariat.

Allah Swt. berfirman:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih

195 Manzur, Lisan Al-Arab, 15:342.
19 Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Rawdat Al-Talibin Wa ‘Umdat Al-Muftin (Beirut: Al-
Maktab al-Islami, 1991), 5:45.



88

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika

anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta).

Dan untuk kedua ibu-bapak, masing-masing memperoleh seperenam dari

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang

meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja,
maka ibunya memperoleh sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,

Mahabijaksana.. (QS. An-Nisa’: 11)

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa dalam pembagian warisan, bagian
laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, terutama dalam kasus warisan anak-
anak. Ibn Kasir menjelaskan bahwa ayat ini adalah hukum pasti (gat 7) yang tidak
boleh diubah. 17

Dari Jabir bin ‘Abd Allah radiyallahu ‘anhu, ia berkata:

A 055 6 108 8 ) 5l ) e i S ) ke
saih . 0 W g o Wb B ges by sl g e b a1 0B

Pl (i g Al s (el ey OF 8 ) o
“Istri Sa‘ad bin al-Rabi* datang membawa dua putrinya dari Sa ‘ad kepada
Rasilullah % dan berkata, ‘Wahai Rasiilullah, ini adalah dua putri Sa‘ad

~
£ 0

I sl

yvang terbunuh bersamamu dalam Perang Uhud. Paman mereka (saudara
laki-laki Sa ‘ad) mengambil seluruh harta mereka dan tidak menyisakan apa
pun untuk mereka.’ ... Lalu Rasilullah 2 memutuskan bahwa dua putrinya
mendapat dua pertiga, istrinya mendapat seperdelapan, dan sisanya untuk

paman mereka.” (H.R. Abt Dawud, no. 2890)

Kisah ini menunjukkan praktik Nabi # dalam menerapkan pembagian

warisan sesuai Q.S. al-Nisa’: 11, di mana anak perempuan mendapat separuh

197 Abu Al-Fida’ Ismail bin *Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-’Azhim (Dar Tayyibah li Nashr wa
Tawzi’, n.d.), 2:216.
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bagian anak laki-laki (dua anak perempuan mendapat %, sedangkan jika ada anak
laki-laki, ia akan mendapat % sendirian).

Ibn Qudamah menegaskan bahwa:

5230 091 3 ) s e S0 51 i

Ulama telah sepakat (ijma‘) bahwa bagian laki-laki seper;‘i dua bagian

perempuan dalam warisan anak dan saudara kandung.’”®

Muhammad ‘Alt al-Sabiint juga menguatkan:

5 o Gsbleddt a8 35 (ot 5 ¥ B 8215 0T Jogidlt OB

dngh § Y Gano S0

“Ketentuan waris dalam al-Qur’an dan Sunnah bersifat qat‘T (pasti) dan

tidak boleh diubah. Umat Islam telah sepakat (ijma‘) bahwa laki-laki

mendapat dua kali lipat bagian perempuan dalam warisan.” '’

Untuk menjelaskan hal itu, Imam al-Nawaw1 menggambarkan hikmahnya:
sl B8 53 s Jup OF ey Gt s e S s 1y
NS 385 ol A5 (G 811335 Gakan Wl 58,815 el il
"Oleh }carena itu, di})erikan kepada laki-laki dua kali bagian perempuan,
karena laki-laki menanggung banyak beban seperti menafkahi keluarga,
menjamu tamu, membebaskan budak, membantu para peminta, menanggung
denda, dan lain-lain." "

Al-Zuhayli menyebutkan bahwa, dari total 34 bentuk kemungkinan
pewarisan yang disebutkan dalam figh, hanya 4 kasus saja di mana perempuan
mendapat setengah bagian laki-laki, 10 kasus perempuan mendapat sama dengan
laki-laki, dan 16 kasus perempuan lebih banyak atau satu-satunya pewaris.?"!

Meskipun demikian, isu pembagian hak waris bagi perempuan dalam hukum
Islam, khususnya ketentuan bahwa perempuan mewarisi setengah dari bagian laki-
laki ini, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi

Manusia (HAM) modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender secara mutlak.

Dalam perspektif HAM, setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak

198 Qudamah, AI-Mughni, 6:4.

199 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, trans. M Abdul Ghoffar (Jakarta:
Gema Insani Press, 1995), 45.

200 Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (Dar Thya’ At-Turats Al-
‘Arabi, n.d.), 11:53.

201 Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, 8:11.
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memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam seluruh aspek kehidupan,
termasuk dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, ketentuan
syariat ini dipandang diskriminatif oleh sebagian kalangan karena memberikan hak
yang lebih kecil kepada perempuan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, tanpa
mempertimbangkan peran sosial, ekonomi, atau kontribusi aktual dalam keluarga
dan masyarakat. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit antara pemahaman
tekstual terhadap hukum waris Islam dan tuntutan kesetaraan yang dikampanyekan
oleh nilai-nilai universal HAM.

Untuk menyelaraskan syariat Islam dengan prinsip HAM, ketentuan waris
yang menetapkan bagian perempuan setengah dari laki-laki dapat
direkontekstualisasi melalui pendekatan maslahah Najmuddin at-Tafi. Dengan
menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kerusakan, at-Tift membuka ruang untuk meninjau ulang hukum ketika
realitas sosial berubah, termasuk dalam hal tanggung jawab ekonomi perempuan

yang kini setara atau lebih besar dari laki-laki.?0?

a.  Berada Dalam Dimensi Mu‘amalah
Mendahulukan maslahah atas dalil-dalil pembagian waris yang
menetapkan perempuan mendapat setengah dari laki-laki dapat dipandang
memenuhi syarat yang diajukan oleh At-Tufi, karena isu waris termasuk
dalam kategori mu ‘amalah, bukan ‘ibadah. Warisan merupakan bagian dari
tata sosial dan sistem ekonomi yang tunduk pada perubahan zaman dan

kondisi masyarakat, sehingga dapat dianalisis melalui pendekatan fa 7il7.2%3

b.  Melalui Pendekatan TakhsTs atau Bayan
Pendekatan At-Taft yang mengedepankan kemaslahatan melalui
mekanisme takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan) tidak serta-merta
menolak teks syar 7 secara langsung. Dalam konteks pembagian warisan,
khususnya mengenai bagian anak perempuan yang setengah dari anak laki-
laki sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. al-Nisa': 11, pendekatan ini akan
terlebih dahulu menganalisis ayat dan praktik Nabi 2 secara hermeneutis.

Ayat ini memiliki redaksi eksplisit dan bersifat gat 7 dalam hal hukum dan

202 Mulsir Irawanda, Muhammad Wildan, and H M Thahir Maloko, “Analisis Maslahah Najmuddin Al-
Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan,” Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2025,
https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1658.

203 Munawir Sajali, “Kepemimpinan Perempuan: Analisis Kepala Negara Perempuan Menurut Teori
Maslahat Najmuddin Al-Tufi,” 2016, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70927.
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makna, sehingga secara prinsip tidak dapat diubah. Bahkan hadis Jabir bin
‘Abd Allah dan i{jma * ulama menunjukkan bahwa ketentuan ini diterapkan
langsung oleh Nabi ¥ dan disepakati para fugaha’ sepanjang zaman,
menambah kekuatan otoritatifnya sebagai ketetapan tetap (faridah min
Allah).2%

Namun, At-Tufi berpendapat bahwa dalam kondisi di mana penerapan
literal dari nass menimbulkan darar (kerusakan) atau ketidakadilan nyata
yang bertentangan dengan magqgasid al-syari‘'ah, maka nass tersebut dapat
ditakhsiskan oleh prinsip la darar wa la dirar, yang ia anggap sebagai kaidah
rasional universal (ma ‘qiil al-ma'na) dan qa‘idah kulliyyah.?®> Dengan
demikian, apabila konteks sosial berubah secara drastis—misalnya
perempuan menjadi penanggung nafkah keluarga, atau hukum waris
konvensional justru mengakibatkan kerugian mendalam bagi pihak
perempuan—maka prinsip maslahah dapat digunakan sebagai dalil takhsis
munfasil terhadap keumuman atau kemutlakan ayat. Dalam hal in1, maslahah
tidak membatalkan hukum asal, melainkan berfungsi sebagai pengecualian
kontekstual yang sifatnya terbatas.

Akan tetapi, pertanyaannya adalah: apakah ketentuan “laki-laki
mendapat dua kali bagian perempuan” dalam Q.S. al-Nisa’: 11 termasuk
dalam lafaz ‘@m (umum) atau bersifat mutlag (mutlak) yang memungkinkan
adanya takhsis atau taqyid? Tampaknya, ayat tersebut bukan hanya bersifat
‘am, tetapi juga mubayyan, yakni telah dijelaskan secara rinci dalam lafaz
dan praktik Nabi %, sehingga kecil kemungkinan bagi pendekatan fakhsis
dan bayan untuk diberlakukan tanpa ada indikasi eksplisit dari teks lain atau
perubahan realitas yang sangat kuat. Bahkan jika digunakan pendekatan
bayan, maka penjelasan Nabi *# terhadap praktik pewarisan, seperti dalam
hadis Jabir, sudah menegaskan bahwa tidak ada ijmal atau musytarak dalam
ayat tersebut.?

Dengan demikian, upaya mendahulukan maslahah atas ketentuan

bagian waris perempuan harus ditempatkan dalam kerangka yang sangat

204 [rawanda, Wildan, and Maloko, “Analisis Maslahah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan

Anak Perempuan.”

205 Trawanda, Wildan, and Maloko.
206 Trawanda, Wildan, and Maloko.
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terbatas. la hanya dapat dipertimbangkan dalam situasi darurat atau ekstrem
yang mengancam magqasid al-syari‘ah secara langsung, seperti pemiskinan
struktural terhadap perempuan yang tidak ditanggung nafkahnya oleh laki-
laki sebagaimana seharusnya menurut hukum Islam. Dalam kondisi seperti
ini, prinsip maslahah berfungsi sebagai bayan terhadap makna aplikatif dari
teks, bukan terhadap teks itu sendiri. Pendekatan At-Tuf1 tidak memberikan
kewenangan mutlak untuk mengubah hukum gat ‘7, melainkan memberi
ruang interpretasi terhadap implementasi hukum dalam realitas sosial melalui
perangkat bayan dan takhsis yang ketat dan bertanggung jawab.

Tercakup oleh Hadits "La Darar wa La Dirar"

Mendahulukan kemaslahatan atas ketentuan bagian waris perempuan
yang setengah dari laki-laki sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Nisa’: 11
tidak dapat dibenarkan menurut kerangka teori At-TafT jika tidak memenuhi
syarat tercakupnya kasus tersebut dalam cakupan makna hadis /a@ darar wa
la dirar. At-Tufi menegaskan bahwa kaidah ini hanya berlaku untuk
menghilangkan bahaya yang tidak disyariatkan secara khusus dan tidak
termasuk dalam pengecualian syar 7. Adapun pembagian warisan dalam Al-
Qur’an telah ditetapkan secara gat 7 dan disertai dengan praktik Nabi # yang
tegas sebagaimana dalam riwayat tentang dua anak perempuan Sa‘d bin al-
Rabi’, serta telah menjadi ijma‘ para ulama, sehingga menjadikannya
termasuk dalam kategori hukum syar 7 yang memiliki dalil khusus dan tidak
dapat ditakhsiskan oleh hadis /@ darar.>"

Oleh karena itu, meskipun sebagian pihak beranggapan bahwa
pembagian tersebut menimbulkan ketimpangan gender dalam konteks
modern, namun secara metodologis dalam teori At-Tuf1, ketetapan waris ini
tidak dapat dikalahkan oleh pertimbangan maslahah karena tidak tercakup
dalam larangan umum terhadap bahaya yang bisa dinegasikan oleh syariat.
Dengan demikian, maslahah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah
bagian waris perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah

usiliyyah yang dijaga oleh At-Tufi sendiri.?*®

207 Al-Thufi, Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba’in, 245.
208 [rawanda, Wildan, and Maloko, “Analisis Maslahah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan

Anak Perempuan.”
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d.  Maslahah Harus Sejalan dengan Maqasid Syari‘ah

Mendahulukan maslahah atas dalil pembagian waris yang menetapkan
bagian perempuan setengah dari laki-laki (Q.S. al-Nisa’: 11) tidak dapat
dikatakan memenuhi syarat yang diajukan oleh At-Tuf1 apabila maslahah
tersebut tidak secara jelas sejalan dengan magasid al-syari‘ah. Dalam
pandangan At-Tufi, maslahah yang sah untuk mendahului nass adalah
maslahah yang menjadi "al-sabab al-mu’addi ila magsid al-syar™, yaitu
sebab yang mengantarkan pada tujuan utama syariat. Ketentuan waris dalam
ayat tersebut telah dirumuskan dalam bentuk yang pasti dan gat 7, dengan
pertimbangan magqasid yang meliputi perlindungan terhadap harta (hifz al-
mal), keadilan keluarga, dan stabilitas sosial. Ketetapan bagian perempuan
setengah dari laki-laki tidak dapat dipandang sebagai ketidakadilan atau
bentuk ketertindasan, karena dalam kerangka magasid, laki-laki memikul
tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam struktur keluarga Islam.?%

Oleh karena itu, argumen maslahah yang hanya berlandaskan pada
kesetaraan gender modern, tanpa bukti kuat bahwa ia lebih menjamin
magqasid al-syari ‘ah daripada nass itu sendiri, tidak cukup untuk takhsis ayat
tersebut menurut metodologi At-Tuf1.!°

Lebih lanjut, At-Tuft menegaskan bahwa maslahah harus tunduk pada
prinsip magasid yang berlandaskan wahyu, bukan pada persepsi utilitarian
semata. Maslahah yang dianggap mendesak atau relevan oleh masyarakat
kontemporer belum tentu memenuhi kriteria syar 7 jika tidak selaras dengan
lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Maka dari itu, perubahan terhadap ketetapan syariat yang gat 7 seperti waris,
dengan dalih maslahah, justru berisiko merusak magasid itu sendiri.?!!

Dalam hal ini, At-Tafl membedakan dengan tegas antara maslahah
yang bersifat syar 7 dan yang hanya bersifat rasional atau emosional. Jika

rekonstruksi hukum waris dilakukan hanya demi memenuhi standar

209 Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to
8th/14th Century, 145-46.

219 Imas Setiyawan, “Konsep Maslahah Menurut Imam Malik Dan Al-Tufi (Studi Komparatif Tentang
Maslahah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi),” Jurnal Keislaman 3, no. 1 (2020): 14042,
https://doi.org/10.54298/jk.v3i1.3350.

211 Munadi Munadi and Budi Iswanto, “The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and Its Relevance
of Sharia Business,” I[IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 9, mno. 2 (2020): 210-11,
https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526.
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kesetaraan formal versi Barat, namun mengabaikan tanggung jawab sosial
dalam struktur keluarga Islam, maka itu tidak bisa disebut sebagai maslahah
syar iyyah dalam pandangan At-Tuft. Justru sebaliknya, mempertahankan
ketentuan waris sebagaimana adanya adalah bentuk perlindungan terhadap
magqasid yang telah ditetapkan secara tekstual dan ijma ‘ oleh syariat.?!?
Meskipun ketentuan waris dalam Islam yang memberikan bagian perempuan
setengah dari bagian laki-laki sering dipandang bertentangan dengan prinsip
kesetaraan gender dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), pendekatan
maslahah yang ditawarkan oleh Najmuddin al-Taf1 justru menunjukkan kehati-
hatian epistemologis dalam merekonsiliasi hukum syariah dengan nilai-nilai
universal tersebut. Menurut al-Tufi, syariat pada hakikatnya ditujukan untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia, dan oleh karena itu, sangat mungkin
membuka ruang perubahan hukum ketika terjadi pertentangan nyata antara teks dan
kebutuhan maslahah yang hakiki. Namun demikian, dalam konteks waris, al-Tufi
menetapkan batas metodologis yang ketat karena ayat Q.S. al-Nisa’: 11 bersifat
gatT dan mubayyan, serta telah diamalkan secara langsung oleh Nabi ¥ dan
menjadi ijma‘ umat. Dalam kerangka HAM, hal ini menunjukkan bahwa tidak
semua bentuk ketimpangan dalam distribusi harta dapat serta-merta dianggap
diskriminatif, melainkan perlu ditinjau berdasarkan struktur sosial, tanggung jawab
ekonomi, dan prinsip keadilan substantif dalam kerangka syariah.?!3
Lebih jauh, kritik terhadap ketentuan waris Islam dari perspektif HAM sering
kali didasarkan pada prinsip kesetaraan formal tanpa mempertimbangkan dimensi
maqasid al-syari‘ah yang lebih substantif. Dalam metodologi al-Tufi, maslahah
yang dapat mendahului nass harus benar-benar mampu menjamin perlindungan
tujuan syariat, seperti keadilan, perlindungan harta, dan stabilitas sosial keluarga.
Maka, dalam konteks HAM, rekontekstualisasi hukum waris tidak dapat dilakukan
hanya atas dasar tuntutan ideologis kesetaraan gender, melainkan harus dibuktikan
bahwa realitas kontemporer menimbulkan darar syar 7 yang nyata dan tidak lagi
dapat ditampung oleh hukum asal. Dengan demikian, pendekatan al-Tufi tidak

serta-merta menolak nilai-nilai HAM, tetapi mengarahkan integrasinya secara

212 Maimun Maimun and others, “Analyzing the Maduranese’s Traditional Inheritance from Al-Tafi’s
Maslahah Theory,” Al-"Adalah 19, no. 2 (2021): 85-806,
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8649.

213 Ron Shaham, Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Sheikh Rashid Rida (Leiden: Brill,
2018).
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proporsional melalui kerangka magqasid yang valid, agar hak perempuan
diperjuangkan bukan dengan menyalahi teks, melainkan melalui upaya interpretasi

yang tetap setia pada esensi syariat.?!4

2.  Pembatasan terhadap Kebebasan Beragama dan Murtad

Allah swt. berfirman,

géjé‘}\j G J (.fi\.o.c\ u.’a.r al..;j{s P A5 Sdad ays e F‘g"" LN :,53
RPRUERVILIE W] ool aJ.ij\g
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati
dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan
di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
(QS. Al-Bagarah: 217)
Rastlullah saw. bersabda,
o5l456 ks J% o
Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia.

(H.R. al-Bukhari, no. 6922)

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas radiyallahu ‘anhuma, Rasiilullah Saw. bersabda:

S e iy ) gl Gl & ) 4 ¥ Oof gk okh 54 85 44 Y

1lasl) Byadll cand )85 (maBY 51 (i)

"Tidak halal darah seorang Muslii;i kecuali kal:ena sc;lah satu dari tiga

perkara: (1) orang yang berzina muhsan (sudah menikah), (2) jiwa dibalas

dengan jiwa (qisas), dan (3) orang yang meninggalkan agamanya dan
memisahkan diri dari jamaah Muslim." (H.R. al-Bukhari, no. 6878; Muslim,

no. 1676)

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., fenomena kemurtadan muncul di
kalangan sebagian umat Islam. Para sahabat Nabi mengambil tindakan tegas
terhadap mereka yang murtad, baik melalui upaya damai maupun tindakan militer,
untuk menjaga keutuhan dan stabilitas komunitas Muslim. Abu Bakar Ash-
Shiddiq, sebagai khalifah pertama, mengirim surat kepada mereka yang murtad,
mengajak mereka kembali kepada Islam sebelum mengambil tindakan militer.

Dalam suratnya, beliau menyatakan, “Saya sudah mengeluarkan perintah kepada

214 Zeeshan Chaudri, “Najm Al-Din Al-Tufi \& His Theory of Maslahah,” 2018.
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seseorang memimpin pasukan bersenjata yang terdiri atas kaum Muhajirin, Ansar,
dan para pengikut yang baik, kepadamu sekalian, dan saya perintahkan untuk
tidak memerangi dan membunuh siapa pun sebelum diajak mematuhi ajaran
Allah.” Setelah upaya damai tidak membuahkan hasil, Abu Bakar memerintahkan
ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Riddah untuk memerangi kaum
murtad dan mengembalikan stabilitas umat Islam.?!>

Ali bin Abi Thalib pernah menghadapi sekelompok orang yang murtad dari
Islam. Beliau memerintahkan agar mereka dibakar. Namun, ketika berita ini
sampai kepada Ibnu Abbas, ia berkata, "Sungguh, aku tidak akan pernah
membakar mereka dengan api, karena Rasiilullah SAW bersabda, 'Janganlah
kalian menghukum dengan hukuman Allah (yaitu api)." Dan aku akan membunuh
mereka sesuai sabda Rasiilullah SAW, 'Barangsiapa yang mengganti agamanya,
maka bunuhlah dia."" (HR. At-Tirmidzi, no. 1378)

Dalam konteks kontemporer, penerapan hukuman mati bagi pelaku murtad
menuai perdebatan serius, terutama dalam bingkai hak asasi manusia (HAM) yang
menjunjung tinggi kebebasan beragama. Pasal 18 Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk
berpindah agama atau kepercayaan.’!® Hal ini menimbulkan ketegangan antara
teks-teks normatif keagamaan klasik dengan prinsip-prinsip universal yang
berkembang dalam ranah hukum internasional. Dalam hal ini, dalil-dalil
sebelumnya akan di tinjau kembali melalui pendekatan konsep maslahah

Najmuddin At-Tufi.

a.  Berada Dalam Dimensi Mu‘amalah
Hukuman mati bagi orang murtad merupakan isu hukum yang
memerlukan klasifikasi terlebih dahulu: apakah termasuk dalam wilayah
ibdadah yang bersifat murni teologis, atau termasuk dalam wilayah
mu ‘amalah yang berkaitan dengan tata kehidupan sosial-politik. Dalam
kerangka pemikiran Najmuddin al-Taf1, perbedaan ini menjadi krusial karena

hanya dalam wilayah mu ‘amalah-lah pertimbangan maslahah dapat

1987).

215> Muhammad Husein Haekal, Abu Bakar Ash-Shiddiq’: Yang Lembut Hati (Pustaka Litera AntarNusa,

216 United Nations, Universal Declaration of Human Rights.
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didahulukan atas nass atau ijma ‘. >’

Jika kemurtadan dipandang sebagai
semata-mata penyimpangan akidah dan pelanggaran terhadap keyakinan
yang bersifat ta ‘abbudi, maka hukuman terhadap pelakunya tidak boleh
ditentukan oleh pertimbangan rasional atau maslahat kontekstual, melainkan
harus mengikuti wahyu secara ketat. Dalam hal ini, sanksi terhadap murtad
berada dalam ranah ‘ibadah, sehingga tertutup ruang bagi reinterpretasi
berbasis maslahat.

Namun, apabila dilihat dari latar historis dan praktik sahabat, terutama
pada masa Abu Bakar al-Siddiq dalam Perang Riddah, tampak bahwa
tindakan tegas terhadap orang murtad lebih banyak didorong oleh alasan
politis dan sosial, yaitu untuk menjaga stabilitas negara dan kesatuan umat
Islam.?'® Banyak dari mereka yang murtad tidak hanya meninggalkan Islam
sebagai keyakinan, tetapi juga memisahkan diri dari komunitas Muslim,
membangkang terhadap otoritas negara, dan memicu konflik bersenjata. Hal
ini menunjukkan bahwa kemurtadan dalam konteks itu bukan hanya masalah
keyakinan pribadi, tetapi juga tindakan subversif yang mengancam tatanan
masyarakat. Dengan demikian, hukuman terhadap mereka dapat dipahami
sebagai kebijakan dalam ranah mu ‘amalah, bukan ‘ibadah. Oleh karena itu,
menurut pendekatan al-Tift, sah untuk mempertimbangkan maslahah dalam
menilai relevansi hukuman mati atas murtad di konteks kekinian, di mana
kondisi sosial, politik, dan pemahaman hak asasi manusia telah mengalami

banyak perubahan.?!

b.  Melalui Pendekatan Takhsis atau Bayan
Dalam Al-Qur’an, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai
hukuman duniawi bagi orang yang murtad. Ayat-ayat tentang murtad seperti
QS. Al-Baqarah [2]: 217, QS. An-Nisa’ [4]: 137, atau QS. Ali ‘Imran [3]:
86-91, umumnya menjelaskan ancaman siksa akhirat bagi pelaku murtad,
tanpa mencantumkan bentuk hukuman dunia seperti hukuman mati.??

Ketidakjelasan (ijmal) ini meniscayakan pendekatan bayan (penjelasan),

yakni suatu metode dalam ilmu ushul fikih untuk mengeluarkan makna dari

217 Al-Thufi, Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba’in.

218 Yiisuf al-Qaradawi, Min Hady Al-Islam: Fatawd Mu ‘asirah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1994), 434.

219 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University
of Chicago Press, 1982), 21.

220 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 351.
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kondisi samar atau umum ke arah yang lebih jelas dan terperinci. Maka,
dibutuhkan bayan untuk memahami apakah murtad harus dihukum di dunia,
dan jika iya, dalam bentuk seperti apa. Dalam hal ini terdapat dua
kemungkinan metode bayan: pertama, melalui hadis “man baddala dinahu
faqtulith” (“barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”);
dan kedua, melalui kaidah [l@ darara wa la dirar (“tidak boleh
membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan”).??!

Jika kita mengambil pendekatan bayan melalui hadis man baddala
dinahu, maka hadis ini dipahami sebagai penjelas terhadap ayat-ayat murtad
yang tidak menyebutkan sanksi duniawi.??> Namun, pendekatan ini memiliki
sejumlah problematik. Hadis tersebut bersifat singkat, tidak disertai dengan
syarat-syarat tambahan (mutlak), dan tidak terdapat penjelasan apakah yang
dimaksud adalah murtad yang bersifat ideologis, politis, atau keduanya.
Dalam konteks sejarah Islam awal, banyak kasus murtad yang bersifat politis,
seperti dalam Perang Riddah, yang mana murtad dikaitkan langsung dengan
pembangkangan terhadap otoritas negara Madinah. Maka, jika hadis tersebut
digunakan secara mutlak, tanpa pembacaan kontekstual, dikhawatirkan akan
menghasilkan penerapan hukum yang tidak proporsional dan bertentangan
dengan prinsip maqasid asy-syari‘ah.??

Sebaliknya, jika pendekatan bayan dilakukan melalui hadis la@ darara
wa la dirar, maka penjelasan terhadap ayat-ayat murtad diarahkan kepada
pertimbangan dampak kemanusiaan dan sosial. Dalam konteks ini, jika
pemberlakuan hukuman mati atas murtad menimbulkan kerusakan lebih
besar—seperti pelanggaran terhadap hak hidup, ketegangan antaragama, atau
fitnah terhadap Islam—maka hadis tersebut berfungsi sebagai mugayyid
(pembatas) terhadap dalil-dalil yang bersifat mutlak atau umum.??*
Pendekatan ini sesuai dengan metode al-Tufi, yang menempatkan maslahat
sebagai mekanisme fakhsis dan bayan terhadap nash yang dapat
menimbulkan darar jika dipahami secara literal. Oleh karena itu, pendekatan

bayan melalui kaidah /a darara lebih cocok dan proporsional dalam konteks

221 a]-Syathibi, 4l-Muwafaqat, 265.

222 Qudamah, AI-Mughni, 10:78.

223 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 362.
224 Al-Thufi, Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba’in.
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kekinian. Ia tidak membatalkan hadis man baddala dinahu, tetapi
mengarahkannya kepada konteks historis-politik yang lebih tepat, sekaligus

menjaga tujuan syariat dalam merespons perubahan sosial yang dinamis.

c. Tercakup oleh Hadits "la darar wa la dirar"

Dalam kerangka pemikiran At-Tuft, hadis la darar wa la dirar
memiliki kekuatan sebagai ga ‘idah kulliyyah yang dapat mengalahkan nash
lain bila penerapan nash tersebut menimbulkan bahaya (darar) yang tidak
dibenarkan secara syar‘i. Namun, At-Tufi memberikan batasan penting
bahwa larangan bahaya dalam hadis tersebut bersifat syar‘i, bukan kauni atau
gadari. Oleh karena itu, bentuk bahaya yang telah disyariatkan secara
khusus—seperti hudiid dan ‘ugibat—tidak tercakup dalam larangan
tersebut, karena telah ada dalil khusus yang mengecualikannya. Maka,
pertanyaannya adalah: apakah hukuman mati bagi orang murtad termasuk ke
dalam kategori hudiid yang bersifat definitif dan telah disepakati ijma‘,
ataukah ia hanya bentuk ta zir atau kebijakan politik yang lahir dari kondisi
sosial-politik tertentu???

Jika hukuman mati bagi orang murtad dikategorikan sebagai bagian
dari hudiid, maka secara metodologis ia tidak dapat dikesampingkan oleh
pertimbangan maslahat, karena hudiid merupakan pengecualian dari cakupan
hadis /a darar, sebagaimana dijelaskan oleh At-Tuft. Namun, peninjauan
terhadap sumber-sumber syar‘i menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak
menetapkan hukuman duniawi secara eksplisit terhadap orang murtad,
melainkan hanya menyebutkan ancaman azab ukhrawi.??® Sementara itu,
hadis “man baddala dinahu faqtulih” bersifat khabar ahad dan tidak
menjelaskan secara rinci konteks, syarat, atau bentuk murtad yang
dimaksud.?”’ Ini membuka kemungkinan bahwa hukuman tersebut tidak
bersifat hadd dalam arti teknis, melainkan bagian dari fa zir atau bahkan
keputusan politik atas bentuk murtad yang mengarah pada pemberontakan

terhadap komunitas muslim.?%8

225 Al-Thufi.

226 Muhammad Abii Zahrah, Al-Jarimah Wa Al- ‘Ugiibah Fi Al-Figh Al-Islami (Cairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, n.d.), 68.

227 al-Biiti, Dawabit Al-Maslahah Ft Al-Shari ‘ah Al-Islamiyyah, 176.

228 Yusuf al-Qaradawi, Hurriyyah Al-‘Agidah Ft Al-Islam (Cairo: Maktabah Wahbah, 1990), 90.
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Dengan demikian, apabila hukuman mati atas orang murtad tidak
memenuhi syarat sebagai hadd yang ditetapkan secara qat‘l dan ijma‘, maka
ia tetap berada dalam cakupan hadis /@ darar wa la dirar. Dalam konteks ini,
mendahulukan kemaslahatan dan menolak bahaya yang ditimbulkan oleh
penerapan hukuman mati terhadap murtad di masa kini menjadi sah dan
sejalan dengan metode At-Tufi, yakni melalui pendekatan takhsis dan
bayan.?*® Hal ini senada dengan pembahasan sebelumnya bahwa pendekatan
bayan atas nash murtad bisa diarahkan pada dua jalur: pertama,
menjadikannya bagian dari hudiid melalui hadis man baddala dinahu, dan
kedua, membacanya melalui prinsip /@ darar, yang dalam pandangan At-Tuft
memiliki kekuatan untuk membatasi nash umum jika terbukti menimbulkan

kerusakan yang lebih besar. 23°

d.  Maslahah Harus Sejalan dengan Maqasid Syari‘ah

Meninggalkan hukuman mati bagi orang murtad atas dasar
kemaslahatan dapat dikatakan sejalan dengan magasid al-syari‘ah jika
kemaslahatan tersebut benar-benar mengarah kepada perlindungan dan
pencapaian tujuan-tujuan utama syariat, seperti menjaga agama (hifz al-din),
menjaga jiwa (hifz al-nafs), serta menjaga stabilitas sosial dan mencegah
fitnah terhadap Islam.?*! Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan
terbuka, penerapan hukuman mati atas kemurtadan justru dapat
memunculkan persepsi negatif terhadap Islam sebagai agama yang tidak
menjamin kebebasan beragama, padahal Al-Qur’an sendiri secara eksplisit
menegaskan prinsip /@ ikraha fi al-din (tidak ada paksaan dalam beragama).
Maka, dalam kerangka pemikiran At-TufT, ketika sebuah nash seperti hadis
“man baddala dinahu faqtulith” tidak memiliki kekuatan gatT dan tidak
termasuk dalam kategori hudiid yang jelas dan ijma‘, maka ia masih bisa
ditakhsis dan ditakwil melalui pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas.?3

Posisi kemaslahatan dalam kasus ini berada pada perlindungan
terhadap citra Islam secara global, menjamin keberlangsungan dakwah yang

damai, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak

229 Al-Thufi, Al-Tayin Fi Syarh Al-Arba’in, 211.

20 Al-Thufi, 211.

21 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 52.
232 al-Biiti, Dawabit Al-Maslahah Ft Al-Shari ‘ah Al-Islamiyyah, 178.
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ekstremis yang bisa menjadikan dalil hukuman murtad sebagai alat represi

terhadap kebebasan berpikir umat Islam sendiri. 2*3 Jika dilihat dari sudut

pandang maqasid, meninggalkan hukuman mati justru mendukung prinsip

menjaga agama dan akal, karena membuka ruang bagi pendekatan dakwah

yang rasional dan tidak menimbulkan antipati publik terhadap Islam.?3*
Dengan demikian, kemaslahatan yang dimaksud bukanlah maslahat yang
lahir dari opini subjektif atau tuntutan zaman semata, tetapi maslahat yang
berakar kuat dalam kerangka normatif maqasid syari‘ah.

Apabila hukuman mati bagi orang murtad tetap dipertahankan tanpa
mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya umat Islam saat ini,
maka darar (bahaya) yang lebih besar bisa terjadi. Antara lain, kerusakan
terhadap reputasi Islam sebagai agama yang menjunjung nilai-nilai keadilan
dan rahmat, berkembangnya persepsi internasional bahwa Islam tidak
kompatibel dengan hak asasi manusia, dan meningkatnya ketegangan
antarumat beragama. Dalam kerangka hadis la darar wa la dirar, kerusakan
seperti ini tergolong sebagai darar yang harus dihindari secara syar‘i, karena
tidak ada dalil qat‘T yang secara eksplisit mengecualikannya.?’> Maka,
pertimbangan kemaslahatan dalam meninggalkan hukuman mati bagi
murtad—selama tidak menyentuh prinsip-prinsip yang qat‘i—dapat
dibenarkan secara metodologis dan substansial menurut At-Tif1, karena tetap
setia pada misi syariat: menghadirkan kebaikan dan menolak kerusakan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bagi orang

murtad lebih tepat dipahami sebagai bagian dari wilayah mu ‘aGmalah ketimbang
‘ibadah. Dalam konteks pemikiran Najmuddin at-Tafi, hal ini membuka ruang
jjttihad dengan mempertimbangkan maslahat sebagai prinsip utama dalam
merespons fenomena sosial yang berubah.?3¢ Praktik sahabat pada masa awal
Islam, seperti Perang Riddah di masa Abu Bakar, menunjukkan bahwa respons
terhadap kemurtadan tidak hanya didasarkan pada aspek teologis, tetapi juga pada

dimensi politik dan keamanan publik.?3” Oleh karena itu, penerapan hukuman mati

23 al-Buti, 178.

234 Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 61.

235 Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law: An Introduction (Oxford: Oneworld Publications, 2008),
137-39.

236 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 64—70.

237 Abdullah Saeed and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Aldershot: Ashgate,
20006), 39-42.
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tidak harus dilihat sebagai ketentuan tetap yang bersifat teosentris, melainkan
sebagai kebijakan kontekstual yang bergantung pada situasi dan potensi
kemaslahatan umat.?*8

Lebih lanjut, pendekatan bayan dan prinsip lad darara wa la dirar memberi
fondasi metodologis yang kuat untuk mempertimbangkan ulang penerapan
hukuman mati atas murtad. Hadis “man baddala dinahu faqtultih” tidak secara tegas
menunjukkan kategori hadd yang definitif, dan karena itu memungkinkan
penafsiran ulang dalam kerangka ta zir atau kebijakan politik.”3° Pendekatan
maqasidi semacam ini sejalan dengan metode at-Tufi, yang memprioritaskan
penghindaran bahaya dan pencapaian maslahat sebagai orientasi utama hukum
Islam.>** Maka, dalam konteks kekinian yang lebih kompleks dan plural,
pendekatan berbasis maslahat menawarkan jalan yang lebih proporsional, rasional,

dan sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dalam syariat.

3. Peran Perempuan Dalam Politik Dan Kepemimpinan

Perdebatan mengenai legitimasi perempuan untuk berpartisipasi dalam
politik dan memegang jabatan kepemimpinan publik telah menjadi diskursus yang
panjang dalam khazanah figh Islam. Dalil-dalil yang kerap dijadikan rujukan untuk
membatasi peran publik perempuan di antaranya adalah firman Allah swt.,

wh5al (o 191 Tag gaid (e e BT (b & (LT B 05455 iy

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

harta mereka. (QS. An-Nisa’: 34)

Dalam ayat lain, Allah swt. juga berfirman,

Bs¥1 1T &5 5355 3 585 583

Dan tetaplah kalian (para istri Nabi) di rumah-rumah kalian dan janganlah

kalian berhias seperti orang-orang jahiliah dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33)

Di dalam Hadithnya, Rasiilullah saw. bersabda,

oI Al 1l 235 s o

238 M Cherif Bassiouni, “The Shari‘ah and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace,” Cambridge
University Press, 2012, 212—-124.

239 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 245-248.

240 Saeed and Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam.
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Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan
mereka kepada seorang perempuan. (HR. Bukhari, no. 4425 dan 7099)
Sekilas, ketiga dalil tersebut menunjukkan larangan eksplisit terhadap

kepemimpinan perempuan. Namun dalam konteks politik kontemporer, dalil

tersebut akan ditinjau ulang melalui pendekatan konsep maslahah Najmuddin At-

Tufi sebagai berikut ini:

a.  Berada Dalam Dimensi Mu‘amalah

Kepemimpinan, baik dalam ranah politik, pemerintahan, atau

kemasyarakatan, secara substansial tergolong ke dalam wilayah mu‘amalah
karena berkaitan dengan urusan sosial dan tata kelola kehidupan publik yang
bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam perspektif al-Thiifi,
membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin atas dasar maslahah dapat
dibenarkan selama dapat dibuktikan bahwa hal tersebut membawa
kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan
secara langsung dengan maqasid al-syari‘ah. Apalagi jika realitas sosial
menunjukkan bahwa pelarangan mutlak atas kepemimpinan perempuan
justru dapat menimbulkan kerusakan sosial, diskriminasi struktural, dan
hilangnya potensi kontribusi perempuan dalam mengurus kepentingan
publik. Maka, selama tindakan ini berada dalam wilayah mu‘amalah dan
berorientasi pada tujuan syariat, ia sejalan dengan kerangka yang ditetapkan
al-Thaff.?#!

b.  Melalui Pendekatan Takhsis atau Bayan

Dalil-dalil yang dijadikan landasan bagi pelarangan kepemimpinan

perempuan, seperti hadis "lan yufliha gawm wallaw amrahum imra’ah” (HR.
BukharT), maupun ayat-ayat seperti QS. al-Nisa’ [4]: 34 dan QS. al-Ahzab
[33]: 33, tidak menunjukkan sifat kekhususan (khusiisiyyah) yang mutlak,
melainkan masih memuat aspek keumuman ( ‘umiim) dan kekaburan (ijmal)
dalam konteks sosial dan historisnya. Hadis tentang kepemimpinan
perempuan, misalnya, muncul dalam konteks kekuasaan Kisra Persia yang
diwariskan kepada putrinya dan ditandai oleh kemerosotan politik. Oleh
karena itu, hadis ini tidak secara definitif menetapkan larangan universal atas

kepemimpinan perempuan, melainkan menyampaikan penilaian terhadap

241 Al-Thufi, Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba’in.
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suatu fenomena tertentu.?*? Hal ini membuka ruang bagi takhsis melalui
maqasid al-shari‘ah, jika kepemimpinan perempuan di masa kini terbukti
membawa kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadah.

Dalam konteks ayat al-rijal gawwamiina ‘ala al-nisa’, makna qiwamah
(kepemimpinan) bukanlah kepemimpinan publik secara mutlak, melainkan
kepemimpinan dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana disebutkan secara
eksplisit dalam lanjutan ayat, yakni "bima faddalallah ba‘dahum ‘ala ba‘din
wa bima anfaqi min amwalihim". Ini menunjukkan bahwa kelebihan laki-
laki adalah pada aspek tanggung jawab natkah dan pengelolaan keluarga,
bukan superioritas mutlak dalam segala aspek sosial dan politik.?** Maka dari
itu, ayat ini bersifat mujmal (global) jika digunakan untuk melarang
perempuan berkiprah di ranah publik atau politik, dan karena itu masih
membutuhkan bayan—penjelasan yang bersumber dari konteks maqasid
maupun realitas historis sosial umat. Di sinilah prinsip /@ darar wa la dirar
dapat berfungsi sebagai perangkat hayan atau bahkan sebagai mugayyid atas
teks umum tersebut.?*4

Dengan demikian, dalil-dalil tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai
nass khass yang tertutup terhadap pendekatan takhsis atau bayan.
Sebaliknya, baik hadis maupun ayat-ayat tersebut masih memiliki keumuman
(‘umim) dan kekaburan makna (ijmal) yang memungkinkan untuk
ditafsirkan ulang sesuai dengan kemaslahatan zaman. Posisi ini sejalan
dengan metode al-Tufi yang tidak menolak nass secara frontal, tetapi
mendahulukan kemaslahatan dengan tetap berada dalam koridor metodologi
usulr, yakni melalui pendekatan takhsis (pengkhususan makna) dan bayan
(penjelasan atas makna global). Maka, selama dalil tidak berada pada
wilayah ta‘abbudi atau tidak memiliki indikasi eksplisit sebagai hukm
ta ‘abbudi khass, maka pendahuluan maslahah atasnya tetap sah secara

epistemologis.?*

242 Muhammad al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, n.d.

243 Tbn Kathir, “Tafsir Ibn Kathir: Surah An-Nisa: Ayat 34,” n.d.

24 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 64-70.
245 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 245-248.



105

c. Tercakup oleh Hadits "la darar wa la dirar"

Menurut kerangka pemikiran at-TafT, larangan terhadap kepemimpinan
perempuan tidak dapat dianggap sebagai dalil yang bersifat khusus
(musayyan) yang mengecualikan kaidah /@ darar wa la dirar, selama tidak
ada bukti qath‘t yang menunjukkan bahwa larangan tersebut disyariatkan
dengan dalil yang tegas, eksplisit, dan bersifat mutlak. Hadis seperti /an
vufliha qawmun wallaw amrahum imra'ah bersifat khabar dahad dan
konteksnya pun situasional, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai dalil
khass yang dapat mengecualikan prinsip peniadaan bahaya. Maka, jika
pelarangan ini terbukti menyebabkan bahaya publik—seperti ketimpangan
sosial, diskriminasi struktural, atau hilangnya potensi kepemimpinan yang
adil—ia termasuk dalam cakupan larangan syar‘1 terhadap darar, dan karena
itu wajib ditolak atau ditakhsis. Dengan demikian, mendahulukan
kemaslahatan atas dalil tersebut sepenuhnya sejalan dengan pendekatan at-
Tufi, sebab dalil itu tidak bersifat musayyan dan tidak dikecualikan dari

cakupan makna hadis la darar wa la dirar.

d.  Maslahah Harus Sejalan dengan Maqasid Syari‘ah

Dalam analisis pemikiran at-Tafi, meninggalkan dalil larangan
kepemimpinan wanita atas dasar kemaslahatan dapat diterima secara syar’i
jika kemaslahatan tersebut benar-benar sejalan dengan maqasid syari‘ah.
Posisi kemaslahatan dalam hal ini bukanlah sekadar manfaat akal manusia
semata, melainkan manfaat yang secara nyata mengantarkan pada tujuan-
tujuan besar syariat, seperti menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs),
akal (hifz al-‘agl), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).?*¢ Jika
kepemimpinan perempuan mampu menghadirkan kebaikan yang nyata
dalam menjaga dan melaksanakan magasid ini—misalnya dengan
meningkatkan keadilan, keberlangsungan sosial, dan perlindungan hak-hak
individu—maka kemaslahatan tersebut memiliki kedudukan yang kuat untuk
mendahului dalil larangan yang tidak bersifat qat‘i atau mutlak.>*’

Sebaliknya, mempertahankan larangan tersebut tanpa

mempertimbangkan kemaslahatan yang dihasilkan dapat menimbulkan

246 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 20-23.
247 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 280-284.
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mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dan bertentangan dengan maqasid.
Darar yang lebih besar ini bisa berupa stagnasi sosial, hilangnya potensi
kepemimpinan yang adil dan efektif dari kelompok perempuan, serta
ketidakadilan struktural yang menghalangi hak-hak politik dan sosial
mereka. Dalam konteks ini, larangan kepemimpinan perempuan yang rigid
dan kaku justru dapat menyebabkan kerugian sosial yang luas, bahkan
mengancam stabilitas dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Karena
itu, meninggalkan dalil larangan tersebut demi kemaslahatan yang selaras
dengan maqasid bukan hanya diperbolehkan, melainkan diwajibkan sebagai
upaya menghindari kerusakan yang lebih besar.?*

Dengan demikian, posisi kemaslahatan dalam hal kepemimpinan
wanita adalah sebagai landasan normatif yang mengikat dan mengedepankan
tuyjuan hukum Islam secara substansial. Meninggalkan larangan tanpa
memperhatikan konteks dan maqasid syari‘ah akan menimbulkan darar yang
lebih besar, sedangkan mendahulukan kemaslahatan yang benar sesuai
maqasid justru menjaga ruh dan tujuan syariat tetap hidup dan relevan dalam
dinamika zaman. Oleh karenanya, pemikiran at-Tufl menegaskan bahwa
maslahah yang selaras maqasid memiliki legitimasi normatif yang dapat
membenarkan revisi atau pengkhususan atas nash-nash yang bersifat umum
dan terbuka untuk interpretasi ulang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelarangan kepemimpinan
perempuan dalam ruang publik dan politik bukanlah ketentuan qat’i yang bersifat
ta‘abbudi, melainkan termasuk wilayah mu‘amalah yang terbuka terhadap
kontekstualisasi dan takhsis. Dalil-dalil yang sering dijadikan dasar pelarangan
tersebut masih bersifat ‘am dan mujmal, serta muncul dalam konteks historis tertentu
yang tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh zaman dan tempat.’** Dengan
menggunakan pendekatan maqasid al-syari‘ah sebagaimana dirumuskan oleh
Najmuddin at-Tufl, pemaknaan ulang terhadap dalil-dalil ini dapat dibenarkan apabila
terbukti bahwa pelibatan perempuan dalam kepemimpinan publik membawa
kemaslahatan yang lebih besar dan menghindarkan umat dari mafsadah struktural dan

sosial.

248 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 85.
249 Khalid Abu Al-Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women, 120-25.
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kemaslahatan umat sebagai tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri.
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Selain itu, prinsip la darar wa 1a dirar juga menjadi landasan kuat dalam
menimbang kembali pelarangan tersebut. Jika mempertahankan larangan justru
menimbulkan ketimpangan, diskriminasi, serta menghalangi kontribusi positif
perempuan dalam menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan syariat, maka secara
normatif larangan itu dapat ditinggalkan demi kemaslahatan. Maka, dalam pandangan
at-Tuft, keputusan untuk membolehkan kepemimpinan perempuan bukanlah bentuk

pengabaian terhadap dalil, tetapi peneguhan atas ruh syariat yang menempatkan

250

Praktik Poligami

Dalam ajaran Islam, praktik poligami—yakni seorang laki-laki menikahi

lebih dari satu istri—diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang
telah ditetapkan oleh syariat. Sebaliknya, poliandri—yaitu seorang perempuan

memiliki lebih dari satu suami dalam waktu bersamaan—dilarang secara tegas.?>!

Allah Swt. berfirman:
1 5 oS b G 1506 (et B g T 2 O3
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"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

w
-
2
\

perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain
vang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau (budak) yang kamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-
Nisa’: 3)
Dari Abu Hurairah ra., Rastlullah ¥ bersabda:

e disy G aj sl LRI ) JUd 0Bl i 36
"Barangsiapa memiliki dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya (dan
tidak adil), maka pada hari kiamat ia akan datang dengan separuh tubuhnya
miring." (HR. Abt Dawud [2133], al-Tirmizi [1141], al-Nasa’1 [3942], Ibn
Majah [1969]; disahihkan oleh al-Albani dalam Sahth al-Targhib [1933])
Dari ‘A’isyah ra., ia berkata:

250 yusuf al-Qaradawi, Kayfa Nata‘amal Ma‘a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah (Cairo: Maktabat Wahbah,

1995), 94.

231 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 345.



108

paged i W caentgh A1 G i (e Soglas 88 1 U5l '
"Rasilullah ¥ biasa menggilir istri-istrinya dalam satu malam, padahal
beliau memiliki sembilan istri." (HR. al-Bukhart [5213], Muslim [2775])
Ibnu Hazm menyatakan:

ale 8 Jo dn sy da5 a5y 44 Y 830 C’J‘ e ST #& O e 1588015

P R

9
"Para ulama sepakat bahwa menikahi lebih dari empat perempuan tidak
diperbolehkan bagi siapa pun setelah Rasilullah 2 "2
Ibnu Qudamah juga menegaskan:
i 5 s (o ol a1 G sl il e T G a2 O AU el
»had 4 s 135
"Tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki merdeka untuk mengumpulkan
lebih dari empat istri. Para ulama telah berijma‘ tentang hal ini dan kami
tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka." >3
Dalil-dalil di atas, baik dari al-Qur’an, sunnah Nabi %, maupun ijma ‘ ulama,
menunjukkan kebolehan bagi laki-laki yang memenuhi syarat untuk menikahi lebih
dari satu perempuan hingga maksimal empat. Sebaliknya, bagi perempuan, tidak
dibolehkan menikah dengan lebih dari satu laki-laki dalam waktu yang bersamaan.

Allah Swt. berfirman:
- wSle ) s S G ) et G Eiasdliy

"Dan (diharamkan atas kalian menikahi) perempuan-perempuan yang telah

bersuami, kecuali (budak) perempuan yang kamu miliki..." (QS. al-Nisa’: 24)

Ayat ini secara tegas melarang menikahi perempuan yang telah bersuami,
yang berarti bahwa seorang perempuan tidak boleh berada dalam ikatan pernikahan
dengan dua suami secara bersamaan. Maka dari itu, poliandri adalah perbuatan
yang diharamkan secara nass.

Ditegaskan pula dalam kitab-kitab fikih:

u*-':’j) Nt g@-«“ 555 O &«.é Y 45\3 ‘C\g" GL" aL.J\ C\Q (f 3 d%’ ’ﬂj«
»8d=1y Je 3

252 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Saeed bin Hazm, Al-Muhalla Bi Al-Athar (Dar al-Fikr, n.d.), 9:7.
253 Qudamah, Al-Mughni, 9:471.
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"Tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman menikahi perempuan
vang masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah, dan tidak sah bagi
seorang perempuan berada dalam pernikahan dengan dua suami dalam
waktu bersamaan.”*>*

Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dalil-dalil di atas
kerap dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan relasi gender, karena
memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan,
sementara perempuan tidak diberi hak yang sama. Hal ini kemudian menjadi bahan
kritik dari kalangan pemikir kontemporer yang mengedepankan prinsip kesetaraan
dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial
maupun dalam institusi pernikahan.?>

Dalam konteks sosial kontemporer, terutama dengan meningkatnya isu
kesetaraan gender, muncul pertanyaan: Apakah struktur ketentuan ini dapat
direkontekstualisasi berdasarkan prinsip maslahah? Pendekatan Najmuddin at-
Tufl yang mengedepankan supremasi maslahah atas nass dalam wilayah non-
‘aqidah dan ibadah membuka ruang diskusi tersebut.?*® Meski demikian, dalil-dalil
ini perlu diuji dengan tiga syarat utama yang ditetapkan at-TafT:

a.  Berada Dalam Dimensi Mu‘amalah

Praktik poligami dalam hukum Islam secara substansial termasuk
dalam kategori mu‘amalah, bukan ‘ibadah. Hal ini dikarenakan poligami
tidak memiliki unsur ta‘abbudt atau ritual penghambaan kepada Allah yang
bersifat murni seperti salah, saum, zakah, dan hajj, yang pelaksanaannya
hanya sah jika sesuai dengan nass dan tanpa intervensi rasional. Sebaliknya,
poligami merupakan bentuk pengaturan hubungan sosial dan keluarga yang
tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban masyarakat dan kesejahteraan
individu dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, ia termasuk dalam
kategori hukum yang ta‘lili, yaitu hukum yang dibentuk dengan
memperhatikan alasan dan hikmah di balik ketentuan tersebut.?’

Berdasarkan pembagian ini, Najmuddin at-Tifif memandang bahwa dalam
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wilayah mu‘amalah, maslahah dapat didahulukan atas nass, selama hal itu
bertujuan untuk menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan
umum. Oleh karena itu, jika dalam konteks tertentu praktik poligami
menimbulkan ketidakadilan struktural, penderitaan psikologis, atau disfungsi
sosial yang signifikan, maka mendahulukan maslahah atas dalil-dalil
kebolehan poligami dapat dibenarkan menurut kerangka teoritik at-Tufl.
Pendekatan ini tidak bertujuan menafikan teks al-Qur’an secara mutlak,
tetapi untuk menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam kerangka

magqasid al-syari‘ah yang lebih luas dan kontekstual 2>

b.  Melalui Pendekatan Takhsis atau Bayan

Dalam konteks ini, perlu dikaji terlebih dahulu: apakah dalil-dalil
tentang poligami, khususnya QS. al-Nisa’ ayat 3, termasuk ‘@mm (umum)
atau mujmal (global)? Secara tekstual, ayat tersebut berbunyi: “...maka
nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi
Jjika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..."” .
Frasa ini mengandung pengertian umum ( ‘amm), karena memberikan pilihan
kepada laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri, selama mampu berlaku
adil. Namun, ayat ini juga mengandung unsur mujmal karena tidak merinci
secara spesifik bentuk keadilan yang dimaksud, mekanisme pengukurannya,
serta batas-batas etis dan sosial dari praktik poligami.?*® Dalam hal ini, peran
bayan menjadi penting untuk menjelaskan makna keadilan yang dimaksud,
dan takhsis dapat digunakan untuk membatasi cakupan kebolehan poligami
berdasarkan pertimbangan maslahah.

Mekanisme penerapan takhsis terhadap ayat poligami dapat dilakukan
jika ditemukan dalil lain yang menjadi dasar pembatasan, seperti hadis “la
darara” yang menjadi prinsip umum dalam syariat Islam.?? Jika penerapan
poligami dalam realitas sosial terbukti membawa kerusakan, seperti
ketidakadilan terhadap istri pertama atau munculnya konflik keluarga yang
sistemik, maka hadis tersebut berfungsi sebagai pengkhusus (takhsis

munfasil) terhadap keumuman ayat. Sementara itu, penjelasan tentang makna
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keadilan dan batas kebolehan poligami dapat dikembangkan melalui
pendekatan bayan al-mujmal atau bayan al-muthlaq, agar teks tersebut tidak
dipahami secara literal semata, melainkan dalam kerangka magasid asy-
syari‘ah. Dengan demikian, mendahulukan maslahah atas dalil kebolehan
poligami bukanlah tindakan menolak ayat, melainkan bentuk pemaknaan
ulang melalui metodologi yang telah diakui oleh at-Taft dalam batas
syariat.26!

c. Tercakup oleh Hadits "la darar wa la dirar"

Mendahulukan maslahah atas dalil-dalil kebolehan poligami dapat
dibenarkan menurut metodologi at-Tuft jika praktik poligami terbukti
menimbulkan darar (bahaya) yang tidak didukung oleh dalil khusus sebagai
pengecualian, sehingga masuk dalam cakupan larangan umum hadis /a darar
wa la dirar.*®® At-Tufl menegaskan bahwa segala bentuk bahaya yang tidak
disyariatkan oleh dalil khusus wajib dihilangkan secara syar‘i, dan hadis /a@
darar berfungsi sebagai dalil umum yang dapat men-takhsis
(mengkhususkan) ayat atau hadis yang bersifat ‘@mm atau mutlaq, seperti
ayat poligami yang memberi kebolehan bersyarat namun tidak menjelaskan

secara rinci dampak sosial dan psikologisnya.??

Maka, jika poligami dalam
konteks tertentu terbukti menghadirkan ketidakadilan, penelantaran, atau
kerusakan dalam rumah tangga, maka maslahah dapat diutamakan untuk
membatasi penerapan dalil tersebut, karena kebolehan poligami tidak
termasuk kategori hukum yang dikecualikan dari larangan darar,

sebagaimana hudid yang didukung dalil khusus. 264
d.  Maslahah Harus Sejalan dengan Maqasid Syari‘ah

Pelarangan poligami atas dasar maslahah hanya dapat dibenarkan jika
benar-benar terbukti bahwa praktik tersebut dalam konteks tertentu
membawa dharar (bahaya) nyata dan serius, baik bagi istri pertama, anak-
anak, maupun stabilitas keluarga secara umum. Dalam kerangka pemikiran

At-Tufl, maslahah yang bisa mendahului nash adalah yang selaras dengan
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maqasid al-syari‘ah dan tercakup dalam kaidah /@ darar wa la dirar.*®®> Oleh
karena itu, apabila dalam konteks sosial dan kultural tertentu, poligami
terbukti menyebabkan penelantaran, ketidakadilan, atau penderitaan
psikologis yang sistemik, maka maslahah untuk membatasinya atau bahkan
melarangnya secara administratif adalah bentuk perlindungan terhadap
maqasid seperti hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal.?®® Dalam hal ini,
larangan itu menjadi upaya untuk menolak dharar yang dilarang oleh syariat.

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa pelarangan tersebut
bukanlah hukum asal, melainkan hukum cabang (far7) yang bersifat
kontekstual. Ia lahir sebagai respons terhadap indikasi dharar yang
menyertai praktik poligami dalam situasi tertentu, dan bukan sebagai
penolakan terhadap teks syar‘i yang membolehkannya. Sebab secara prinsip,
kebolehan poligami tetap sah dan tetap berdiri sebagai hukum asal bagi laki-
laki yang mampu berbuat adil dan memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana
disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 3. Maka, kebijakan membatasi atau
menolak poligami tidak d apat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap
hukum Allah, melainkan sebagai bentuk takhsis terhadap implementasinya
berdasarkan konteks dan realitas yang membawa mafsadah.

Syariat membolehkan poligami bukan tanpa hikmah. Di antara hikmah
besar dari kebolehan poligami adalah memberikan solusi bagi kondisi sosial
tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki,
perempuan yang sulit mendapatkan pasangan, atau kondisi istri yang tidak
mampu menjalankan fungsi pernikahan secara sempurna namun tetap ingin
dipertahankan secara sosial.?®” Selain itu, poligami juga bisa menjadi sarana
menjaga kehormatan dan keturunan (hifz al- ‘ird wa al-nasl) serta menolong
perempuan dalam perlindungan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu,
kebolehan poligami adalah bagian dari kelapangan dan kearifan syariat Islam
dalam mengakomodasi keragaman kondisi manusia.

Berdasarkan analisis terhadap praktik poligami dalam kerangka pemikiran

Najmuddin at-Tuft, dapat disimpulkan bahwa kebolehan poligami merupakan
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bagian dari hukum mu ‘amalah yang bersifat ta‘lili, yaitu hukum yang
mempertimbangkan alasan dan hikmah di balik ketentuan syar‘i. Oleh karena itu,
kebolehan tersebut dapat dibatasi atau diarahkan melalui pendekatan fakhsis atau
bayan, apabila dalam konteks tertentu terbukti menimbulkan dharar yang nyata
terhadap individu maupun masyarakat. Hadis la darar wa la dirar menjadi pijakan
penting dalam membatasi keumuman ayat poligami, selama kebijakan tersebut
sejalan dengan maqasid al-syari‘ah, seperti menjaga jiwa, keturunan, dan
kehormatan. Dengan demikian, mendahulukan maslahah atas dalil kebolehan
poligami tidaklah berarti menolak teks, melainkan merupakan bentuk tafsir
kontekstual yang bertujuan menjaga nilai-nilai utama syariat.?%

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa pelarangan atau
pembatasan poligami yang didasarkan pada pertimbangan maslahah bukanlah
hukum asal (as/), melainkan hukum cabang (far 7) yang ditetapkan karena adanya
indikasi dharar dalam realitas tertentu. Hukum asal poligami tetap berdiri
berdasarkan nash yang membolehkannya bagi laki-laki yang mampu berlaku adil
dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Kebolehan ini memiliki
hikmah besar dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti menjaga kehormatan
perempuan, memperbaiki keturunan, serta memberi solusi dalam kondisi-kondisi
rumah tangga yang memerlukan bentuk perlindungan tambahan. Maka, selama
tidak terdapat dharar yang terbukti secara nyata, poligami tetap merupakan salah
satu bentuk kelapangan hukum Islam dalam menjawab keragaman kebutuhan umat

manusia.

C. Analisis Teori Maslahah Najmuddin at-Tufi terhadap Hak Asasi Manusia

1.  Kesesuaian Konsep Maslahah At-Tiift dalam Rangka Bangunan Ijtihad Usilt

Konsep maslahah yang digagas oleh Najmuddin At-Tuff merupakan salah
satu kontribusi penting dalam diskursus ushiil al-figh, khususnya dalam
pengembangan metodologi ijtihad yang responsif terhadap dinamika sosial.
Gagasan At-Tufl mengenai otoritas maslahah yang dapat mendahului nass (teks)

dalam kasus-kasus tertentu, telah menimbulkan perdebatan luas. Namun demikian,
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jika dikaji secara cermat dalam kerangka ushiili, konsep tersebut tetap dapat
diposisikan sebagai bagian dari bangunan metodologis ijtihad yang sah, sepanjang
berada dalam koridor yang telah ditetapkan.?®

At-Tufl membatasi otoritas maslahah hanya dalam wilayah mu‘amalah dan
‘adat, serta menegaskan bahwa hukum-hukum yang bersifat ta‘abbudi, khususnya
dalam ibadah, bersifat tauqifi dan tidak dapat disentuh oleh pertimbangan
maslahah. 27 Dalam hal ini, pandangan At-Tafi konsisten dengan prinsip-prinsip
ushil al-figh yang membedakan antara wilayah hukum yang bersifat rasional
dengan yang bersifat transendental. Dengan kata lain, At-Tuft tidak menggugat
keabsahan teks secara mutlak, tetapi membatasi penggunaan maslahah pada ruang
yang dibenarkan oleh syariat untuk berijtihad secara rasional.?”!

Pendekatan metodologis At-Tifi dalam mendudukkan maslahah sebagai
sumber hukum dilakukan melalui mekanisme takhsis (pengkhususan) dan bayan
(penjelasan). la menempatkan hadis 12 darar wa 1a dirar sebagai dalil universal yang
berfungsi mengkhususkan nass yang bertentangan dengan prinsip penghilangan
bahaya (raf* al-darar) dan perwujudan kemaslahatan.?’> Hal ini menunjukkan
bahwa At-Tuf1 tidak serta-merta menolak teks, tetapi mengupayakan kompromi
metodologis sebagaimana dikenal dalam prinsip al-jam‘ bayna al-adillah yang
menjadi ruh dari tradisi ushili.?”3

Landasan naqlt yang diajukan oleh At-Tuf1 tidak hanya terbatas pada hadis,
tetapi juga mencakup berbagai ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-
hukum syariat diturunkan demi kemudahan, menghilangkan kesempitan, dan
mewujudkan maslahat.?’* Dengan demikian, maslahah dalam perspektif At-Tufi
bukanlah prinsip asing dari teks, melainkan merupakan intisari dari maqasid asy-
syari‘ah itu sendiri. Pandangan ini secara tidak langsung memperkuat bangunan
ijjtihad ustli yang berorientasi pada realisasi maslahat sebagai tujuan hukum

Islam.27?
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Dalam kerangka epistemologis, At-Tifl mengajukan hierarki kekuatan dalil,
di mana maslahah yang didukung oleh hadis 1a darar wa 1a dirar dianggap memiliki
kekuatan normatif lebih tinggi dari ijma‘, apabila terjadi pertentangan. Klaim ini
memang menimbulkan resistensi di kalangan jumhiir ustliyyin, karena
mengimplikasikan dominasi maslahat atas dalil qat‘t. Namun At-Tufl
menjawabnya dengan argumentasi bahwa pendahuluan maslahah bukan dalam
rangka menafikan dalil lain secara mutlak, melainkan untuk menjelaskan dan
menyesuaikan makna dalil tersebut demi kemaslahatan umat.

Konsistensi At-Tiift dalam memberikan syarat-syarat penggunaan maslahah
menunjukkan bahwa ia bukan tokoh yang liberal dalam penggunaan akal,
melainkan seorang ushuliyyun yang sadar akan pentingnya metodologi dan
batasan.?’® la menyatakan bahwa maslahah hanya dapat didahulukan apabila tidak
ada dalil khusus yang secara tegas menunjukkan pengecualian dari hadis 1a darar.
Jika ada dalil khusus yang menjustifikasi kerugian (seperti dalam konteks hudud
dan ‘uqubat), maka dalil tersebut tetap diikuti karena berada di luar cakupan prinsip
umum 1a darar.?”’

At-Tufl tidak memposisikan maslahat sebagai hukum yang bersifat otonom
dan bebas dari syariat. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa perhatian Allah terhadap
kemaslahatan makhluk-Nya bersifat janji ilahi, bukan kewajiban, dan bahwa
seluruh hukum syariat pada dasarnya dibangun atas asas kemaslahatan. Oleh
karena itu, ijtihad ustli yang dibangun di atas kerangka maqasid asy-syari‘ah,
seperti yang dikembangkan dalam teori At-Tif1, sejatinya merupakan bagian dari
integrasi antara teks dan konteks.?’®

Dalam konteks kontemporer, konsep maslahah At-Tufi membuka ruang
aktualisasi hukum Islam secara adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa
mengorbankan integritas metodologi ushul figh.?”® Dengan syarat-syarat dan
perangkat metodologis yang telah ia tetapkan—yakni pembatasan wilayah, prinsip

takhsis-bayan, serta keterikatan dengan dalil naqli dan ‘aqli—maka dapat
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disimpulkan bahwa konsep maslahah At-Tift memiliki relevansi dan kesesuaian

yang substansial dalam bangunan ijtihad ustli klasik maupun kontemporer.?%

2. Relevansi Konsep Maslahah Najmuddin At-Thaft dalam Menjembatani Hukum
Islam Klasik dan HAM

Secara umum, teori maslahah yang dikembangkan oleh Najmuddin at-Thiuif
memiliki relevansi yang signifikan dalam menjembatani antara hukum Islam klasik
dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) modern.?®! Teori ini memberikan
kerangka epistemologis yang memungkinkan terjadinya reinterpretasi terhadap
nash syar‘i yang bersifat mu‘amalah, yakni hukum-hukum yang berkenaan dengan
urusan sosial, ekonomi, dan politik.?®? Dalam konteks modern yang menekankan
nilai-nilai  HAM seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, serta
perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, pendekatan at-Thiifi membuka
ruang bagi pertimbangan maslahah untuk mendahului nash, sepanjang hal tersebut
masih berada dalam batas-batas maqasid al-syari‘ah.?®> Hal ini tampak dalam
beberapa isu kontemporer seperti poligami, kepemimpinan perempuan, serta
kebebasan beragama, di mana konsep maslahah mampu memberikan solusi sintesis
antara otoritas teks dan kebutuhan zaman.?%*

Salah satu relevansi konkret dapat dilihat dari penerapan konsep maslahah
terhadap praktik poligami. Dalam hal ini, at-Thiifi memandang bahwa poligami
tergolong dalam wilayah mu‘amalah yang bersifat ta‘lili, sehingga kebolehannya
dapat dibatasi apabila ditemukan maslahah yang lebih besar dengan melarang atau
mengaturnya secara administratif.?®> Apabila praktik poligami dalam konteks
sosial tertentu terbukti menyebabkan ketidakadilan, penderitaan psikologis, atau
disfungsi keluarga, maka mendahulukan maslahah atas keumuman nash QS. al-
Nisa’: 3 dapat dibenarkan melalui pendekatan takhsis (pengkhususan) atau bayan

(penjelasan).’®® Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap teks bukan
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merupakan bentuk penolakan terhadap wahyu, melainkan penyesuaian yang
bersandar pada maqasid al-syari‘ah demi menjaga kemaslahatan dan menghindari
kerusakan sosial.?%

Relevansi yang sama juga terlihat dalam isu kebebasan beragama, khususnya
mengenai hukuman mati bagi orang murtad. At-Thiift membedakan antara hukum
ta‘abbudi dan mu‘amalah.?®® Jika kemurtadan dipahami dalam dimensi sosial-
politik sebagaimana terjadi dalam Perang Riddah, maka pendekatan maslahah
dapat digunakan untuk meninjau kembali penerapan hukuman mati.?®® Hadis "man
baddala dinahu fa-uqtultih" tidak bersifat qat't dan tidak termasuk dalam kategori
hudid, sehingga menurut at-Thufi masih dapat dikalahkan oleh prinsip umum "la
darar wa la dirar" apabila penerapannya menimbulkan kerugian dan bertentangan
dengan maqasid seperti hifz al-nafs dan hifz al-din.?*°

Namun, pendekatan ini tidak berlaku pada hukum-hukum yang termasuk
dalam kategori hudiid seperti rajam, potong tangan, dan qisas.>’! Dalam pandangan
at-Thiift, hudid tidak dapat dikalahkan oleh maslahah karena disertai dengan dalil
khass dan disepakati melalui ijma‘.?°? Oleh karena itu, meskipun sebagian hukum
hudid tampak tidak sejalan dengan standar HAM modern, seperti prinsip non-
diskriminasi dan larangan hukuman kejam, dalam kerangka teori at-Thiifl, hukum
tersebut berada di luar jangkauan penalaran maslahah.?°3 Ini menunjukkan bahwa
fleksibilitas teori ini tetap berada dalam batas metodologis yang ketat.?%*

Kelebihan utama dari teori maslahah at-Thuft adalah kemampuannya untuk
memberikan legitimasi normatif terhadap usaha harmonisasi antara Islam dan
HAM.?» Dengan menggunakan perangkat usiil seperti takhsis, bayan, dan kaidah
"la darar wa la dirar", teori ini tidak menafikan teks syar‘i secara langsung,
melainkan mengarahkannya agar tetap relevan dan kontekstual.>*® Pendekatan ini

menghindarkan Islam dari stagnasi tekstual sekaligus dari liberalisme hukum yang
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tak terbatas. Pengaitan maslahah dengan maqasid membuat teori ini tetap berada
dalam koridor normatif syariat.

Adapun kelemahan teori ini terutama terletak pada ambiguitas dalam
menentukan standar objektif suatu maslahah. Dalam praktiknya, sulit untuk
memastikan apakah maslahah yang diklaim benar-benar berorientasi kepada
magqasid atau sekadar mencerminkan kehendak zaman.?*’ Selain itu, teori ini
kurang efektif diterapkan pada nash yang bersifat qat‘T atau yang sudah disepakati
secara ijma‘.?® Maka, relevansinya lebih kuat dalam konteks hukum-hukum zannt
atau yang bersifat global dan terbuka untuk penafsiran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori maslahah Najmuddin at-
Thuft relevan sebagai jembatan antara hukum Islam klasik dan prinsip-prinsip
HAM modern. 2*° Selama digunakan secara proporsional dan tetap mengindahkan
maqasid al-syari‘ah, teori ini menjadi alat yang sahih dan aplikatif dalam
merespons tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam. 3%
Ia mampu menjaga kesucian teks, sekaligus menjamin keberlanjutan moral dan

keadilan sosial dalam masyarakat muslim kontemporer.

3. Kiritik terhadap Konsep Maslahah Najmuddin at-Taf1

a. Maslahah Harus Sejalan dengan Nass, Tidak Berdiri Sendiri
Kritik ini berangkat dari asumsi bahwa maslahah tidak dapat dijadikan
sumber hukum independen yang berdiri sendiri dan harus senantiasa tunduk
kepada nass yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.*°! Para
ulama seperti Al-Ghazali, al-Qarafi, dan al-Shatibt bersepakat bahwa
maslahah mursalah hanya dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan

dengan dalil-dalil syar‘i.3°? Imam al-Shatibl menyatakan:
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Sudah maklum dalam syariat bahwa ia ditetapkan untuk kemaslahatan
para hamba. Maka seluruh taklif (pembebanan hukum) itu bertujuan
untuk menolak kerusakan, menarik kemaslahatan, atau keduanya
sekaligus.’3

Kritik yang menyatakan bahwa maslahah tidak dapat menjadi sumber
hukum independen dan harus selalu tunduk kepada nass adalah pemahaman
yang terlalu sempit terhadap struktur hukum Islam yang dinamis.?%* Justru
dalam pemikiran Najmuddin at-Tiif1, maslahah bukanlah prinsip asing dalam
syariat, melainkan fondasi inti dari keseluruhan magqasid asy-syari'ah.3%?
Pernyataan para ulama seperti al-Shatibi bahwa syariat bertujuan menolak
mafsadah dan meraih maslahah tidak bertentangan dengan gagasan at-Tufl.
Perbedaannya terletak pada keberanian at-Tifi menyatakan bahwa ketika
nass secara lahir menimbulkan darar yang tidak ditunjang oleh dalil khusus,
maka prinsip maslahah yang bersifat kulli dan rasional—seperti hadis 1a
darar wa la dirar—harus didahulukan untuk menjaga tujuan pokok syariat:
menolak kerusakan dan menghadirkan kemaslahatan.3%

Lebih dari itu, at-Taft tidak menafikan nass, tidak pula menjadikan

maslahah sebagai otoritas mutlak tanpa kendali.’"’

Ia membangun
argumennya melalui pendekatan takhsis (pengkhususan) dan bayan
(penjelasan) terhadap nushiis yang secara zahir tampak bertentangan dengan
maslahat. Hal ini selaras dengan prinsip utama dalam ushul figh: al-jam’
bayna al-adillah awla min al-tarjlh—mengompromikan dalil lebih utama

daripada menolaknya.3%8

Maka, ketika terjadi pertentangan antara teks dan
realitas maslahat yang jelas dan tidak spekulatif, at-Ttf1 tidak membatalkan
teks, tetapi menjelaskan bahwa teks tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan
bersifat mujmal atau ‘amm, dan karena itu dapat ditakhsis dengan dalil lain
yang lebih kuat dari segi substansi maqgasid, yakni hadis 1a darar wa la

dirar.3%
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Di sisi lain, at-Tafi telah menetapkan batas yang sangat jelas bahwa
konsep maslahah hanya berlaku dalam ranah mu‘amalah dan adat, tidak
berlaku dalam ibadah yang bersifat ta‘abbudi dan taugifi. 3! Dengan batasan
ini, tuduhan bahwa ia membuka pintu liberalisasi hukum tidak berdasar.3!!
Justru pemikiran at-Tuft sangat terstruktur dan sistematis: ia mengakui
bahwa sebagian nass tidak bisa dikalahkan oleh maslahah karena memiliki
dalil khusus atau kedudukan qat‘, seperti dalam hukum hudid.?'?> Maka dari
itu, klaim bahwa maslahah dalam pandangan at-Tufi akan mengacaukan
sistem hukum Islam adalah tidak sahih.’!® Sebaliknya, ia memperkuat
struktur hukum Islam dengan memastikan bahwa tidak ada satupun ketentuan
syariat yang boleh menciptakan darar tanpa alasan yang dibenarkan syara’ .34

Dengan kerangka itu, at-TGfT justru berhasil menyempurnakan metode ijtihad

ustli, menjadikannya lebih hidup, responsif, dan tetap setia pada prinsip-

prinsip maqasid asy-syar1 ah.
b.  Tidak Ada Maslahah Sejati yang Bertentangan dengan Syariat

Pernyataan bahwa tidak mungkin ada maslahah sejati yang
bertentangan dengan syariat adalah benar secara prinsip, namun tidak serta-
merta menegasikan relevansi konsep at-Tufi.’!® Justru, Najmuddin at-Taft
mendasarkan seluruh bangunan pemikirannya pada keyakinan bahwa syariat
diturunkan untuk menjaga dan merealisasikan maslahat.?'® Oleh karena itu,
ketika at-Tuft mendahulukan maslahah atas sebagian nass, itu bukan karena
1a memposisikan maslahah sebagai entitas di luar syariat, melainkan karena
ia melihat bahwa dalam kondisi tertentu, pemahaman literal terhadap nass
bisa tampak menimbulkan darar, dan hal itu pasti bukan maksud syariat yang
sejati.3!” Maka, mendahulukan maslahah di sini justru menjadi cara untuk
mengembalikan ruh dan tujuan syariat yang sesungguhnya.

At-Tufl dengan tegas menyatakan bahwa bila terdapat pertentangan

antara nass dengan maslahah, maka yang harus dilakukan bukan
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membatalkan nass, melainkan men-takhsis-nya dengan dalil /@ darar wa ld
dirar yang memiliki daya normatif universal dan maqsadi.’'® Ia menganggap
bahwa maslahah dalam kasus seperti ini bukan bertentangan dengan syariat,
tetapi merupakan bentuk penjelasan terhadap syariat itu sendiri.>'® Karena
itu, klaim bahwa tidak ada maslahah sejati yang bertentangan dengan syariat
justru memperkuat posisi at-Taft: sebab bila nass tampak menimbulkan
mafsadah, maka interpretasi terhadap nass tersebut perlu dikaji ulang—
bukan malah mempertahankan bentuk zahir-nya yang mungkin tidak sesuai
dengan maqasid-nya.

Lagipula, at-Tuft tidak mengklaim bahwa semua bentuk maslahah
harus diutamakan di atas nass.>?° Ia memberikan batasan metodologis yang
ketat: maslahah hanya berlaku dalam perkara mu‘amalah, tidak dalam
ibadah; maslahah hanya dapat digunakan bila tidak ada dalil khusus yang
bersifat muhkamah; dan maslahah hanya dipakai dengan pendekatan takhsis
dan bayan, bukan dengan menafikan dalil syar‘i.*’! Oleh karena itu,
pendahuluan maslahah atas sebagian nushiis bukan karena ia bertentangan
dengan syariat secara substansi, melainkan sebagai bentuk penguatan
terhadap syariat dengan menghindari penerapan literal yang membawa
mafsadah.3?2 Maka, pernyataan “tidak ada maslahah sejati yang bertentangan
dengan syariat” bukan argumen yang membatalkan gagasan at-Tufl, tetapi

justru menjadi dalil utama untuk membenarkannya.

c.  Tidak adanya Contoh Kongkrit yang diberikan At-Thufi dan Metodologinya
Sebagian ulama mencatat bahwa at-Tuf1 tidak memberikan contoh

konkret bagaimana maslahah bisa benar-benar bertentangan dengan

nass, sehingga teorinya dianggap bersifat spekulatif dan tidak memiliki

dasar empiris yang kuat.
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Patut dicatat bahwa at-Tifi tidak memberikan satu contoh pun
yang menunjukkan bagaimana maslahah bertentangan dengan
nass dan bagaimana ia harus didahulukan. Ini menunjukkan
bahwa ia sendiri tidak menemukannya, meski setelah proses
telaah dan penelitian panjang, karena pertentangan tersebut
sebenarnya hanyalah dugaan yang tidak nyata.’?

Krittk yang menyatakan bahwa Najmuddin at-Tufi tidak
memberikan contoh konkret tentang pertentangan antara maslahah dan
nass serta bagaimana maslahah didahulukan, tidak serta-merta
membatalkan validitas teori yang ia bangun.??* Justru, ketiadaan contoh
bukanlah kelemahan logis dalam teorinya, melainkan indikasi dari
kehati-hatian metodologis dan kesadaran at-Tufl bahwa tidak semua
ijtihad teoritis harus dikaitkan langsung dengan penerapan partikular.3?
Ia tidak sedang membangun kaidah fighiyyah operasional yang bersifat
praktis, melainkan sedang menyusun kerangka epistemologis untuk
merespons kemungkinan kapan dan bagaimana maslahah dapat berperan
sebagai muqayyid (pembatas) atas pemahaman literal terhadap teks yang
menimbulkan darar.

Lebih dari itu, ketiadaan contoh bukan berarti teori itu tidak sahih,
apalagi spekulatif.3?¢ Sebagaimana dalam banyak bab usil al-figh, para
ulama menyusun kaidah-kaidah umum yang tidak selalu memiliki
contoh aktual saat disusun, namun tetap diterima karena kekuatan
argumentasi dan potensi aplikasinya. Bahkan al-Ghazali, ketika
membahas maslahah mursalah, juga tidak selalu menyertakan rincian
kasus. At-Tuft telah memberikan kerangka yang sangat ketat tentang
syarat-syarat berlakunya maslahah, seperti hanya pada wilayah

mu‘amalah, bukan ibadah; dan hanya jika tidak ada dalil khass yang
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membatasi. Dalam ruang yang sempit ini, sangat wajar jika at-Taf1 tidak
menemukan kasus faktual di zamannya, tetapi bukan berarti kerangka
yang ia bangun menjadi tidak ilmiah atau tidak relevan.3?’

Selain itu, yang lebih penting dari sekadar memberi contoh adalah
penegasan metode penerapan—dan ini yang dilakukan at-Tufl dengan
sangat cermat.’?® Ta menjelaskan bagaimana hadis 1a darar wa 1a dirar
harus difungsikan sebagai dalil takhsis dan bayan terhadap teks-teks
syar‘i yang tampaknya menimbulkan mafsadah, dan bahwa jika tidak
ada dalil khusus yang menguatkan teks tersebut, maka maslahah menjadi
pengontrol utama untuk menegakkan maqasid asy-syari ‘ah. Oleh karena
itu, anggapan bahwa teori at-Tuft bersifat spekulatif karena tidak
menyodorkan contoh kasus adalah kritik yang keliru arah. Ia bukan
sedang mengajukan fatwa, melainkan membangun fondasi konseptual
ijtihad maqasidi, dan dalam hal itu, kontribusinya sangat nyata dan

kokoh.??

d.  Tidak semua maslahah bisa dijadikan dalil, kecuali yang didukung oleh nass
atau jma‘“.

Abdul Wahab Khalaf menyampaikan bahwa,
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Sesungguhnya at-Tifi, yang menjadikan maslahah mursalah
sebagai hujjah secara mutlak baik dalam perkara yang tidak
memiliki nass maupun yang memiliki nass, telah membuka jalan
untuk membatalkan teks-teks syar‘i dan menjadikan hukum
berdasarkan nass atau ijma‘ rentan digantikan oleh pendapat
akal. Karena pada dasarnya, penilaian atas maslahah hanyalah

hasil opini dan estimasi. Apa yang dianggap maslahat oleh akal,

327 Fatah and Usman, 106.
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setelah kajian dan pertimbangan, bisa jadi justru merupakan
mafsadah.’%

Kritik Abdul Wahab Khalaf bahwa Najmuddin at-T@ft membuka celah
pembatalan nass dan ijma‘ melalui pendapat akal dalam bentuk maslahah
mursalah adalah asumsi yang gagal memahami struktur metodologis yang
dibangun oleh at-Tufi.*3! Tuduhan bahwa teori at-Tafi menjadikan hukum
Islam rentan terhadap dominasi opini adalah reduktif dan tidak sesuai dengan
teks aslinya.’3? At-Tufi secara eksplisit menyatakan bahwa maslahah tidak
boleh digunakan untuk menafikan nass atau ijma‘ secara mutlak, melainkan
hanya boleh digunakan dalam bentuk takhsis dan bayan, serta hanya dalam
wilayah mu‘amalah yang bersifat rasional dan terbuka terhadap ijtihad.

Lebih jauh, at-Tift justru memberikan rambu yang tegas bahwa
maslahah yang dimaksud bukan sekadar hasil opini lepas, tetapi merupakan
kemaslahatan yang didukung oleh dalil syar‘i—yaitu hadis 1a darar wa la
dirar—yang bersifat kullf dan rasional (ma‘qil al-ma‘na).*3? Maka, maslahah
yang dijadikan landasan hukum dalam teori at-Tuft bukanlah murni produk
spekulasi akal, tetapi merupakan kaidah syar‘i yang memiliki landasan naqli
dan didukung oleh deretan ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Allah
menghendaki kemudahan, menolak kesempitan, dan menjaga manusia dari
kerusakan.?** Oleh karena itu, penilaian at-Tafl terhadap maslahat tidak bisa
dipersepsikan sebagai sekadar opini pribadi, tetapi sebagai penegakan nilai-
nilai universal syariat berdasarkan metode istinbat yang terikat dengan
maqasid.

Yang justru perlu dikritisi adalah posisi yang mengabaikan fakta bahwa
nass terkadang dipahami secara literal tanpa memperhatikan kondisi realitas
yang berubah.>® Dalam hal ini, at-Tafi hadir memberikan solusi
metodologis, bukan jalan menuju chaos hukum. Ia menghindari dua ekstrem:
pertama, menjadikan nass sebagai teks beku yang dilepaskan dari tujuan

syar‘inya; dan kedua, menjadikan akal sebagai pengganti wahyu. Ia
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membangun jembatan ijtihad antara teks dan realitas melalui asas maslahah
yang dibatasi oleh syarat-syarat ketat, bukan melalui opini bebas. Maka,
tuduhan bahwa teori at-Tufi akan menyingkirkan nass dan menjadikan
hukum Islam dikendalikan oleh opini akal adalah tuduhan yang salah arah
dan tidak berdasar pada pembacaan utuh terhadap kerangka pemikirannya.
Sebaliknya, justru dengan teori ini, maqasid asy-syari‘ah bisa ditegakkan

secara lebih utuh dalam konteks sosial yang dinamis dan kompleks.?3¢

e. Jika maslahah bisa mengalahkan nass, maka syariat bisa diubah-ubah sesuai
kepentingan manusia.

Jamal Al-Bana dalam sebuat artikel menyebutkan bahwa,
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Dan di antara cara sebagian orang — ya;ag dimaksud adalah para
penghasut — dalam mencoba mengubah syariat sesuai hawa nafsu
mereka adalah dengan mengatakan: "Dasar pensyariatan dalam
mu ‘amalah dan semacamnya adalah maslahat. Maka, jika terdapat
teks (nass) yang bertentangan dengan maslahat, maka teks tersebut
ditinggalkan dan yang diambil adalah maslahat.” Sungguh celaka
orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini dan menjadikannya
sebagai dasar untuk membangun syariat barunya! Ini tidak lain adalah
upaya merobohkan syariat Ilahi demi menghalalkan apa yang

diharamkan oleh syariat dengan dalih maslahat. Maka tanyalah orang
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fasik ini: "Maslahat seperti apa yang ingin engkau jadikan dasar

syariatmu?" Jika yang dimaksud adalah maslahat syar’i, maka tidak

ada jalan untuk mengetahuinya selain wahyu — bahkan menurut kaum

Mu’tazilah yang dikenal mengedepankan akal. Dan jika yang

dimaksud adalah maslahat duniawi yang berbeda-beda menurut

penilaian manusia, maka tidak ada nilainya dalam pandangan seorang

Muslim jika bertentangan dengan teks syariat. Karena akal sering kali

mengira bahwa sesuatu yang merusak itu adalah maslahat,

bertentangan dengan pandangan syariat.>’’

Tuduhan Jamal al-Banna bahwa orang-orang yang mendahulukan
maslahah atas nass adalah “penghasut” yang berupaya menghancurkan
syariat demi hawa nafsu adalah bentuk generalization fallacy yang tidak adil
dan jauh dari pembacaan ilmiah terhadap konsep maslahah dalam kerangka
ushul figh, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Najmuddin at-Tuf.
At-Tufl bukan mengganti syariat dengan akal, bukan pula membentuk syariat
baru. Ia justru berupaya menyelamatkan ruh syariat dari penyalahgunaan
pemahaman tekstual yang mengabaikan maqasid. Ketika ia menegaskan
bahwa dalam wilayah mu ‘amalah, maslahah harus diutamakan jika tampak
bertentangan dengan teks, ia tidak sedang membuang nass, melainkan men-
takhsis dan menjelaskannya melalui kaidah la darar wa la dirar yang
merupakan sabda Rasulullah # sendiri dan termasuk kaidah kulliyyah yang
disepakati.’?®

Pernyataan bahwa semua maslahah harus diketahui hanya melalui
wahyu adalah benar dalam perkara ibadah, namun tidak berlaku mutlak
dalam perkara duniawi yang menjadi ranah mu‘amalah. Justru dalam wilayah
ini, syariat membuka ruang bagi ijtihad manusia untuk mengenali masalih
yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan sosial.
Bahkan para ulama seperti al-Ghazalt dan al-Qarafi menyatakan bahwa
maslahah mursalah adalah salah satu basis penting dalam perumusan

hukum.>* Perbedaan at-Tufi terletak pada keberaniannya memberi
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kedudukan epistemologis yang tinggi terhadap maslahah, bukan karena

didasari hawa nafsu atau opini bebas, melainkan karena ia menyadari bahwa

magsad syariat tidak boleh dikalahkan oleh pemahaman literal terhadap nass

yang menghasilkan darar nyata.3*°

Lebih penting lagi, tuduhan bahwa teori at-Tifl akan menjadikan

manusia seenaknya menafsirkan maslahah untuk melegalkan apa yang
diharamkan syariat sama sekali tidak berdasar. At-TufT meletakkan syarat
metodologis yang sangat ketat: maslahah yang boleh didahulukan hanya jika
tidak ada dalil khusus yang menegaskannya, hanya dalam perkara
mu ‘amalah, dan harus melalui pendekatan fakhsis atau bayan, bukan
pembatalan. 3*! Ia tidak menyerahkan penilaian maslahah kepada hawa nafsu
manusia, tetapi kepada rasionalitas syar‘i yang diikat oleh kaidah-kaidah
universal wahyu, seperti larangan menimbulkan mudarat dan perintah
mewujudkan maslahat. Maka, klaim bahwa teori at-TuifT adalah jalan “orang
fasik” yang ingin melegalkan yang haram adalah tuduhan keji yang lahir dari
ketakpahaman terhadap bangunan metodologisnya yang kokoh dan sangat
terjaga. At-Tufl bukan penghancur syariat, tetapi penjaga magasid-nya yang
paling progresif dan berani.

f. Bisa menjadi pintu bid'ah, karena setiap orang akan mengklaim maslahah
untuk melegitimasi pendapatnya.

Abdul Wahhab bin Lathif Ad-Dailimi, dalam sebuah majalah

menggambarkan ketakutannya terhadap metodologi maslahah at-Tufl ini. la

mengatakan bahwa,
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Ada satu hal penting lamnya... vaitu bahwa mengikuti pendapat yang
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condong kepadanya at-Tifi tidak mungkin dibatasi dalam kaidah-
kaidah tertentu. Sebab, menjadi hak setiap orang yang mengikuti hawa

nafsunya untuk mengklaim bahwa suatu perkara mengandung

340 31-Din al-Tift, Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, 3:149.
341 a]-Din al-Tuff, 3:149.



128

maslahat, tanpa mengindahkan nass-nass syariat ataupun ijma ‘. Saat

itu, yang terjadi adalah ketundukan kepada hawa nafsu dan syahwat,

bukan kepada hukum-hukum syariat>%

Kekhawatiran Abdul Wahhab bin Lathif ad-Dailimi bahwa konsep
magslahah at-TiifT akan membuka pintu bagi setiap orang untuk mengklaim
hukum berdasarkan hawa nafsunya adalah kekhawatiran yang berlebihan dan
tidak berdasar secara ilmiah. Justru sebaliknya, Najmuddin at-Tuft adalah
salah satu pemikir ushul yang paling ketat dalam memberikan batas terhadap
penggunaan maslahah. Ia menegaskan secara eksplisit bahwa maslahah
hanya dapat didahulukan atas nass atau ijma‘ dalam wilayah mu‘amalah dan
‘adat, bukan dalam wilayah ‘ibadah yang bersifat ta‘abbudi dan tauqifi.’*3
Lebih jauh, ia tidak pernah menyatakan bahwa maslahah boleh digunakan
untuk membatalkan nass, melainkan hanya sebagai alat takhsis
(pengkhususan) dan bayan (penjelasan) terhadap makna-makna umum yang
bertentangan dengan prinsip universal syariat seperti 1a darar wa 1a dirar.

Ketakutan bahwa siapa pun dapat mengklaim maslahah berdasarkan
syahwat pribadi adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. At-Tufl
tidak menjadikan maslahah sebagai senjata liar yang bisa digunakan siapa
saja, melainkan menegaskannya sebagai prinsip rasional dan syar‘i yang
harus melewati standar istidlal yang ketat. Ia bahkan menyatakan bahwa jika
sebuah nass memiliki dalil khusus yang muhkam dan tidak mengandung
darar, maka tidak boleh diganggu oleh klaim maslahat apa pun.
Pendekatannya bukan membuka ruang bebas untuk subjektivisme hukum,
tetapi justru membangun mekanisme kontrol terhadap potensi kerusakan
akibat pemahaman nass yang rigid dan anti-konteks.

Oleh karena itu, tuduhan bahwa konsep at-TiifT akan mengarah pada
ketundukan terhadap hawa nafsu, bukan kepada syariat, adalah serangan
retoris yang tidak berbasis pada fakta metodologis. Yang ditawarkan at-Tuft
bukanlah ruang hukum bagi orang yang mengikuti syahwatnya, melainkan
jalan ijtihad yang bertanggung jawab untuk mengembalikan maqasid asy-

syar ah ke dalam jantung proses penetapan hukum. Tanpa prinsip maslahah

32 Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, Majalah Majma“ Al-Figh Al-Islami Milik Organisasi

Konferensi Islam Di Jeddah, ed. Usama bin az-Zahra (Jeddah: Al-Maktabah al-Shamilah, n.d.), 11:479.
343 a1-Din al-Tuft, Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, 3:141-43.
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sebagaimana yang dirumuskan oleh at-Tufi, justru yang terjadi adalah
pembekuan syariat dalam teks, bukan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur
yang menjadi tujuannya. Maka, bukan teori at-Tuft yang berbahaya, tetapi
pemahaman sempit terhadap syariat yang menolak peran akal dan realitas
secara mutlaklah yang justru membuka ruang kejumudan dan ketimpangan

sosial dalam nama agama.



BAB 1V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap teori maslahah Najmuddin at-
Tufl dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat
disimpulkan bahwa, Konsep Maslahah Menurut Najmuddin at-Ttff menunjukkan adanya
keberanian untuk menempatkan kemaslahatan umat manusia sebagai dasar utama dalam
penetapan hukum Islam, terutama dalam aspek mu‘amalah dan mu‘asyarah. At-Tufi
memandang bahwa dalam hal yang tidak menyangkut ibadah mahdhah, kemaslahatan
dapat mengungguli teks (nass), ijma‘, maupun qiyas.

At-Tuft menegaskan bahwa dalil maslahah bersifat kontekstual, fleksibel, dan
akomodatif terhadap perubahan zaman. Ia merujuk kepada hadith “la darar wa la dirar”
sebagai dasar argumentatif bahwa semua bentuk kerusakan harus dicegah, dan
kemaslahatan harus dikedepankan dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, pemikiran at-TifT sangat relevan dalam
merespons isu-isu kontemporer seperti ketimpangan gender dalam waris, pembatasan
kebebasan beragama, hingga kepemimpinan perempuan. Teori maslahahnya
memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan
keadilan sosial dan hak-hak sipil.

Pemikiran at-Tufl juga memberi kontribusi besar dalam menjembatani antara
hukum Islam dan prinsip-prinsip universal HAM. Dengan memprioritaskan
kemaslahatan sebagai tujuan syariat, hukum Islam dapat terus berkembang dan
memberikan solusi bagi persoalan-persoalan manusia modern tanpa harus menanggalkan
identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Meskipun mendapat banyak kritik dari kalangan ulama klasik karena dianggap
mereduksi peran nass, pendekatan at-TufT tetap menjadi alternatif penting dalam ikhtiar
ijtihad kontekstual dan maqasidi. Hal ini terutama penting ketika berhadapan dengan
realitas sosial yang menuntut pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum yang bersifat

literal.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat

diajukan:
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Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Islam, penting untuk mengembangkan studi
maslahah at-Tuft secara lebih mendalam dan kontekstual, serta mengkaji
relevansinya dalam bidang-bidang sosial lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan
lingkungan hidup.

Bagi Lembaga Legislatif dan Penegak Hukum Syariah, disarankan untuk
mengadopsi prinsip maslahah secara lebih progresif dalam merancang regulasi,
khususnya yang berkaitan dengan isu-isu HAM, agar hukum yang diterapkan
benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.
Bagi Ulama dan Institusi Keagamaan, pendekatan at-Tif1 dapat dijadikan sebagai
salah satu model ijtihad kontemporer yang membuka ruang bagi interpretasi syariat
yang lebih dinamis, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan
manusia modern.

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan
membandingkan pendekatan at-TiifT terhadap maslahah dengan teori maqasid al-
syari‘ah dari ulama lain seperti al-Syatibi, Ibn ‘Asyiir, atau Yusuf al-Qaradawi

dalam kaitannya dengan HAM.
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